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ABSTRAK 

 

Salah satu lembaga negara baru di dalam UUD 1945 adalah Komisi Yudisial 

diatur dalam Pasal 24 B yang terdiri dari 4 (empat) ayat. Tugas dan wewenang 

Komisi Yudisial yang diatur di dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2004, 

dianggap melampaui batas wewenangnya dan dinyatakan bertentangan dengan UUD 

1945. 

Masalah pokok dalam penelitian ini adalah bagaimanakan Implikasi Putusan 

Mahkamah Konstitusi Nomor : 005/PUU-IV/2006 terhadap Kewenangan Komisi 

Yudisial berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi 

Yudisial dan bagaimanakah kewenangan Komisis Yudisial dalam rangka menjaga 

dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim setelah 

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 005/PUU-IV/2006. 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitan ini ini adalah penelitian 

hukum normatif yaitu penelitian hukum kepustakaan, pengumpulan data dengan 

mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan, serta tulisan-tulisan yang 

terkait dengan penelitian ini. Sifat penelitiannya adalah deskriftif analitis yaitu 

memberikan gambaran suatu kejadian yang terjadi secara jelas dan terperinci tentang 

Tinjauan Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 005/PUU-IV/2006 dan 

Implikasinya terhadap Kewenangan Komisi Yudisial Berdasarkan Undang-undang 

Nomor : 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial. 

Hasil Penelitian, Implikasi dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 

005/PUU-IV/2006 adalah timbulnya kekosongan hukum mengenai pelaksanaan 

pengawasan hakim oleh Komisi Yudisial. Dengan putusan ini, Pengawasan hakim 

kembali mengandalkan pengawasan internal. Selain itu putusan Mahkamah 

Konstitusi Nomor : 005/PUU-IV/2006  menyebabkan terjadinya pergeseran 

kewenangan konstitusional Komisi Yudisial, yaitu tidak dapat melaksanakan 

pengawasan terhadap hakim konstitusi. Untuk melaksanakan pengawasan terhadap 

Mahkamah Konstitusi, maka dibentuk Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi 

untuk memantau, memeriksa dan merekomendasikan tindakan terhadap hakim 

konstitusi yang diduga melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim 

Konstitusi. Dasar hukum pembentukan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi 

pertama kali yakni Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor : 10/PMK/2006. Majelis 

Kehormatan Konstitusi dibentuk guna menegakkan kode etik dan perilaku hakim 

konstitusi. Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi di normakan di dalam Undang-

Undang Nomor 18 Tahun 20011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 

Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.  

 



 
 
 

OVERVIEW OF CONSTITUTIONAL COURT DECISIONS 

NUMBER: 005 / PUU-IV / 2006 AND THEIR IMPLICATIONS ON THE 

AUTHORITY OF THE JUDICIAL COMMISSION BASED ON LAW 

NUMBER: 22 OF 2004 CONCERNING THE JUDICIAL COMMISSION 

ABSTRACT 

 

 One of the new state institutions in the 1945 Constitution is the Judicial 

Commission regulated in Article 24 B which consists of 4 (four) paragraphs. The 

duties and authority of the Judicial Commission regulated in Law Number 22 Year 

2004, are considered to exceed the limits of their authority and are declared contrary 

to the 1945 Constitution. 

 The main problem in this research is how the implications of the 

Constitutional Court's Decision Number: 005 / PUU-IV / 2006 for the Judicial 

Commission's Authority based on Law Number 22 Year 2004 Regarding Judicial 

Commission and how is the authority of the Judicial Commission in the framework of 

maintaining and upholding honor, dignity and dignity and the behavior of judges after 

the Constitutional Court Decision Number: 005 / PUU-IV / 2006. 

 The research method used in this research is normative legal research that is 

library law research, data collection by studying books, legislation, and writings 

related to this research. The nature of the research is analytical descriptive, which is 

to provide a clear and detailed description of an event regarding the Review of the 

Constitutional Court's Decision Number: 005 / PUU-IV / 2006 and its Implications 

for the Judicial Commission's Authority Based on Law Number: 22 of 2004 

concerning Judicial Commission. 

 Research Results, Implications of the Constitutional Court Decision Number: 

005 / PUU-IV / 2006 is the emergence of a legal vacuum regarding the 

implementation of judicial supervision by the Judicial Commission. With this 

decision, Judicial Oversight again relies on internal supervision. In addition, the 

decision of the Constitutional Court Number: 005 / PUU-IV / 2006 caused a shift in 

the constitutional authority of the Judicial Commission, that is, it could not carry out 

supervision of the constitutional judges. To carry out supervision of the 

Constitutional Court, a Constitutional Court Honorary Council was formed to 

monitor, examine and recommend actions against constitutional judges who allegedly 

violated the Code of Ethics and the Code of Conduct for Constitutional Justices. The 

legal basis for the formation of the Honorary Council of the Constitutional Court was 

the first time namely the Constitutional Court Regulation Number: 10 / PMK / 2006 

The Constitutional Honor Council was formed to uphold the code of ethics and 

behavior of constitutional justices. The Honorary Council of the Constitutional Court 

was normalized in Act Number 18 of 20011 concerning Amendment to Law Number 

24 of 2003 concerning the Constitutional Cou 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pasca Amandemen UUD 1945, beberapa perubahan terjadi dalam struktur 

kelembagaan negara di Indonesia. Perubahan tersebut terasa sangat signifikan. Jika 

dirunut melalui perubahan yang terjadi, maka terlihat bahwa ada beberapa lembaga 

yang bersifat baru, baik ditinjau dari tugas dan wewenangnya, maupun dari proses 

pembentukannya. Sebelum perubahan UUD 1945, Indonesia sangat kental dengan 

supremasi Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Seiring perjalanan waktu, 

amandemen Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 

mengisyaratkan bahwa semua lembaga negara mempunyai kedudukan yang 

sederajat.
1
 

Indonesia adalah negara hukum yang salah satu prinsipnya adalah kekuasaan 

kehakiman yang merdeka. Prinsip ini menghendaki kekuasaan kehakiman yang bebas 

dari campur tangan pihak manapun dan dalam bentuk apapun, sehingga dalam 

menjalankan tugas dan kewajibannya ada jaminan ketidakberpihakan kekuasaan 

kehakiman kecuali terhadap hukum dan keadilan.
2
 Prinsip kekuasaan kehakiman 
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 Ni‟matul Huda, Hukum Tata Negara Indonesia, PT RajaGrafindoPersada, Jakarta, 2013, Hlm 159 

2
 Komisi Yudisial Republik Indonesia, Bunga Rampai: Komisi Yudisial dan Reformasi 

Peradilan,Komisi Yudisial, Jakarta, 2007, Hlm 197 



 
 
 

yang merdeka telah ditegaskan dalam amandemen ketiga Undang-undang Dasar 

Negara Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 24 ayat (1) dinyatakan kekuasaan 

kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan 

guna menegakkan hukum dan keadilan.
3
 

Berdasarkan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 

Indonesia tidak menganut secara penuh paham Trias Politica dan pemisahan 

kekuasaan, namun pelembagaan berbagai kekuasaan negara di Indonesia jelas 

menunjukkan adanya keterpengaruhan pada paham Trias Politica. Dan khusus untuk 

kekuasaan kehakiman telah dinyatakan secara tegas sebagai kekuasaan negara yang 

terpisah dari kekuasaan-kekuasaan negara lainnya.
4
 

Kekuasaan kehakiman mempunyai misi menyelenggarakan peradilan guna 

menegakkan hukum dan keadilan. Dan sejatinya peradilan bertujuan untuk 

melindungi dan menjunjung tinggi martabat kemanusiaan. Untuk itu, pelaksanaan 

putusan pengadilan harus memperhatikan nilai kemanusiaan dan keadilan.
5
 

Berbagai konvensi internasional, seperti Universal Declaration of Human 

Rights (Article 10), International Covenant Civil and Political Rights (Article 14), 

International Bar Association Code of Minimum Sandart of Judicial Independent, 

Beijing Statement of Independent of Judiciary in the Law Asia Region juga 

menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan salah satu unsur utama dalam 

                                                             
3
 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 

4
 Sri Soemantri, Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia, PT RajaGrafindoPersada, Jakarta, 

2006, Hlm 35 
5
 Artidjo Alkostar, Independensi dan Akuntabilitas Kekuasaan Kehakiman,Pusham-UII, Jakarta, 

2012, Hlm 1 



 
 
 

negara hukum. Konvensi tersebut mengemukakan secara lebih tegas, bahwa 

kekuasaan kehakiman yang dimaksud adalah kekuasaan kehakiman yang independen, 

tidak memihak dan kompeten.
6
 

Kekuasaan kehakiman adalah atap di antara berbagai lembaga peradilan di 

dalamnya (one roof system). Pasal 24 ayat (2) dalam Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia tahun 1945 menentukan bahwa:
7
 “Kekuasaan kehakiman 

dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di 

bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, 

lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah 

Mahkamah Konstitusi”. 

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, 

Pasal 24 ayat (2) di atas, Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK) 

berkedudukan sederajat satu sama lain, tidak mengatasi dan tidak membawahi satu 

dengan yang lain. Mahkamah Agung (MA) sesuai dengan kedudukan, fungsi, dan 

kewenangannya membawahi badan peradilan lainnya, yaitu peradilan umum, 

peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara. Mahkamah 

Konstitusi (MK) berdasarkan kedudukan, fungsi, dan kewenangannya tidak 

membawahi peradilan lainnya karena tidak ada tingkatan peradilan seperti peradilan 

                                                             
6
 Ahmad Basuki, Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan Kekuasaan KehakimanSebagai 

UpayaDalam Mewujudkan Akuntabilitas Peradilan Pidana, Jurnal Perspektif Hukum, Volume 

XVIIINomor1 Tahun 2013 Edisi Januari, Hlm 58 
7
 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 



 
 
 

tingkat pertama dan peradilan tingkat banding dalam lingkungan peradilan 

Mahkamah Konstitusi (MK). 

Berkenaan dengan kedua lembaga tersebut, dalam rangka mengatasi dan 

mencegah permasalahan yang timbul di dunia peradilan, terkhusus terhadap perilaku 

hakim dalam menjalankan tugasnya, dibentuklah Komisi Yudisial (KY).
8
 

Sebagaimana dinyatakan oleh Hamdan Zoelva dalam sidang Pantitia Ad Hoc I Badan 

Pekerja Majelis Permusyawaratan Rakyat (PAH I BP MPR) Tahun 1999 sebagai 

berikut: “Bahwa pengawasan/kontrol tidak boleh diserahkan kepada lembaga tinggi 

atau lembaga tertinggi negara yang syarat dengan muatan politik. Kami berpendapat 

bahwa untuk melakukan pengawasan dan kontrol terhadap Mahkamah Agung 

termasuk kepada hakim-hakim khususnya berkaitan dengan pelaksanaan tugas 

yudisial perlu dibentuk sebuah lembaga independen. Komisi ini diberikan 

kewenangan untuk melakukan pemeriksaan terhadap hakim-hakim yang melakukan 

penyimpangan termasuk keanehan dalam produk putusan hakim yang 

dihasilkannya....” 

Munculnya ide pengawasan eksternal juga merupakan upaya menutup celah 

ketidakberdayaan dan inefektifitas pengawasan internal Mahkamah Agung.
9
 

Karenanya ketua Mahkamah Agung, Bagir Manan, pada Rapat Kerja Nasional 

(Rakernas) Mahkamah Agung dengan Pengadilan Tingkat Banding (PT), dan 

                                                             
8
 Lihat Risalah Sidang Perubahan UUD 1945 Mengenai KY dalam Naskah Komprehensif 

Perubahan UUUD 1945 Buku VI tentang Kekuasaan Kehakiman, Sekretariat Jenderal 

danKepaniteraan MK, Jakarta, Hlm  413 
9
 Bagir Manan, Memberantas KKN di Lingkungan Peradilan,Varia Peradilan,Majalah Hukum Tahun 

ke XXII Nomor 260, Jakarta, 2007, Hlm 13 



 
 
 

Pengadilan Tingkat Pertama (PN) di Bali 19-22 Septermber 2005, 

mengapresiasikannya dengan menyatakan: “Sekarang kita mempunyai Komisi 

Yudisial yang saya yakin akan lebih memperkuat upaya membenahi tingkah laku 

tidak terpuji dari hakim. Meskipun 

Komisi Yudisial tidak berwenang meneliti dan memeriksa putusan hakim dan 

tindakan-tindakan teknis yudisial lainnya, tetapi kewenangan yang ada disertai 

kerjasama yang erat dengan Mahkamah Agung, akan sangat memberdayakan 

(empowering) usaha kita menghapus secara tuntas perbuatan tercela para hakim 

atau petugas pengadilan lainnya. Saya berjanji akan memanfaatkan semaksimal 

mungkin temuan Komisi Yudisial mengenai perbuatan tidak terpuji para hakim 

dan lain-lain penjabat pengadilan”. 

 

Komisi Yudisial (KY) bukan merupakan pemegang kekuasaan kehakiman, 

namun sebagai lembaga pembantu (state auxiliary organ). Keberadaan Komisi 

Yudisial ini telah dilembagakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 

Tentang Komisi Yudisial sejak tanggal 13 Agustus 2004 yaitu dengan ketentuan 

Pasal 39 yang menyatakan “selama keanggotaan Komisi Yudisial belum terbentuk 

berdasarkan Undang-Undang ini, pencalonan Hakim Agung dilaksanakan 

berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung 

sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 Tentang 



 
 
 

Perubahan atas Undang-UndangNomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah 

Agung”.
10

 

Dalam konstitusi diatur bahwa Komisi Yudisial merupakan lembaga yang 

bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan Hakim Agung dan 

mempunyai kewenangan lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, 

keluhuran martabat, serta perilaku hakim (Pasal 24 B ayat 1 UUD 1945). Sebenarnya, 

ide dasar pembentukan Komisi Yudisial dilatar belakangi kekhawatiran akan 

timbulnya tirani yudisial pasca pemberlakuan sistem satu atap di Mahkamah Agung 

(MA) dan pemberian kemandirian dan kemerdekaan kepada institusi pemegang 

kekuasaan kehakiman ini. Sehingga para anggota DPR/MPR RI sebagai representasi 

dari rakyat menilai perlunya dibentuk Komisi Yudisial (judicial committee) sebagai 

lembaga pengawas eksternal terhadap kekuasaan kehakiman.
11

 

Hubungan antara satu lembaga dengan lembaga yang lain diikat oleh prinsip 

checks and balances, di mana lembaga-lembaga tersebut diakui sederajat tetapi saling 

mengendalikan satu sama lain. Sebagai akibat adanya mekanisme hubungan yang 

sederajat itu, timbul kemungkinan dalam melaksanakan kewenangannya masing-

masing terjadi perselisihan dalam menafsirkan amanat UUD. Jika timbul perselisihan 

pendapat semacam itu, diperlukan organ tersendiri yang diberi tugas untuk memutus 
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 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial selengkapnyadimuat dalam 

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 89 dan TambahanLembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4415 
11

 Lihat keterangan para saksi dari mantan Anggota Panitia Ad Hoc (PAH) I Badan Pekerja MPR 

dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 005/PUU-IV/2006 dalam perkara permohonan uji 

materi terhadap Undang-Undang No 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial 



 
 
 

final atas hal itu. Dalam sistem yang telah diadopsikan dalam UUD 1945, mekanisme 

penyelesaian sengketa kewenangan demikian dilakukan melalui proses peradilan tata 

negara, yaitu melalui lembaga yang dibentuk tersendiri dengan nama Mahkamah 

Konstitusi (MK). 

Dalam aspek filosofis, Pembentukan Komisi Yudisial di beberapa negara 

didunia umumnya dilatar belakangi oleh situasi seperti lemahnya monitoring terhadap 

kekuasaan kehakiman, tidak ada lembaga penghubung anatara kekuasaan kehakiman 

dan kekuasaan pemerintah, efisiensi dan dan efektifitas yang kurang memadai, 

rendahnya konsistensi putusan dan pengangkatan hakim yang bias politik. Situasi-

situasi seperti itu mendorong timbulnya trend abad 20 dalam sejarah demokrasi 

modern, yang ingin membangun lembaga- lembaga peradilan yang lebih efisien dan 

bebas dari kekuasaan lainnya. Situasi- situasi tersebut juga dialami oleh bangsa 

Indonesia. Keberadaan Komisi Yudisial diharapkan menjadi lembaga negara yang 

bersifat mandiri dan lepas dari intervensi dan campur tangan lembaga negara lain. Hal 

ini mengingat tugas utama Komisi Yudisial dikontruksikan untuk menseleksi dan 

mengusulkan pengangkatan hakim agung. Selain itu, Komisi Yudisial tesebut juga 

memiliki kewenangan pengawasan dalam rangka menjaga dan menegakkan 

kehormatan, keluhuran, martabat serta perilaku hakim dari semua badan peradilan 

dibawah Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. 

Keberadaan Komisi Yudisial sangatlah menentukan berhasil tidaknya 

reformasi hukum dan penegakkan keadilan dalam dunia peradilan kita sekarang 

maupun masa depan. Sebab Komisi Yudisial bukan pelaku kekuasaan kehakiman, 



 
 
 

namum fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman, dimana anggotanya selaku 

pejabat negara yang dalam pelaksanaan wewenangnya bebas dari campur tangan atau 

pengaruh dari kekuasaan lainnya. Hal ini lah yang dipercayai akan memperbaiki 

sistem peradilan di Indonesia, karena dalam pelaksaan tugas pengawasan terhadap 

perilaku hakim dalam rangka menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta 

perilaku hakim.
12

 

Hukum tidak hanya bersifat imperatif atau keharusan (das sollen), tetapi juga 

harus dipandang sebagai subsistem yang dalam kenyataan (das sein) dapat ditentukan 

oleh politik, baik dalam perumusan materi dan pasal-pasalnya maupun dalam 

implementasi dan penegakannya. 

Mahkamah Konstitusi berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang dirinci 

dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang 

Mahkamah Konstitusi, mempunyai kewenangan menguji Undang-Undang terhadap 

UUD 1945. Selain perubahan yang menyangkut kelembagaan penyelenggaraan 

kekuasaan kehakiman sebagaimana dikemukakan di atas, UUD 1945 telah 

mengintroduksi suatu lembaga baru yang berhubungan erat dengan penyelenggaraan 

kekuasaan kehakiman (judicative power) yaitu Komisi Yudisial. 

Dalam rangka melaksanakan ketentuan Undang-Undang Dasar 1945, maka 

ditetapkanlah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial. 

Sebelum Komisi Yudisial ini terbentuk, terlebih dahulu dibentuk tim seleksi Komisi 

Yudisial. Untuk itu Presiden pada tanggal 17 Januari 2005 telah menandatangani 
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 Diakses pada : http/www.komisiyudisial.go.id,  Tanggal 1 Februari 2018, Pukul 14.20 Wib 



 
 
 

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pembentukan 

Panitia Seleksi Pemilihan Calon Anggota Komisi Yudisial. Berdasarkan Keputusan 

Presiden inilah panitia melakukan proses seleksi dan menjaring calon anggot Komisi 

Yudisial yang berkualitas, energik, potensial, dan mengerti hukum. Selanjutnya pada 

tanggal 8 Juni 2005, Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia 

menetapkan 7 anggota Komisi Yudisial melalui voting tertutup dalam rapat pleno 

khusus. Dari hasil sidang pleno Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia 

tersebut disebutkan jumlah anggota Komisi Yudisial sebanyak 9 orang termasuk 

ketua dan wakil ketua yang merangkap menjadi anggota.
13

 

Komisi Yudisial termasuk dalam struktur kekuasaan kekuasaan kehakiman 

yang bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan Hakim Agung dan melakukan 

pengawasan dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluruhan dan 

martabat dan perilaku hakim.
14

 

Kata Komisi Yudisial terdiri dari dua suku kata yakni Komisi dan Yudisial. 

Dalam kamus besar bahasa Indonesia, Komisi berarti sekelompok yang ditunjuk atau 

diberi wewenang oleh pemerintah untuk menjalani fungsi atau tugas tertentu.
15

 

Sedangkan Yudisial artinya Lembaga Hukum atau LembagaYudikatif.
16

 Semua 

anggota Komisi Yudisial harus mempunyai pengetahuan atau pengalaman dibidang 
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hukum serta memiliki integritas dan kepribadianyang tidak tercela. Anggota Komisi 

Yudisial ini diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan Dewan 

Perwakilan Rakyat. 

Kedudukan Komisi Yudisial ditentukan oleh Undang-Undang Dasar Republik 

Indonesia 1945 sebagai lembaga negara yang mandiri karena dianggap sangat penting 

dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat dan 

perilaku Hakim.
17

 Kemudian Komisi Yudisial berkedudukan di Ibukota Negara 

Republik Indonesia dan wilayah kerjanya meliputi seluruh wilayah Negara Kesatuan 

Republik Indonesia dan dalam menjalankan fungsinya di daerah, Komisi Yudisial 

dibantu oleh Perwakilan Komisi Daerah. Kemudian keanggotaan Komisi Yudisial 

terdiri atas mantan hakim, praktisi hukum, akademisi  hukum, dan anggota 

masyarakat. Anggota Komisi Yudisial merupakan pejabat negara, terdiri atas 7 orang 

(termasuk Ketua dan Wakil Ketua yang merangkap Anggota). Anggota Komisi 

Yudisial memegang jabatan selama masa 5 (lima) tahun dan sesudahnya dapat dipilih 

kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan. Syarat menjadi anggota Komisi Yudisial 

yaitu :
18

 

1. Warga Negara Indonesia. 

2. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 

3. Berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun dan palingtinggi 68 (enam 

puluh delapan) tahun pada saat prosespemilihan. 

4. Mempunyai pengalaman dibidang hukum paling singkat 15(lima belas) 

tahun. 

5. Memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela. 

6. Sehat jasmani dan rohani. 
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7. Tidak pernah dijatuhi hukuman pidana karena melakukantindakan pidana 

kejahatan. 

8. Melaporkan daftar kekayaan. 

 

Anggota Komisi Yudisial dilarang merangkap jabatan sebagai :
19

 

 

1. Pejabat negara atau penyelenggara negara menurut peraturanperundang-

undangan. 

2. Hakim. 

3. Advokat. 

4. Notaris/atau Pejabat Pembuat Akta Tanah. 

5. Pengusaha,pengurus atau karyawan badan usaha milik Negaraatau badan 

usaha swasta. 

6. Pegawai negeri. 

7. Pengurus partai politik. 

Komisi Yudisial sebagai Lembaga Kehakiman yang baru mempunyai tugas 

yaitu :
20

 

1. Melakukan pendaftaran calon Hakim Agung. 

2. Melakukan seleksi terhadap calon Hakim Agung. 

3. Menetapkan calon Hakim Agung. 

4. Mengajukan Calon Hakim Agung ke Dewan Perwakilan Rakyat. 

Kemudian dalam menjaga dan Menegakkan Kehormatan, Keluhuran 

Martabat, Serta Perilaku Hakim Komisi Yudisial mempunyai tugas :
21

 

1. Menerima laporan pengaduan masyarakat tentang perilaku hakim. 

2. Melakukan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran perilaku hakim. 

3. Membuat laporan hasil pemeriksaan berupa rekomendasi 

yangdisampaikan kepada Mahkamah Agung dan tindasannyadisampaikan 

kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat. 

 

Kemudian Komisi Yudisial mempunyai kewenangan yang tercantum dalam 

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial, Pasal 13 (a) dan 

(b) yaitu :
22
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a. Mengusulkan pengangkatan Hakim Agung kepada Dewan Perwakilan 

Rakyat. 

b. Menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta menjagaPerilaku 

Hakim. 

 

Jika dilihat dari kewenangan Komisi Yudisial yang diatur dalam Pasal 24B 

Ayat (1) mengusulkan pengangkatan Hakim Agung dan mempunyai wewenang lain 

dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan keluhuran martabat, serta 

perilaku hakim, maka dapat disimpulkan bahwa selama ini ada dua persoalan 

mendasar yang mengakibatkan kekuasaan kehakiman yang merdeka, tidak terealisasi 

dengan baik, yaitu buruknya perekrutan HakimAgung dan kurang atau tidak 

efektifnya lembaga yang memiliki tugas menjaga dan menegakkan kehormatan 

keluhuran martabat, serta perilaku hakim. 

Dalam perjalanannya, mimpi konstitusional yang dipancangkan untuk 

menegakkan peradilan bersih melalui dibentuknya Komisi Yudisial mengalami 

tragedi sistemik dan beruntun. Tragedi tersebut dapat dirunut mulai dari distorsi 

kewenangan Komisi Yudisial antara yang terdapat dalam Undang-Undang dasar 1945 

dengan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi 

Yudisial, berlanjut pada tragedi dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 

: 005/PUU-IV/2006 yang melucuti sebagian wewenang Komisi Yudisial kemudian 

problem resistensi dari kalangan hakim yang tidak sudi diawasi oleh Komisi 

Yudisial.
23
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Adanya distorsi kewenangan Komisi Yudisial antara yang terdapat dalam 

UUD 1945 dengan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 

Tentang Komisi Yudisial dapat dijelaskan sebagai berikut yaitu : 

 

Pertama, dalam UUD 1945 terdapat frasa “menjaga dan menegakkan”. 

“Menjaga” berarti wewenang yang sifatnya preventif, seperti wewenang untuk 

mengadakan pendidikan dan pembinaan hakim, dan lain-lain. Sedangkan 

“Menegakkan” berarti wewenang refresif (fungsi pengawasan). Faktanya dalam 

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial hanya terdapat 

frasa “menegakkan” semata yang bersifat refresif. Itupun undang-undang juga tidak 

konsisten, satu sisi memberi kewenangan refresif, namun disisi lain produk 

pengawasan Komisi Yudisial produk pengawasan Komisi Yudisial hanya bersifat 

rekomendasi yang sifatnya tidak imperative.
24

 

Kedua, dalam UUD 1945, kewenangan Komisi Yudisial secara tegas berbunyi 

“menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim”. 

Dari bunyi pasal tersebut secara jelas terlihat bahwa aspek perilaku hakim hanya 

menjadi bagian kewenangan yang dibuktikan dengan adanya frasa “serta perilaku 

hakim”. Namun faktanya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi 

Yudisial tidak meng-cover maksud dari wewenang yang ditunjukkan oleh frasa 

“menjaga dan menegakkan kehormatan serta keluhuran martabat”. Banyak pihak 

akhirnya memaknai kewenangan Komisi Yudisial sekedar pada perilaku hakim 
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(dalam arti sempit) yang terpisah dari ranah teknis yudisial, dan ranah teknis 

adminisratif. Padahal di dua ranah tersebut banyak terjadi pelanggaran.
25

 

Sepak terjang Komisi Yudisial dalam melaksanakan pengawasan mendapat 

perlawanan terbuka dari kalangan hakim. Perlawanan ini diawali dengan 

mempersoalkan kewenangan Komisi Yudisial dalam melaksanakan pengawasan, 

pengabaian beberapa rekomendasi Komisi Yudisial oleh Mahkamah Agung, dan 

beberapa tindakan lain yang menunjukkan pembangkangan kepada Komisi Yudisial. 

Bahwa puncak dari perlawanan dari kalangan hakim yang berjumlah 31 

orang, mayoritas Hakim Agung  adalah dengan menlakukan permohonan hak 

menguji materil pasal-pasal tentang Hakim Agung (dan juga Hakim Konstitusi), serta 

pasal-pasal pelaksanaan pengawasan Komisi Yudisial kepada Hakim. 

Hal pokok yang menjadi keberatan ke-31 orang Hakim tersebut adalah 

menyangkut kata makna “Hakim” frasa “Mempunyai wewenang lain dalam rangka 

menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim” 

yang terdapat dalam Pasal 24B Ayat (1) UUD 1945. 

Pasal-pasal yang didalilkan oleh 31 orang Hakim Agung bertentangan dengan 

UUD 1945 yaitu : 

1. Pasal 1 angka 5 Undang-Undang No 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial 

 

2.  Pasal 20 Undang-Undang No 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial 

3.  Pasal 22 ayat (1) huruf e Undang-Undang No 22 Tahun 2004 Tentang Komisi 

Yudisial 
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4.  Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang No 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial 

5.  Pasal 23 Ayat (2) Undang-Undang No 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial 

 

6. Pasal 23 Ayat (3) Undang-Undang No 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial 

 

7. Pasal 23 Ayat (5)Undang-Undang No 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial 
 

8. Pasal 24 Ayat (1)Undang-Undang No 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial 
 

9.  Pasal 25 Ayat (3)Undang-Undang No 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial 

10.  Pasal 25 Ayat (4) Undang-Undang No 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial 

 

Bahwa Mahkamah Konstitusi melalui putusannya Nomor : 005/PUU-IV/2006 

telah mengabulkan permohonan yang diajukan oleh Pemohon (31 orang Hakim) 

untuk sebahagian, yakni menyatakan lima pasal yang mengatur fungsi kewenangan 

dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial, yaitu Pasal 

20, 21, 22 ayat (1) huruf e, 22 aat 5, 23 ayat 2, 3 dan 5 dinyatakan bertentangan 

dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. 

Dalam putusan Nomor : 005/PUU-IV/2006 Mahkamah Konstitusi 

menghapuskan semua ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang 

Komisi Yudisial yang berhubungan dengan pengawasan hakim. Mahkamah 

Konstitusi berpendapat Undang-undang Komisi Yudisial yang mengatur fungsi 

pengawasan terbukti telah menimbulkan ketidakpastian hukum. Sebab tidak secara 

rinci mengatur tentang prosedur pengawasan serta tidak jelas dan tidak tegas 

menentukan siapa subyek yang mengawasi, apa obyek yang diawasi, intrumen apa 

yang digunakan serta bagaimana proses pengawasan itu dilaksanakan. 



 
 
 

Sehubungan dengan fungsi pengawasan Komisi Yudisial, Mahkamah 

Konstitusi berpendapat bahwa kewenangan tersebut bukan untuk mengawasi lembaga 

peradilan, melainkan unuk menjaga dan menegakkan perilaku hakim sebagai 

individu. Selain itu, hubungan Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial bukanlah 

untuk menerapkan prinsip checks and balances karena hubungan semacam ini hanya 

terkaitt erat dengan prinsip pemisahan kekuasaan negara (separation of power). 

Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial merupakan lembaga yang berada dalam satu 

kekuasaan yang sama, yakni kekuasaan kehakiman (yudikatif). Akan tetapi, Komisi 

Yudisial bukanlah pelaksana dari kekuasaan kehakiman. Komisi Yudisial memiliki 

peran dalam pengusulan calon Hakim Agung, sedangkan fungsi pengawasan penuh 

tetap dipegang oleh Mahkamah Agung. Namun dalam melaksanakan fungsi 

pengawasan terhadap perilaku hakim ini, Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung 

harus saling bekerja sama karena Komisi Yudisial adalah merupakan organ 

pendukung. Selain itu, Komisi Yudisial tidak dapat ikut mengawasi kewenangan 

yustisial Mahkamah Agung atau putusan hakim itu sendiri. Pasal 24 UUD 1945 

Amandemen menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang 

merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. 

Penilaian terhadap putusan hakim yang dimaksudkan sebagai pengawasan diluar 

hukum acara yang tersedia adalah bertentangan dengan prinsip res judicata pro 

veritate habetur. Apa yang diputus oleh hakim harus dianggap  benar (de inhoud van 

he vonnis geld als waard). Namun demikian, Komisi Yudisial pada prinsipnya tidak 



 
 
 

saja memiliki wewenang pengawasan, melainkan juga pembinaan etika profesional 

hakim. 

Mahkamah Konstitusi dalam putusannya juga memberikan rekomendasi agar 

DPR dan Pemerintah untuk melakukan perbaikan yang bersifat integral dengan 

mengadakan harmonisasi atas Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, Undang-

Undang Mahkamah Agung, Undang-Undang Komisi Yudisial dan Undang-Undang 

Mahkamah Konstitusi untuk mengisi kekosongan hukum yang terlalu lama sebagai 

akibat dihilangkannya fungsi pengawasan Komisi Yudisial. Mahkamah Konstitusi 

juga memberikan rekomendasi supaya Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial 

bekerja sama dalam konsep kemitraan unuk melakukan pengawasan terhadap hakim. 

Walaupun Mahkamah Konstitusi dalam putusannya menghilangkan fungsi 

pengawasan dari Komisi Yudisial, namun Mahkamah Konsitusi dalam putusannya 

menolak permohonan para Pemohon agar hakim agung dibebaskan dari pengawasan 

Komisi Yudisial. Mahkamah Konstitusi berpendapat permohonan tersebut tidak 

cukup beralasan karena tidak dapat ditemukan dasar-dasar konstitusional yang 

meyakinkan. Mahkamah Konstitusi berpendapat Hakim Agung termasuk dalam 

batasan hakim yang tidak luput dari pengawasan Komisi Yudisial. Hakim Agung 

adalah Hakim, hanya saja Hakim Agung berada pada hirarki hakim paling tinggi 

dalam peradilan. 

Mahkamah Konstitusi juga memutuskan hakim konstitusi bukan merupakan 

obyek pengawasan dari Komisi Yudisial dengan alasan hakim konsititusi bukanlah 

hakim profesi seperti hakim biasa, melainkan hanya diangkat untuk jangka waktu 



 
 
 

lima tahun, sehingga dengan alasan yang demikian, Mahkamah Konstitusi 

menyatakan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi 

Yudisial sepanjang menyangkut kata hakim konstitusi tidak berlaku lagi karena 

bertentangan dengan UUD 1945. Mahkamah Konstitusi menyatakan perluasan 

batasan hakim dalam Pasal 1 angka 5 Undang-undang Komisi Yudisial menjadi 

hakim konstitusi bertentangan dengan UUD 1945 karena dapat memandulkan fungsi 

Mahkamah Konstitusi dalam memutus sengketa kewenangan antar lembaga negara 

yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945. Selain itu Komisi Yudisial sama 

sekali tidak terlibat dalam pemilihan dan pengangkatan Hakim Konstitusi, dan UUD 

1945 sama sekali tidak bermaksud untuk memberikan kewenangan kepada Komisi 

Yudisial untuk mengawasi perilaku Hakim Konstitusi. Dalam putusannya, 

Mahkamah Konstitusi menentukan sendiri bahwa pengawasan terhadap pelaksanaan 

kode etik hakim konstitusi dilakukan oleh majelis kehormatan yang tersendiri dan 

dibentuk sendiri oleh Mahkamah Konstitusi. 

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 005/PUU-IV/2006 telah menimbulkan 

pro dan kontra dalam kalangan masyarakat serta banyak sekali diperbincangkan oleh 

pakar-pakar hukum di Indonesia, antara lain : 

1. Mengenai asas nemo judex idoneus in propria causa (seseorang tidak 

dapat menjadi hakim bagi dirinya sendiri). Pemohon yang sebagian besar 

adalah Hakim Agung berupaya menarik Mahkamah Konstiusi sebagai 

pihak yang dirugikan kepentingan konstitusionalnya oleh Undang-

Undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial.  



 
 
 

2. Mengenai legal standing para Pemohon, Pasal 51 Ayat (1) Undang-

Undang Nomor 22 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi 

menyatakan, Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau 

kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakukannya undang-

undang, dalam putusan tersebut ternyata salah seorang hakim konstitusi 

menolak legal standing pemohon.  

3. Mengenai hakim konstitusi yang menurut Mahkamah Konstitusi tidak 

termasuk dalam pengertian hakim. 

4. Dalam putusan Mahkamah Konstitusi seolah olah menghidupkan kembali 

pola hubungan antar lembaga negara yang hirarkis. 

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 005/PUU-IV/2006 adalah 

putusan terhadap perkara permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 

2004 Tentang Komisi Yudisial dan pengujian Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 

Tentang Kekuasaan Kehakiman yang diajukan oleh 31 Hakim Agung pada 

Mahkamah Agung. Yang menjadi dasar dari permohonan ini adalah dengan 

berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial, hak 

dan kewenangan para Hakim Agung tersebut merasa dirugikan. Kewenangan para 

Hakim Agung yang dirugikan adalah tentang batasan hakim yang diatur dalam 

ketentuan Pasal 1 angka 5 bahwa definisi hakim menurut Undang-Undang Nomor 22 

Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial mencakup semua hakim, termasuk Hakim 

Agung dan Hakim Konstitusi, Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 

2004 Tentang Komisi Yudisial mengenai pengawasan KY yang melingkupi Hakim 



 
 
 

Agung. Usul penjatuhan sanksi dan penghargaan yang diatur dalam ketentuan Pasal 

21 terkait wewenang KY untuk mengajukan usul penjatuhan sanksi terhadap hakim 

kepada pimpinan MA dan/atau MK. Pasal 23 ayat (2) dan ayat (3) serta ayat (5) 

terkait usul penjatuhan sanksi yang bersifat mengikat dan apabila pembelaan hakim 

ditolak, maka usul pemberhentiannya diajukan oleh MA dan/atau MK kepada 

Presiden. 

Kewenangan Komisi Yudisial dalam hal menjaga kekuasaan kehakiman 

meliputi pengusulan dan pengangkatan Hakim Agung masih tersisa, sedangkan roh 

Komisi Yudisial berupa kewenangan untuk menegakkan kehormatan dan keluhuran 

martabat serta menjaga perilaku hakim dibatalkan dan dinyatakan tidak berlaku lagi 

oleh Putusan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 16 Agustus 2006 dengan No. 

005/PUU-IV/2006. Peranan pengusulan dan pengangkatan Hakim Agung meliputi 

pendaftaran, penyeleksian, penetapan dan pengajuan calon Hakim Agung ke Dewan 

Perwakilan Rakyat tetap diakui. 

Bahwa selain itu, apakah putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 005/PUU-

IV/2016 tersebut telah sesuai dengan keinginan dari pembentuk undang-undang 

dalam hal ini DPR dan semangat awal yang melatar belakangi lahirnya Komisi 

Yudisial atau justeru saling bertolak belakang. Berdasarkan uraian diatas, menarik 

minat Penulis untuk menuangkan dalam bentuk tulisan ilmiah dengan judul : 

“Tinjauan Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 005/PUU-IV/2006 

Dan Implikasinya Terhadap Kewenangan Komisi Yudisial Berdasarkan 

Undang-Undang No 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial”. 



 
 
 

 

B.  Pokok Permasalahan  

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, pokok permasalahan dari 

penelitian ini adalah : 

1. Bagaimanakah Implikasinya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 

005/PUU-IV/2006 Terhadap Kewenangan Komisi Yudisial Berdasarkan 

Undang-Undang No 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial? 

2. Bagaimanakah Kewenangan Komisi Yudisial Dalam Rangka Menjaga 

Dan Menegakkan Kehormatan, Keluhuran Martabat Serta Perilaku Hakim 

Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006 ? 

 

 

 

C.  Tujuan dan kegunaan penelitian  

Tujuan dan kegunaan penelitian ini adalah : 

1. Untuk Mengetahui Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 

005/PUU-IV/2006 Terhadap Kedudukan Dan Kewenangan Komisi 

Yudisial Berdasarkan Undang-Undang No 22 Tahun 2004 Tentang 

Komisi Yudisial. 

2. Untuk Mengetahui Kedudukan Dan Kewenangan Komisi Yudisial Dalam 

Rangka Menjaga Dan Menegakkan Kehormatan, Keluhuran Martabat 

Serta Perilaku Hakim Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 

005/PUU-IV/2006 



 
 
 

 Manfaat penulis dengan adanya penelitian ini, bermanfaat di tinjau dari dua 

segi yaitu segi teoritis dan praktis untuk : 

1. Manfaat Teoritis  

1) Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan yang di dapat di bangku 

perkuliahan dan membandingkannya dengan praktek di lapangan. 

2) Sebagai sarana dalam mengembangkan wacana dan pemikiran sebagai 

mahasiswa dalam bentuk karya ilmiah bagi Universitas Islam Riau 

khususnya program Pascasarjana. 

2. Manfaat Praktis  

1) Penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai sumbangan pemikiran 

dalam proses ilmu pengetahuan dan pembelajaran untuk mahasiswa 

dalam mengetahui serta menganalisis perubahan ketentuan pengawasan 

terhadap hakim Mahkamah Konstitusi. Serta dapat juga diharapkan 

sebagai sumber bahan ajar dalam perkuliahan ilmu hukum dengan 

konsentrasi Hukum Tata Negara khususnya tentang Putusan Mahkamah 

Konstitusi Nomor : 005/PUU-IV/2006 Terhadap Kedudukan Dan 

Kewenangan Komisi Yudisial Berdasarkan Undang-Undang No 22 

Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial. 

2) Hasil penelitian ini sebagai bahan ilmu pengetahuan bagi penulis. 

D.  Kerangka Teori 

1. Teori Trias Politica (Pemisahan dan Pembagian Kekuasaan) 



 
 
 

Pemisahan kekuasaan berarti kekuasaan negara itu terpisah dalam beberapa 

bagian, baik itu mengenai orangnya maupun mengenai fungsinya.26 Sedangkan 

pembagian kekuasaan berarti kekuasaan itu memang dibagi dalam beberapa bagian, 

tetapi tidak dipisahkan. Hal ini membawa konsekuensi bahwa diantara bagian-bagian 

itu dimungkingkan adanya kerjasama.
27

 Teori pemisahan kekuasaan dipopulerkan dan 

diperkenalkan melalui ajaran Trias Politica Montesquieu. Dalam bukunya yang 

berjudul L’Espirit des lois (The Spirit of Laws). Montesquieu mengembangkan apa 

yang lebih dahulu di ungkapkan oleh John Locke (1632-1755). Ajaran pemisahan 

kekuasaan dari Montesquieu di ilhami oleh pandangan John Locke dalam bukunya 

“Two Treaties on CivilGovernment” dan praktek ketatanegaraan Inggris. 

Jhon Locke membedakan antara tiga macam kekuasaan yaitu:
28

 

1. Kekuasaan perundang-undangan (legislative). 

2. Kekuasaan melaksanakan hal sesuatu (executive) pada urusan dalam 

negeri, yang meliputi pemerintahan dan pengadilan. 

3. Kekuasaan untuk bertindak terhadap anasir asing guna kepentingan 

negara atau kepentingan warga negara dari negara itu yang oleh locke 

dinamakan federative power. 

Montesquieu membuat analisis atas pemerintahan Inggris yaitu :
29
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1. Ketika kekuasaan legislatif dan eksekutif disatukan pada orang yang 

sama, atau pada lembaga tinggi yang sama, maka tidak ada kebebasan. 

2. Tidak akan ada kebebasan, jika kekuasaan kehakiman tidak dipisahkan 

dari kekuasaan legislatif dan eksekutif. 

3. Dan pada akhirnya akan menjadi hal yang sangat menyedihkan bila orang 

yang sama atau lembaga yang sama menjalankan ketiga kekuasaan itu, 

yaitu menetapkan hukum, menjalankan keputusan-keputusan publik dan 

mengadili kejahatan atau perselisihan para individu. 

Keadaan ini menyebabkan raja atau badan legislatif yang sama akan 

memberlakukan undang-undang tirani dan melaksanakannya dengan cara yang tiran 

sehingga kebebasan oleh masyarakat atau rakyat tidak akan terasakan. Namun, 

menurut Montesquieu jika kekuasaan eksekutif dan legislatif digabungkan, maka kita 

masih memiliki pemerintahan yang moderat, asalkan sekurang-kurangya kekuasaan 

kehakiman dipisah. 

Ajaran pembagian kekuasaan yang lain diajukan oleh C. Van Vollenhoven, 

Donner dan Goodnow. Menurut van Vollenhoven, fungsi-fungsi kekuasaan negara itu 

terdiri atas empat cabang yang kemudian di Indonesia biasanya diistilahkan dengan 

catur praja, yaitu :
30

 

1. Fungsi regeling (pengaturan). 

2. Fungsi bestuur (penyelenggaraan pemerintahan). 
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3. Fungsi rechtsspraak atau peradilan. 

4. Fungsi politie yaitu berkaitan dengan fungsi ketertiban dan keamanan. 

Berbeda dengan pendapat Montesquieu, penyelengara pemerintahan (bestuur) 

menurut van Vollenhoven tidak hanya melaksanakan undang-undang saja tugasnya, 

karena dalam pengertian negara hukum modern tugas bestuur itu adalah seluruh tugas 

negara dalam menyelenggarakan kepentingan umum, kecuali beberapa hal ialah 

mempertahankan hukum secara preventif (preventive rechtszorg), mengadili 

(menyelesaikan perselisihan) dan membuat peraturan (regeling).
31

 

Sedangkan Donner dan Goodnow memiliki pandangan yang hampir sama 

dalam melihat pembagian kekuasaan negara. Menurut Donner, semua kegiatan-

kegiatan yang dilakukan oleh penguasa hanya meliputi dua bidang saja yang berbeda, 

yaitu :
32

 

1. Bidang yang menentukan tujuan yang akan dicapai atau tugas yang akan 

dilakukan. 

2. Bidang yang menentukan perwujudan atau pelaksanaan dari tujuan atau 

tugas yang ditetapkan itu. 

Sementara Goodnow mengembangkan ajaran yang biasa di istilahkan dengan 

dwipraja, yaitu :
33

 

1. Policy making function (fungsi pembuatan kebijakan). 

2. Policy executing function (fungsi pelaksanaan kebijakan). 
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Namun, pandangan yang paling berpengaruh didunia mengenai soal ini adalah 

seperti yang dikembangkan oleh Montesquieu, yakni adanya tiga cabang kekuasaan 

negara yang meliputi fungsi legislatif, eksekutif dan yudikatif. 

Negara yang konsekuen melaksanakan teori Montesquieu ini adalah Amerika 

Serikat, tetapi inipun tidak murni, karena antara ketiga badan kenegaraan yang 

masing-masing mempunyai pekerjaan sendiri-sendiri, dalam menyelesaikan sesuatu 

pekerjaan tertentu diawasi oleh badan kenegaraan lainnya. Sistem ini dikenal dengan 

sebagai sistem “check and balance” atau “sistem pengawasan”.
34

 

Menurut Kusnardi dan Bintan R. Saragih, untuk mencegah jangan sampai 

suatu parlemen mempunyai kekuasaan yang melebihi badan-badan lainnya, bisa 

diadakan suatu sistem kerjasama dalam suatu tugas yang sama, yaitu membuat 

undang-undang antara parlemen dengan pemerintah, atau dalam parlemen di bentuk 

dua kamar yang saling mengimbangi kekuatan dan untuk mencegah kekuasaan 

eksekutif melebihi daripada kekuasaan lainnya, maka perlu dibatasi kekuasaannya 

untuk tunduk kepada badan legislatif.
35

 

Pemisahan ataukah Pembagian Kekuasaan yang dipakai Indonesia dalam 

UUD 1945. Untuk mengetahui itu semua tidaklah bisa lepas dari sejarah 

pembentukan dan perubahan UUD 1945 yang dipahami menganut pemisahan 

kekuasaan atau pembagian kekuasaan. UUD 1945 tidak secara tegas menyebutkan 
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mengenai trias politica, akan tapi secara implisit dapat ditelaah bahwa negara 

Indonesia menginginkan pembagian kekuasaan. Hal ini dilihat dari pembagian bab 

dalam Undang-Undang Dasar 1945. Misalnya Bab II tentang Majelis 

Permusyawaratan Rakyat, Bab III tentang Kekuasaan Pemerintahan Negara, Bab VII 

tentang Dewan Perwakilan Rakyat dan Bab IX tentang Kekuasaan Kehakiman. 

Kekuasaan legislatif dijalankan oleh Presiden bersama-sama dengan DPR. Kekuasaan 

eksekutif dijalankan oleh Presiden dibantu oleh menteri-menteri, sedangkan 

kekuasaan yudikatif dijalankan oleh Mahkamah Agung dan lain-lain badan 

kehakiman.
36

 

Pembagian kekuasaan yang ada di Indonesia adalah sebuah konsekuensi dasar 

dari pemberlakuan sistem demokrasi. Dengan sistem pemerintahannya yang 

Presidensiil, maka menteri-menteri tidak bertanggung jawab kepada Dewan 

Perwakilan Rakyat dan oleh karena itu tidak dapat dijatuhkan oleh Dewan Perwakilan 

Rakyat dalam masa jabatannya. Sebaliknya Presiden tidak dapat membubarkan 

Dewan Perwakilan Rakyat. Jadi, secara garis besarnya, ciri-ciri azas Trias Politica 

dalam arti pembagian kekuasaan terlihat dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. 

Akan tetapi, pada masa Demokrasi Terpimpin terdapat usaha untuk meninggalkan 

gagasan Trias Politica. Hal itu diutarakan Presiden Soekarno dikarenakan Presiden 

Soekarno beranggapan sistem Trias Politica bersumber dari liberalisme. Sehingga 

pada masa tersebut terjadi kepincangan sistem Trias Politica.
37
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Jimly Assiddiqie berpendapat bahwa pemisahan kekuasaan bersifat horizontal 

dalam arti kekuasaan dipisah-pisahkan ke dalam fungsi-fungsi yang tercermin dalam 

lembaga-lembaga negara yang sederajat dan saling mengimbangi (check and 

balances).
38

 Sedangkan pembagian kekuasaan bersifat vertikal dalam arti perwujudan 

kekuasaan itu dibagikan secara vertikal ke bawah kepada lembaga-lembaga tinggi 

negara di bawah lembaga pemegang kedaulatan rakyat yang mana lembaga 

pemegang kedaulatan rakyat inilah yang dulu dikenal sebagai Majelis 

Permusyawaratan Rakyat (MPR). 

2. Teori Checks and Balances 

Perubahan atau amandemen UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 

merupakan awal perubahan dari sistem ketatanegaraan Indonesia pada masa 

reformasi. Perubahan dalam lembaga-lembaga negara menghendaki adanya sistem 

checks and balances antar masing-masing lembaga. Sikap saling mengawasi dan 

mengimbangi antar lembaga negara seperti eksekutif, legislatif, dan yudikatif adalah 

suatu terobosan melalui kebijakan negara untuk menciptakan sistem ketatanegaran 

yang kuat. Checks and balances adalah jawaban atas pengalaman sebelumnya tentang 

kehidupan bertatanegara yang telah dilakukan oleh Indonesia. 

Sejarah ketatanegaran Indonesia di masa Orde Baru hampir tidak mengenal 

adanya checks and balances di antara lembaga Negara, karena realitas kekuasaan 
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terpusat pada eksekutif (Presiden).
39

 Selain pada lembaga eksekutif (presiden), 

kekuasaan terpusat juga dimiliki oleh lembaga tertinggi negara yaitu Majelis 

Permusyawaratan Rakyat. Hal tersebut dapat dibuktian dengan kekuasaan penuh yang 

dimiliki oleh lembaga ini, baik sebagai eksekutif, legislatif, maupun yudikatif. 

Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 melahirkan satu kekuatan penyeimbang yang 

dibangun secara fungsional dalam bentuk kelembagaan yang setara.
40

 Jika 

dihadapkan kepada teori trias politica dengan doktrin separation of powers, 

kekuasaan negara yang diberikan kepada lembaga-lembaga yang terpisah satu dengan 

lainnya dalam rangka menghindarkan terjadinya campur tangan yang satu terhadap 

yang lain, makamekanisme checks and balances pasca amandemen UUD 1945 dapat 

juga dianggap satu pelunakan terhadap doktrin trias politica (separation ofpowers). 

Dalam teori Trias Politica dihendaki adanya mekanisme checks and 

balances, dimana dalam hubungan antar lembaga negara terdapat saling menguji 

karena masing-masing lembaga tidak boleh melampaui batas kekuasaan yang sudah 

ditentukan atau masing-masing lembaga tidak mau dicampuri kekuasaannya sehingga 

antar lembaga itu terdapat suatu perimbangan kekuasaan.
41

 Adanya hubungan yang 

saling melengkapi ini adalah sebuah mekanisme ketatanegaraan yang mencegah 

adanya campur tangan antar lembaga terkait kekuasaannya sebagai bentuk 

konsekuensi yang di dapatkan melalui teori trias politica. 
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3.  Teori Kewenangan 

Kewenangan memiliki kedudukan penting dalam kajian hukum tata negara 

dan hukum administrasi. Begitu pentingnya kedudukan kewenangan ini, sehingga 

F.A.M. Stroink dan J.G. Steenbeek menyebutkan sebagai konsep inti dalam hukum 

tata negara dan hukum adminstrasi, kewenangan yang didalamnya terkandung hak 

dan kewajiban (rechten en plichten).
42

 

Menurut Bagir Manan, wewenang dalam bahasa hukum tidak sama dengan 

kekuasaan (macht). Kekuasaan hanya mengambarkan hak untuk berbuat atau tidak 

berbuat. Dalam hukum, wewenang sekaligus berarti hak dan kewajiban (rechten en 

plichten). Seiring dengan pilar utama negara hukum yaitu asas legalitas 

(legaliteitsbeginsel atauhet beginsel van wet matigheid van bestuur), maka 

berdasarkan prinsip ini bersifat tersirat bahwa wewenang pemerintahan berasal dari 

peraturan perundang-undangan, artinya sumber wewenang bagi pemerintah adalah 

peraturan perundang-undangan.
43

 

Secara teoritik, kewenangan yang bersumber dari peraturan perundang-

undangan tersebut diperoleh melalui tiga cara yaitu atribusi, delegasi dan mandat. 

Mengenai hal ini H.D Van Wijk/Willem Konijnenbelt mendefenisikan sebagai 

berikut yaitu :
44

 

a. Atribusi adalah pemberian wewenang pemerintahan oleh pembuat 

undang-undang kepada organ pemerintah. 
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b. Delegasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan dari suatu organ 

pemerintahan kepada organ pemerintahan yang lainnya. 

c. Mandat terjadi ketika organ pemerintahan mengizinkan kewenangannya 

dijalankan oleh organ lain atas namanya. 

Berbeda dengan van wijk, F.A.M Stroink dan J.G Steenbeek menyebutkan 

bahwa kewenangan hanya dapat diperoleh dengan dua cara, yaitu atribusi dan 

delegasi. Mengenai atribusi dan delegasi disebutkan bahwa, atribusi adalah 

wewenang yang melekat pada suatu jabatan. Apabila penguasa atau pemerintah ingin 

meletakkan kewajiban-kewajiban kepada warga (masyarakat), maka kewenangan itu 

harus ditemukan dalam suatu undang-undang. Di dalamnya juga terdapat pengertian 

suatu legitimasi yang demokratis, masyarakat hanya dapat diberikan kewajiban-

kewajiban dari pemerintah melalui kerjasama dari para wakil rakyat yang dipilih 

mereka. Sedangkan delegasi menyangkut pelimpahan wewenang baru dan wewenang 

yang telah ada (oleh organ yang telah memperoleh wewenang secara atributif kepada 

organ lain jadi dalam hal delegasi secara logis selalu didahului oleh atribusi).  

Dalam hal mandat tidak dibicarakan mengenai penyerahan wewenang, tidak 

pula pelimpahan wewenang. Dalam hal mandat tidak terjadi perubahan wewenang 

apapun (setidak-tidaknya dalam arti yuridis formal). Yang ada hanyalah hubungan 

internal, antara penguasa atau atasan dengan bawahan atau pegawainya. Bawahan 

memperoleh kewenangan atas nama atasannya untuk mengambil keputusan tertentu 

atas nama atasan, sementara secara yuridis wewenang dan tanggung jawab tetap 



 
 
 

berada pada organ pemerintah. Pegawai memutuskan secara faktual dan atasan secara 

yuridis.
45

 

Mengetahui sumber dan cara memperoleh wewenang organ pemerintahan ini 

penting karena berkenaan dengan pertanggungjawaban yuridis dan penggunaan 

wewenang tersebut. Berdasarkan keterangan tersebut diatas, tampak bahwa 

wewenang yang diperoleh secara atribusi bersifat asli yang berasal dari peraturan 

perundang-undangan. Dengan kata lain, organ pemerintahan memperoleh 

kewenangan secara langsung dari redaksi pasal tertentu dalam suatu peraturan 

perundang-undangan.
46

 

Ada kalanya di dalam atribusi, penerima wewenang bisa menciptakan 

kewenangan baru atau memperluas kewenangan yang telah ada, dengan tanggung 

jawab intern dan ekstern pelaksanaan kewenangan yang diatribusikan sepenuhnya 

berada pada penerima wewenang. Jika dalam melaksanakan tugasnya badan/pejabat 

TUN tersebut menerbitkan keputusan TUN, dan keputusan TUN itu digugat, maka 

yang dapat dimintakan pertanggungjawaban (digugat) adalah badan/pejabat TUN 

yang telah menerima wewenang tadi. 

Dalam delegasi tidak ada penciptaan wewenang, yang ada hanyalah 

pelimpahan wewenang dari pejabat yang satu kepada pejabat yang lainnya.  Jika 

dalam melaksanakan tugasnya badan/pejabat TUN yang telah menerima 

pendelegasian wewenang tersebut menerbitkan keputusan TUN, dan keputusan TUN 
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itu digugat, maka yang dapat dimintakan pertanggungjawaban (digugat) adalah 

badan/pejabat TUN yang telah menerima pendelegasian wewenang tadi. 

Dalam hal mandat, penerima mandat hanya bertindak untuk dan atas nama 

pemberi mandat, tanggung jawab akhir keputusan yang diambil mandataris tetap pada 

pemberi mandat. Keputusan TUN yang diterbitkan oleh badan/pejabat TUN penerima 

mandat adalah atas nama dan tanggung jawab dari badan/pejabat TUN yang 

memberikan mandat.  

Hal ini karena pada dasarnya, penerima mandat ini bukan pihak lain dari 

pemberi mandat.
47

 Meskipun kepada pemerintah diberikan kewenangan bebas, 

namun dalam suatu negara hukum pada dasarnya tidak terdapat kebebasan dalam arti 

yang seluas-luasnya atau kebebasan tanpa batas, sebab dalam suatu negara hukum, 

baik penyerahan wewenang, sifat dan isi wewenang, maupun pelaksanaan wewenang 

tunduk pada batasan-batasan yuridis. Mengenai penyerahan wewenang dan 

sebaliknya, terdapat aturan-aturan hukum tertulis dan tidak tertulis. Terlepas dari 

bagaimana wewenang itu diperoleh dan apa isi dan sifat wewenang tersebut, yang 

pasti bahwa wewenang merupakan faktor penting dalam hubungannya dengan 

masalah pemerintahan dalam melakukan berbagai tindakan hukum 

(rechthansdelingen).
48

 

 

E.   Konsep Operasional 
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Konsep Operasional berisikan batasan-batasan tentang terminologi yang 

terdapat dalam judul dan ruang lingkup penelitian.“Tinjauan Terhadap Putusan 

Mahkamah Konstitusi Nomor : 005/PUU-IV/2006 Dan Implikasinya Terhadap 

Kewenangan Komisi Yudisial Berdasarkan Undang-Undang No 22 Tahun 2004 

Tentang Komisi Yudisial” adalah sebagai berikut : 

1. Tinjauan berarti hasil meninjau, pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki, 

mempelajari, dan sebagainya).
49

 

2. Terhadap adalah kata depan untuk menandai arah, kepada, atau lawan.
50

 

3. Putusan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan 

terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan 

hukum.
51

 Atau putusan pada akhir pemeriksaan perkara dalam sidang pengadilan 

yang berisi pertimbangan menurut kenyataan, pertimbangan hukum, dan putusan 

pokok perkara.
52

 

4. Mahkamah Konstitusi adalah lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan 

Indonesia yang merupakan pemegang kekuasaan kehakiman bersama-sama 

dengan Mahkamah Agung.
53

 Sedangkan peran Mahkamah Konstitusi penting 

dalam mengharmoniskan hubungan antar lembaga negara yang sering 

berbenturan. Untuk menjamin akuntabilitas putusannya, hakim Mahkamah 

Konstitusi perlu dilengkapi kelompok ahli yang berfungsi memberikan wawasan 
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dan pertimbangan bagi Mahkamah Konstitusi. Banyaknya lembaga negara baru 

yang muncul pasca reformasi menimbulkan konflik antar lembaga yang 

mengganggu penyelenggaraan negara. Konflik antar lembaga negara sebenarnya 

dapat diarahkan menjadi sesuatu yang konstruktif bagi perkembangan demokrasi 

pada masa depan. 

5. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 005/PUU-IV/2006 terkait kewenangan 

Komisi Yudisial (KY) adalah Tentang Judicial Review Undang-Undang No 22 

Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial. Judicial review itu diajukan oleh 31 

Hakim Agung Mahkamah Agung (MA) yang menganggap kewenangan KY 

dalam mengawasi perilaku hakim, tidak termasuk Hakim Agung dan Hakim 

Konstitusi. 

6. Implikasi itu sendiri sesungguhnya memiliki cakupan yang sangat luas dan 

beragam, sehingga dapat digunakan dalam berbagai kalimat dalam cakupan 

bahasa yang berbeda-beda.
54

 Kata implikasi dapat dipergunakan dalam berbagai 

keadaan maupun situasi yang mempunyai hubungan keterlibatan atau melibatkan 

dengan suatu hal.  

7. Kedudukan berarti status, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kedudukan 

sering dibedakan antara pengertian kedudukan (status) dan kedudukan sosial 

(sosial status).
55

 Kedudukan diartikan sebagai tempat atau posisi seseorang dalam 

suatu kelompok sosial, sedangkan kedudukan sosial adalah tempat seseorang 
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dalam lingkungan pergaulannya, serta hak-hak dan kewajibannya. Kedua istilah 

tersebut memiliki arti yang sama dan digambarkan dengan kedudukan (status) 

saja. Secara abstrak, kedudukan berarti tempat seseorang dalam suatu tempat 

tertentu.Kedudukan dapat juga diartikan sebagai posisi jabatan seseorang dalam 

memiliki kekuasaan. Dimana orang yang memiliki kekuasaan dapat 

mempengaruhi kedudukan atau statusnya di tempat seseorang tersebut tinggal. 

8. Kewenangan adalah kekuasaan membuat keputusan memerintah dan 

melimpahkan tanggung jawab kepada orang lain.
56

 Membicarakan masalah  

kewenangan memang   menarik, karena secara alamiah manusia sebagai mahluk 

sosial memiliki keinginan untuk diakui ekstensinya sekecil apapun dalam suatu 

komunitasnya, dan salah satu faktor yang mendukung keberadaan ekstensi 

tersebut adalah dengan memiliki kewenangan. 

9. Komisi Yudisial adalah lembaga negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
57

 Komisi Yudisial 

memiliki kewenangan untuk mengusulkan pengangkatan hakim agung dan 

mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, 

keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Komisi Yudisial adalah lembaga 

negara yang bersifat mandiri dan dalam pelaksanaan wewenangnya bebas dari 

campur tangan atau pengaruh kekuasaan lainnya. Komisi Yudisial 

bertanggungjawab kepada publik melalui DPR, dengan cara membuat dan 
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menerbitkan laporan tahunan dan membuka akses informasi secara lengkap dan 

akurat. Komisi Yudisial adalah suatu respon dari tuntutan reformasi yang 

bergulir tahun 1998. Saat itu, salah satu dari enam agenda reformasi yang 

diusung adalah penegakan supremasi hukum, penghormatan hak asasi manusia 

(HAM), serta pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Tuntutan 

tersebut merupakan wujud dari kekecewaan rakyat terhadap praktik 

penyelenggaraan negara sebelumnya yang banyak terjadi berbagai 

penyimpangan, termasuk salah satunya dalam proses penyelenggaraan peradilan. 

10. Undang-Undang No 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial adalah undang-

undang yang mengatur tentang Komisi Yudisial secara keseluruhan, baik itu 

mengenai kedudukan dan kewenangan Komisi Yudisial. 

 

F. Metode Penelitian 

Guna memperoleh data yang akurat dalam penelitian ini, penulis 

menggunakan metode penelitian sebagai berikut : 

1.  Jenis Dan Sifat Penelitian 

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan penelitian hukum normatif 

yaitu penelitian hukum kepustakaan (library research), yaitu metode 

pengumpulan data dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-

undangan, serta tulisan-tulisan yang terkait dengan penelitian ini.
58
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Sedangkan sifat penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif 

analitis, yakni memberikan gambaran dari suatu kejadian yang terjadi secara 

jelas dan terperinci tentang Tinjauan Kritis Terhadap Putusan Mahkamah 

Konstitusi Nomor : 005/PUU-IV/2006 Dan Implikasinya Terhadap Kedudukan 

Dan Kewenangan Komisi Yudisial Berdasarkan Undang-Undang No 22 Tahun 

2004 Tentang Komisi Yudisial. 

Pada konsep normatif, hukum merupakan norma, baik yang 

diidentikkan dengan keadilan yang harus diwujudkan (ius constituendum) 

ataupun norma yang telah terwujud sebagai perintah yang eksplisit dan yang 

secara positif telah terumus jelas (ius constitutum) untuk menjamin kepastiannya, 

dan juga berupa norma-norma yang merupakan produk dari seorang hakim 

(judgements) pada waktu hakim memutuskan suatu perkara dengan 

memperhatikan terwujudnya kemanfaatan dan kemaslahatan bagi para pihak 

yang berperkara.
59

 

2. Objek Penelitian 

Objek penelitian ini adalah Tinjauan Kritis Terhadap Putusan 

Mahkamah Konstitusi Nomor : 005/PUU-IV/2006 Dan Implikasinya Terhadap 

Kedudukan Dan Kewenangan Komisi Yudisial Berdasarkan Undang-Undang No 

22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial. 
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3.  Data dan Sumber Data 

Data dan sumber data dalam penelitian hukum normatif menggunakan  

data sekunder. Data sekunder dibedakan menjadi 3 (tiga) bagian, yaitu : 

a. Bahan Hukum Primer 

Yaitu data yang penulis peroleh dari hasil penelusuran perpustakaan 

terhadap peraturan perundang-undangan, meliputi : 

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945. 

2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi. 

3. Undang-Undang No 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial. 

4. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasan Kehakiman. 

5. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 005/PUU-IV/2006. 

6. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. 

b. Bahan Hukum Sekunder 

Adalah bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan atau 

membahas lebih hal-hal yang telah diteliti pada bahan-bahan hukum primer 

yaitu : 

1. Buku terkait dengan pemerintah daerah, pendapat-pendapat yang 

relevan dengan masalah yang diteliti serta data tertulis yang terkait 

dengan penelitian. 

2. Berbagai makalah, jurnal, surat kabar, majalah, dokumen dan data-data 

dari internet yang berkaitan dengan penelitian.  



 
 
 

3. Berbagai sumber lain yang mendukung penelitian ini seperti data yang 

diperoleh dari informan berdasarkan wawancara yang berkaitan dengan 

penelitian. 

c. Bahan Hukum Tersier 

Yakni bahan-bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan-

bahan hukum Primer dan Sekunder, yakni Kamus Besar Bahasa Indonesia 

dan Kamus Hukum. 

4.  Analisis Data dan Metode Penarikan Kesimpulan 

Setelah data diperoleh dan dikumpulkan, data tersebut dipelajari dan 

diklarifikasikan sesuai dengan pokok masalah. Kemudian dibahas dengan cara 

analisis kualitatif yaitu dengan cara mendiskripsikan atau menggambarkan 

selanjutnya membandingkan antara data dengan peraturan perundang-undangan 

atau pendapat para ahli dan hasil analisis selanjutnya penulis diuraikan dalam 

bentuk kalimat yang sederhana dan sistematis. 

Metode penarikan kesimpulan dilakukan dengan cara deduktif yaitu 

metode penarikan kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum dari data yang 

diteliti kepada ketentuan hukum yang bersifat khusus.  

 
 

 

 

 



 
 
 

 

BAB II 

TINJAUAN UMUM TENTANG KOMISI YUDISIAL  

BEBERAPA NEGARA DI DUNIA DAN INDONESIA 

 

 

A. Komisi Yudisial di Beberapa Negara di Dunia 

Sesuatu yang hendak dicapai dalam perbandingan hukum tata negara, menurut 

Jumly Asshiddiqie adalah penemuan prinsip-prinsip konstitusi dan konstitusionalisme 

yang bersifat unifersal dan/atau pendalaman pemahamanatau pengertian mengenai 

prinsip-prinsip konstitusi dan konstitusionalisme atau konstitusi-konstitusi negara lain 

sebagai pembanding.
60

 

Maksud penulis memperbandingkan adalah untuk mencari suatu format yang 

tepat agar KY di Indonesia dapat menjalankan wewenangnya dengan sebaik-baiknya 

dengan kemungkinan kalau dikehendaki untuk mengadaptasi model unsur-unsur 

pengawasan yang relevan di negara-negara yang mempunyai kemiripan dengan 

sistem ketatanegaraan Indonesia. 

Untuk membandingkan KY di beberapa negara dengan KY di Indonesia 

dalam konteks pengawasan hakim perlu terlebih dulu menjelaskan sejarah 

terbentuknya KY yang bersangkutan, latar belakang bentuk negara, sistem kekuasaan 

kehakimannya, dan utamanya model pengawasannya. Juga perlu diuraikan tugas-
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tugas komisi di masing-masing negara lainnya, di samping tugas pengawasan 

terhadap hakim.
61

 

 

 

Dalam penelitian ini, penulis akan menyampaikan bagaimana Komisi Yudisial 

di beberapa negara : 

1. Irlandia 

Pada Konstitusi Irlandia, independensi lembaga peradilan dijamin baik dari 

sudut pandang hukum maupun secara fungsional pada tingkat hakim individual. Para 

hakim di Irlandia diangkat oleh Presiden untuk suatu masa jabatan tertentu. Para 

hakim hanya tunduk pada konstitusi dan undang-undang. Konstitusi Irlandia tidak 

memperlihatkan suatu jaminan independensi untuk pelaksanaan fungsi lembaga-

lembaga peradilan di dalam organisasi peradilan secara keseluruhan, walaupun 

Konstitusi Irlandia menyebutkan bahwa kekuasaan legislatif dan yudikatif hanya 

dapat dijalankan oleh organ-organ yang diberi wewenang oleh konstitusi untuk tujuan 

tersebut. 

Di Irlandia Kedudukan lembaga peradilan sangat dipengaruhi oleh cara 

Inggris menjalankan prosedur peradilan dan organisasi peradilannya yang telah ada 

jauh sebelum adanya Republik Irlandia. Melalui Undang-undang Peradilan tahun 

1942, dasar organisasi peradilan Inggris yang telah ada sebelum tahun 1922 diadopsi 

Irlandia. Perbedaannya dengan Inggris terletak pada kenyataan, bahwa kekuasaan 
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tertinggi manajemen organisasi peradilan diserahkan bukan kepada seorang Lord 

Chancellor seperti di Inggris, melainkan kepada seorang Menteri Kehakiman.
62

 

Organisasi peradilan biasa di Republik Irlandia yang bertanggungjawab atas 

pelaksanaan peradilan perdata dan pidana, memiliki dua tingkatan, yakni tingkat 

pertama yang terdiri dari Pengadilan Tingkat Pertama  (Courts of First Instance) dan 

tingkat kedua yang terdiri dari Pengadilan Banding Tertinggi (Courts of Final 

Appeal). 

Tingkatan pada Pengadilan Tingkat Pertama terdiri dari High Court 

(Pengadilan Tinggi) dan Pengadilan dengan Yurisdiksi Terbatas (Courts with Local 

or Limited Jurisdiction) terdiri dari Circuit Court dan District Court. District Court 

merupakan pengadilan yang terdiri dari seorang ketua (Presiden) dan 39 hakim. 

District Court memiliki wewenang untuk memeriksa pelanggaran pidana kecil dan 

kasus-kasus perdata (hingga senilai 25.000 poundsterling). District Court 

melaksanakan peradilan tanpa juri sedangkan pada Circuit Court diberi wewenang 

untuk memeriksa pelanggaran pidana yang memerlukan juri. Circuit Court terdiri dari 

seorang ketua dan lima belas hakim anggota. Circuit Court memeriksa perkara pada 

tingkat banding dan tingkat keputusan akhir dalam kasus pidana oleh District Court.  

High Court merupakan lembaga peradilan yang memiliki wewenang umum 

dalam kasus pidana dan perdata. High Court terdiri dari seorang ketua dan 15 hakim 
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biasa. Hakim Ketua dan Ketua atau Presiden Circuit Court mengambil bagian di High 

Court.
63

 Sebagai upaya terakhir, banding terhadap putusan-putusan  

High Court dan putusan pengadilan lainnya yang ditentukan oleh undang-undang 

dapat diajukan ke Pengadilan Kasasi, yakni Mahkamah Agung. Komposisi peradilan 

tertinggi Irlandia ini terdiri atas Hakim Ketua, dan setidak-tidaknya empat hakim dan 

Ketua atau Presiden High Court.  

Di Irlandia, yurisdiksi perkara administrasi sebagian besar telah berkembang 

di dalam sistem yurisdiksi perkara perdata dan pidana biasa. Tidak ada pengadilan 

administrasi khusus. Walaupun demikian apabila pemerintah menjadi suatu pihak 

berperkara (ada sengketa antara warga negara dan pemerintah), terdapat sebuah 

tribunal khusus yang berfungsi memeriksa keberatan terhadap tindakan pemerintah 

sebagai peradilan tingkat pertama. Tribunal ini misalnya The Appeal Commissioners 

of Income Tax (sengketa mengenai perpajakan), dsb.
64

 

Komisi Yudisial dibentuk di Irlandia dengan nama Courts Service dengan 

mendasarkan pada model Swedia. Pada tahun 1998, Courts Service tersebut dibent uk 

setelah melalui tiga kali konsultasi dan penelitian. Sejumlah besar wewenang 

manajerial dan pendanaan di peradilan yang dulu berada dibawah kendali Menteri 

Kehakiman telah dialihkan kepada Courts Service. Dengan pembentukan Courts 
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Service pada tahun 1998, sejumlah sasaran kebijakan telah ditargetkan, yang juga 

dapat ditemukan dalam pengalaman Belanda yaitu lebih ditekankan pada perbaikan 

aspek keuangan dan administratif peradilan.
65

 

 Tugas dan wewenang Courts Service dalam undang-undang diuraikan secara 

cukup tepat dan dapat dipandang sebagai suatu keuntungan sehubungan dengan 

tanggung jawab yang masih diemban oleh Menteri Kehakiman dalam pelaksanaan 

peradilan. Apalagi jika dilihat bahwa Menteri tidak lagi dapat dianggap bertanggung 

jawab atas pelaksanaan tugas dan wewenang yang telah diserahkan kepada Courts 

Service. Walaupun tanggung jawab politik untuk manajemen keuangan dan 

administrasi pengadilan kemudian diserahkan kepada Courts Service, bukan berarti 

Menteri Kehakiman tidak lagi dapat dimintai pertanggung jawaban atas hal tersebut.
66

 

Dinamika hubungan pertanggungjawaban antara parlemen dengan Courts 

Serviceberbeda dengan hubungan antara menteri dan parlemen. Di Irlandia, 

pembentukan Courts Service merupakan sebuah komponen dari suatu operasional 

peradilan dipertimbangkan ulang. Selanjutnya di Irlandia, fokus sebagian besar 

diletakkan pada pengorganisasian manajemen keuangan dan administratif pengadilan. 

Di bidang inilah timbul masalah-masalah besar dan suatu pemecahan langsung 

sedang dirumuskan. Courts Service memiliki susunan perwakilan yang luas di tingkat 
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manajemennya. Oleh karena itu, Courts Service memiliki seorang manajer (Kepala 

Eksekutif) yang menangani manajemen sehari-hari, yang sekaligus mengetuai Courts 

Service.
67

 

2. Australia 

 

Sebagai negara federal, KY di Australia berada pada masing-masing negara 

bagian. Di New South Wales, salah satu negara bagian misalnya, KY berawal dari 

adanya krisis kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan yang terjadi sekitar 

September 1986. Menyusul perdebatan keras antara lembaga peradilan dengan 

pemerintah, kemudian Juducial Officer Act Pejabat Peradilan disahkan dan 

diberlakukan pada 08 November 1986. Undang-undang tersebut membentuk KY 

sebagai badan umum dengan staf yang sepenuhnya independen dari pengaruh 

pemerintah dan mendapatkan anggaran secara mandiri dari parlemen. 

Fungsi KY New South Wales menurut Judicial Officer Act adalah: 

- Memeriksa pengaduan atas pejabat peradilan. 

- Menyelenggarakan dan mensupervisi skema yang tepat untuk pendidikan latuhan 

yang berkelanjutan bagi pejabat peradilan. 

- Membantu pengadilan-pengadilan di New South Wales untuk mencapai 

konsistensi dalam penjatuhan pidana. 
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KY di New South Wales memiliki kewenangan memeriksa 

pengaduan tentang kecakapan dan perilaku dari pejabat peradilan. Fungsi 

penanganan pengaduan memberikan jalan kepada setiap orang agar pengaduan 

yang disampaikannya, diperiksa oleh suatu badan independen. KY kemudian dapat 

menentukan pengaduan yang dapat ditindak-lanjuti berdasarkan standar yang sudah 

ditentukan. 

 

Pejabat peradilan di New South Wales menurut Judicial Officer act adalah: 

 Hakim atau hakim anggota di Ma New South Wales. 

 Anggota atau anngota yudisial di Komisi Hubungan Industrial New South Wales. 

 Hakim di Pengadilan Pertanahan dan Lingkungan New South Wales. 

 Hakim di Pengadilan Negeri New South Wales. 

Judicial Commision of New South Wales merupakan lembaga yang mandiri 

dan merupakan bagian dari kekuasaan eksekutif. Komisi ini tidak diatur secara 

langsung dalam konstitusi, tetapi diatur dalam satu undangundang, yaitu Judicial 

Officer Act 1986 No. 100. Secara khusus, judicial Commision of New South Wales 

diatur dalam bagian 3 dan 4 undang-undang ini. Pada bagian 3 mencakup pengaturan 

tentang kelembagaan, anggota, mdan pendelegasian pelaksanaan fungsi, sedangkan 

dalam bagian 4 mencakup pengaturan mengenai fungsi KY 

3. Belanda 



 
 
 

Sebagai negara monarki, Belanda tidak mengenal pemisahan kekuasaan 

secara mutlak. Independensi dalam peradilannya juga tidak absolut. Jaminan 

konstitusional terhadap hakim sebenarnya bersifat tidak langsung karena dalam 

memutus perkara, hakim tidak bebas dan terikat pada hukum yang berlaku. Inti dari 

independensi peradilan di Belanda adalah hakim-hakim tunduk pada hukum dalam 

memutus perkara dan tidak dapat dipengaruhi (secara fungsional) oleh kekuasaan 

lainnya seperti legislatif atau eksekutid. Dalam batas tertentu lembaga 

peradilan bergantung pada kekuasaan negara lainnya. 

KY di Belanda dikenal dengan nama Raad Voor de Rechtspraak 

atau Netherland Council for Juficiary (NCJ). Nama tersebut diatur dalam Netherland 

Judicial Act 1827, section 83a repealed on 1/1/2002, Part 6. Lembaga ini dibentuk 

dengan tujuan sebagai lembaga independen yang mengatasi beberapa masalah yang 

dihadapi peradilan Belanda, termasuk di antaranya persoalan anggaran. Tugas dan 

wewenang NCJ secara garis besar dibagi menjadi dua bagian, yakni tugas wajib dan 

tugas lainnya. 

 

Tugas Wajib (Statutory tasks) terdiri dari: Persiapan anggaran peradilan, 

Alokasi dana kepada peradilan, Dukungan operasional, Dukungan untuk rekrutmen 

dan prosedur seleksi, Peningkatan kualitas dan kesatuan hukum, Tugas pembunaan 

secara umum untuk peraturan baru. Sedangkan Tugas lainya (Non-Statutory Tasks) 

terdiri dari : Juru bicara lembaga peradilan dan Kerjasama internasional.  



 
 
 

B. Tinjauan Umum Tentang Komisi Yudisial Republik Indonesia 

1.  Pembentukan Komisi Yudisial Republik Indonesia 

Komisi Yudisial Republik Indonesia atau cukup disebut Komisi Yudisial 

(disingkat KY RI atau KY) adalah merupakan lembaga negara yang dibentuk 

berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang 

memiliki kewenangan mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai 

kewenangan lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran 

martabat, serta perilaku hakim. Komisi Yudisial merupakan lembaga negara yang 

bersifat mandiri yang dalam pelaksanaan wewenangnya bebas dari campur tangan 

atau pengaruh kekuasaan lainnya. Komisi Yudisial bertanggungjawab kepada publik 

melalui DPR, dengan cara menerbitkan laporan tahunan dan membuka akses 

informasi secara lengkap dan akurat.  

Komisi Yudisial merupakan respon dari tuntutan reformasi yang bergulir 

tahun 1998. Saat itu, salah satu dari enam agenda reformasi yang diusung adalah 

penegakan supremasi hukum, penghormatan hak asasi manusia (HAM), serta 

pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Tuntutan tersebut merupakan 

wujud kekecewaan rakyat terhadap praktik penyelenggaraan negara sebelumnya yang 

dihiasi berbagai penyimpangan, termasuk dalam proses penyelenggaraan peradilan.  

Sejarah Komisi Yudisial dimulai pada 9 November 2001, saat sidang tahunan 

Majelis Permusyarawatan Rakyat RI mengesahkan amendemen ketiga UUD 1945. 

https://id.wikipedia.org/wiki/Undang-Undang_Dasar_Negara_Republik_Indonesia_Tahun_1945
https://id.wikipedia.org/wiki/Hakim_Agung
https://id.wikipedia.org/wiki/Hakim
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Dalam sidang inilah Komisi Yudisial resmi menjadi salah satu lembaga negara yang 

diatur secara khusus dalam konstitusi Pasal 24B UUD 1945. 

Kondisi peradilan menjadi salah satu fokus pembahasaan MPR RI, sehingga 

perlu diterbitkan Ketetapan MPR RI Nomor X/MPR/1998 tentang Pokok-Pokok 

Reformasi Pembangunan dalam Rangka Penyelamatan dan Normalisasi Kehidupan 

Nasional Sebagai Haluan Negara.  

Maksud ditetapkannya  Ketetapan MPR RI Nomor X/MPR/1998 adalah untuk 

memberi arah kabinet Reformasi Pembangunan dalam menanggulangi krisis dan 

melaksanakan reformasi menyeluruh dengan tujuan terbangunnya sistem kenegaraan 

yang demokratis, serta dihormati dan ditegakkan hukum untuk mewujudkan tertib 

sosial masyarakat. 

Salah Satu poin penting dalam Ketetapan MPR RI Nomor X/MPR/1998 

adalah pembangunan di bidang hukum, khususnya yang menyangkut peraturan 

perundang-undangan organik tentang pembatasan kekuasaan Presiden belum 

memadai. Kondisi ini memberi peluang terjadinya praktek-praktek korupsi, kolusi 

dan nepotisme serta memuncak pada penyimpangan berupa penafsiran yang hanya 

sesuai dengan selera penguasa. Telah terjadi penyalahgunaan wewenang, pelecehan 

hukum, pengabaian rasa keadilan, kurangnya perlindungan dan kepastian hukum bagi 

masyarakat. 



 
 
 

Pembinaan lembaga peradilan oleh eksekutif merupakan peluang bagi 

penguasa melakukan intervensi atau campur tangan ke dalam proses peradilan serta 

berkembangnya kolusi dan praktek-praktek negatif pada proses pengadilan. 

Penegakan hukum yang belum memberi rasa keadilan dan kepastian hukum pada 

kasus-kasus yang menghadapkan pemerintah atau pihak yang kuat dengan rakyat, 

sehingga menempatkan rakyat pada posisi yang lemah. 

Beberapa agenda kebijakan mulai digagas, seperti pemisahan yang tegas antar 

fungsi-fungsi yudikatif dari eksekutif dan pemisahan secara tegas fungsi dan 

wewenang aparatur penegak hukum. Guna merealisasikan hal tersebut, terdapat 

perubahan penting dalam tubuh kekuasaan kehakiman melalui Undang-Undang 

Nomor 35 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 

1970 tentang Kekuasaan Kehakiman.  

Salah satu pokok perubahan yang mendasar adalah dengan  penempatan tiga 

aspek yakni organisasi, administratif, dan finansial kekuasaan kehakiman menjadi 

satu atap di Mahkamah Agung. Sebelumnya, secara administratif ada di bawah 

kendali Departemen Kehakiman. Sedangkan secara teknis yudisial, berada dalam 

kekuasaan Mahkamah Agung. Konsep ini lebih dikenal dengan sebutan 

penyatuatapan kekuasaan kehakiman (one roof of justice system). 

Penyatuatapan tersebut bukan tanpa kekhawatiran. Menyadur naskah 

akademis Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004, penyatu atapan tanpa perubahan 



 
 
 

sistem lainnya misalnya rekrutmen, mutasi, promosi, dan pengawasan terhadap 

hakim, akan berpotensi melahirkan monopoli kekuasaan kehakiman. Selain itu pula, 

ada kekhawatiran Mahkamah Agung belum mampu menjalankan tugas barunya 

karena mempunyai beberapa kelemahan organisasi yang sampai saat ini masih dalam 

upaya perbaikan. Alasan lain ialah gagalnya sistem yang ada untuk menciptakan 

pengadilan yang lebih lebih baik. Sehingga penyatuatapan kekuasaan kehakiman ke 

Mahkamah Agung belum juga menyelesaikan permasalahan secara tuntas.  

Pertimbangan tersebut membuat ahli dan pengamat hukum memunculkan ide 

untuk membentuk lembaga pengawas eksternal yang diberi tugas menjalankan fungsi 

checks and balances. Kehadiran lembaga yang mengawasi peradilan diharapkan agar 

kinerja pengadilan menjadi lebih transparan, akuntabel dan imparsial, serta 

mengedepankan aspek kepastian, keadilan, dan kemanfaatan. 

Pembentukan lembaga pengawas peradilan ini sebenarnya sempat digagas 

sebelum terbentuknya Komisi Yudisial. Misalnya, ada wacana pembentukan Majelis 

Pertimbangan Penelitian Hakim (MPPH) dan Dewan Kehormatan Hakim (DKH). 

MPPH yang telah diwacanakan sejak tahun 1968 ini, berfungsi untuk  

memberikan pertimbangan dan mengambil keputusan terakhir mengenai saran-saran 

dan/atau usul-usul yang berkenaan dengan pengangkatan, promosi, kepindahan, 

pemberhentian, dan tindakan/hukuman jabatan para hakim yang diajukan, baik oleh 

Mahkamah Agung maupun oleh Menteri Kehakiman. Akan tetapi, ide tersebut 

https://id.wikipedia.org/wiki/Mahkamah_Agung_Republik_Indonesia
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menemui kegagalan sehingga tidak berhasil menjadi materi muatan Undang-Undang 

Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.  

Sementara itu, Dewan Kehormatan Hakim (DKH) yang tertuang dalam 

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 mempunyai wewenang untuk mengawasi 

perilaku hakim, memberikan rekomendasi mengenai perekrutan, promosi, dan mutasi 

hakim, serta menyusun kode etik (code of conduct) bagi para hakim. 

Gagasan pembentukan Komisi Yudisial mulai terealisasi pada tahun 1999, 

setelah Presiden B.J. Habibie membentuk panel diskusi mengkaji pembaharuan UUD 

1945. Istilah Komisi Yudisial ini disampaikan oleh Hakim Agung Iskandar Kamil. Ia 

ingin agar kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim terjaga. Kemudian 

nama Komisi Yudisial secara eksplisit mulai disebut saat ditetapkannya Undang-

Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional 

(PROPENAS) Tahun 2000-2004. Secara resmi nama Komisi Yudisial tercantum 

dalam Pasal 24B UUD 1945 yang merupakan hasil amendemen ketiga. 

Di dalam ketentuan Pasal 24B Ayat 1 UUD 1945, Komisi Yudisial 

merupakan lembaga negara bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan 

pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga 

dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Kemudian 

pada tanggal 13 Agustus 2004, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang 

Komisi Yudisial disahkan. Sebagai implementasi dari undang-undang tersebut, 



 
 
 

pemerintah membentuk panitia seleksi untuk mengisi organ Komisi Yudisial dengan 

memilih tujuh orang yang ditetapkan sebagai Anggota Komisi Yudisial. Meski 

pengesahan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 pada 13 Agustus 2004, namun 

kiprah Komisi Yudisial dimulai sejak terbentuknya organ organisasi pada 2 Agustus 

2005. 

2. Kedudukan dan Keanggotaan Komisi Yudisial Republik Indonesia 

 

Posisi konstitusionalitas Komisi Yudisial dalam UUD 1945 amandemen ke-3 

memiliki legalitas yang sama kuat dengan lembaga-lembaga negara dalam rumpun 

sistem peradilan lainnya. Hal tersebut didasarkan pada tiga argumentasi sebagai 

berikut yaitu :
68

 

Pertama, legalitas Komisi Yudisial didasarkan pada atribut yang intrinsik 

sebagai lembaga negara dalam suatu rumpun peradilan. Komisi Yudisial, Mahkamah 

Agung, dan Mahkamah Konstitusi dibentuk dalam UUD 1945 Bab IX yaitu 

Kekuasaan Kehakiman yang diatur dalam Pasal 24, 24A, 24B, dan ayat 24C. 

Kedua, kekuatan konstitusional Komisi Yudisial didasarkan pada fakta bahwa 

ketiga lembaga negara yaitu Mahkamah Agung, Komisi Yudisial, dan Mahkamah 

Konstitusi berada dalam struktur normatif yang sederajat. Posisi Mahkamah Agung 

diatur dalam Pasal 24A yang terdiri dari lima ayat. Komisi Yudisial diatur dalam 
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Pasal 24B terdiri dari empat ayat. Sedangkan Mahkamah Konstitusi dalam Pasal 24C 

yang terdiri dari enam ayat.  

 

Ketiga, kekuatan berimbang antara KY, MA, MK juga didasarkan pada asal-

usul semangat zaman pembentukan struktur norma. KY dan MK tidak pernah lahir, 

kecuali setelah amandemen UUD 1945. Sejak perubahan fase ketiga pada 2001 

dengan mengubah dan menambah Pasal 24. Tambahan dalam Pasal 24 menjadi tiga 

pasal yaitu Pasal 24A mengenai MA, Pasal 24B mengenai KY, dan Pasal 24C 

mengenai MK. 

Meskipun KY tidak menjalankan kekuasaan kehakiman tetapi keberadaannya 

diatur dalam UUD 1945 Bab IX tentang Kekuasaan Kehakiman. Karena itu, 

keberadaannya tidak dapat dipisahkan dari kekuasaan kehakiman. Dari ketentuan 

mengenai KY ini dapat dipahami bahwa jabatan hakim dalam konsepsi UUD 1945 

dewasa ini adalah jabatan kehormatan yang harus dihormati, dijaga dan ditegakkan 

kehormatannya oleh suatu lembaga yang juga bersifat mandiri, yaitu KY.
69

 Khusus 

terhadap MA, tugas KY itu dikaitkan dengan fungsi pengusulan pengangkatan Hakim 

Agung, sedangkan pengusulan pengangkatan hakim lainnya, seperti hakim konstitusi 

misalnya, tidak dikaitkan dengan KY.
70

 

Apabila dilihat posisi konstitusional KY dalam Pasal 24B UUD 1945 hasil 

amandemen, maka posisi antara KY dengan lembaga-lembaga negara serumpun di 
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lingkungan peradilan mempunyai derajat yang berimbang dan cukup kuat. 

Keberadaan KY sebagai lembaga negara diatur dalam UU Nomor 22 Tahun 2004 

tentang KY Pasal 1 ayat (1) yang berbunyi: “KY adalah lembaga negara sebagaimana 

dimaksud dalam UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945.” 

Sedangkan pada Pasal 2 dijelaskan bahwa: “KY merupakan lembaga negara 

yang bersifat mandiri dan dalam pelaksanaan wewenangnya bebas dari campur 

tangan atau pengaruh kekuasaan lainnya”. 

Eksistensi konstitusional KY tetap utuh sebagaimana diatur dalam Pasal 24B 

UUD 1945: “KY bersifat mandiri, yang berwenang mengusulkan pengangkatan 

hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan 

kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim”.
71

 

Susunan, kedudukan, dan keanggotaan komisi yudisial diatur didalam  

undang-undang. Diaur dalam ketentuan pasal 24B ayat (4) UUD 1945, kemudian 

juga diatur dalam Undang-Undang Nmor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial. 

Berdasarkan ketentuan pasal 1 dinyatakan bahwa komisi yudisial adalah lembaga 

negara sebagaimana dimaksud dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

Didalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial 

diatur mengenai komposisi keanggotaan Komisi Yudisial yang terdiri atas dua 

mantan hakim, dua orang praktisi hukum, dua orang akademisi hukum, dan satu 

anggota masyarakat. Anggota Komisi Yudisial merupakan pejabat negara, terdiri dari 

7 orang (termasuk Ketua dan Wakil Ketua yang merangkap Anggota). Anggota 
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Komisi Yudisial memegang jabatan untuk selama masa 5 (lima) tahun dan 

sesudahnya dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan. 

  Syarat untuk menjadi anggota Komisi Yudisial adalah : 

1. Warga negara Indonesia. 

2. 2.  Bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. 

3. 3.  Setia pada Pancasila, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Undang- 

undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 

4. Berusia paling rendah 45 (empat puluh lima) tahun dan paling tinggi 68 (enam 

puluh delapan) tahun pada saat proses pemilihan. 

5. Berijazah sarjana hukum atau sarjana lain yang relevan dan/atau mempunyai 

pengalaman di bidang hukum paling singkat 15 (lima belas) tahun; 

6. Berkomitmen untuk memperbaiki sistem peradilan di Indonesia  

7. Memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela. 

8. Memiliki kemampuan jasmani dan rohani. 

9.  Tidak pernah dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana kejahatan. 

10. Melaporkan daftar kekayaan. 

 Anggota Komisi Yudisial dilarang merangkap jabatan sebagai: 

 

1. Pejabat negara atau penyelenggara negara menurut peraturan perundang-undangan. 

2. Hakim. 

3. Advokat. 

4. Notaris dan/atau Pejabat Pembuat Akta Tanah. 

5. Pengusaha, pengurus atau karyawan badan usaha milik negara atau badan usaha 

swasta. 

6. Pegawai negeri. 

7. Pengurus partai politik. 

3. Tugas dan Kewenangan Komisi Yudisial Republik Indonesia 

   

  Berasarkan ketentuan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011, 

dalam melaksanakan kewewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a, 

yaitu mengusulkan pengangkatan hakim agung dan hakim ad hoc di Mahkamah 

Agung kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan, maka Komisi Yudisial 



 
 
 

mempunyai tugas: Melaksanakan pendaftaran calon hakim agung, melakukan seleksi 

terhadap calon hakim agung, menetapkan calon hakim agung, dan mengajukan calon 

hakim agung ke DPR. 

 

  Pasal 20 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 mengatur bahwa:  

1. Dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta 

perilaku hakim, Komisi Yudisial mempunyai tugas: 

 

a.  Melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap perilaku hakim; 

b. Menerima laporan dari masyarakat berkaitan dengan pelanggaran Kode Etik 

dan Pedoman Perilaku Hakim; 

c. Melakukan verifikasi, klarifikasi, dan investigasi terhadap laporan dugaan 

pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim secara tertutup; 

d. Memutus benar tidaknya laporan dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman 

Perilaku Hakim, 

e. Mengambil langkah hukum dan/atau langkah lain terhadap orang perseorangan, 

kelompok orang, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan dan 

keluhuran martabat hakim. 

 

 2. Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Komisi Yudisial juga 

mempunyai tugas mengupayakan peningkatan kapasitas dan kesejahteraan 

hakim; 

 3. Dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta 

perilaku hakim, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Komisi Yudisial 

dapat meminta bantuan kepada aparat penegak hukum untuk melakukan 

penyadapan dan merekam pembicaraan dalam hal adanya dugaan pelanggaran 

Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim oleh Hakim. 



 
 
 

 4. Aparat penegak hukum wajib menindaklanjuti permintaan Komisi Yudisial 

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 

Komisi Yudisial (KY) dalam struktur kekuasaan kehakiman Indonesia 

dimaksudkan agar warga masyarakat di luar struktur resmi lembaga parlemen dapat 

dilibatkan dalam proses pengangkatan, penilaian kinerja dan kemungkinan 

pemberhentian hakim. Semua ini dimaksudkan untuk menjaga dan menegakkan 

kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim dalam rangka mewujudkan 

kebenaran dan keadilan berdasarkan ke-Tuhanan Yang Maha Esa. Dengan 

kehormatan dan keluhuran martabatnya itu kekuasaan kehakiman yang merdeka dan 

bersifat imparsial (independent and impartial judiciary) diharapkan dapat diwujudkan 

dengan sekaligus diimbangi oleh prinsip akuntabilitas kekuasaan kehakiman, baik 

dari segi hukum maupun dari segi etika.
72

 

Kewenangan KY di dalam Pasal 24B ayat (1): “KY bersifat mandiri yang 

berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain 

dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta 

perilaku hakim”.
73

 

Lebih lanjut, kewenangan KY dimuat di dalam Pasal 13 Undang-Undang 

Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial dengan wewenang pertama, 

mengusulkan pengangkatan Hakim Agung kepada DPR, dan kedua, menegakkan 

kehormatan dan keluhuran martabat serta menjaga perilaku hakim. 
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Khusus untuk wewenang sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 13 huruf b, 

KY bertugas melakukan pengawasan terhadap perilaku hakim dalam rangka 

menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta menjaga perilaku hakim. Hal 

ini kemudian ditegaskan pada ketentuan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 

2004 Tentang Komisi Yudisial yang berbunyi: “Dalam melaksanakan wewenang 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b KY mempunyai tugas melakukan 

pengawasan terhadap perilaku hakim dalam rangka menegakkan kehormatan dan 

keluhuran martabat serta menjaga perilaku hakim”.
74

 

Untuk mendukung berlangsungnya fungsi pengawasan, KY diberi 

kewenangan untuk menentukan tindakan-tindakan. Beberapa tindakan tersebut diatur 

di dalam Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi 

Yudisial, yang menyebutkan bahwa: 

Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dalam Pasal 20 KY:
75

 

a. Menerima laporan masyarakat tentang perilaku hakim. 

b. Meminta laporan secara berkala kepada peradilan berkaitan dengan 

perilaku hakim. 

c. Melakukan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran perilaku hakim. 

d. Memanggil dan meminta keterangan dari hakim yang diduga melanggar 

kode etik perilaku hakim. 

e. Membuat laporan hasil pemeriksaan yang berupa rekomendasi dan 

disampaikan kepada MA dan atau MK, serta tindakannya disampaikan 

kepada Presiden dan DPR. 

 

Selain itu kewenangan KY sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 24B ayat 

(1) UUD 1945, disebutkan pula di dalam Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 4 
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Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi: “Dalam rangka menjaga 

kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim agung dan hakim, pengawasan 

dilakukan oleh KY yang diatur dalam undang-undang”.
76

 

Kewenangan KY ini didasari atas kesadaran bahwa praktik pengawasan 

hakim dan hakim agung yang dijalankan oleh MA memiliki kelemahan antara lain, 

kurangnya transparansi dan akuntabilitas, semangat membela korps, kurang 

lengkapnya metode pengawasan, kelemahan sumber daya manusia, rumitnya 

birokrasi yang harus dilakukan dan berbagai kelemahan lainnya. Oleh karena itu 

perlu ada institusi tersendiri yang independen yang mempunyai kewenangan 

pengawasan terhadap seluruh hakim.
77
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BAB III 

 

TINJAUAN KRITIS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI 

NOMOR : 005/PUU-IV/2006 DAN IMPLIKASINYA TERHADAP 

KEDUDUKAN DAN KEWENANGAN KOMISI YUDISIAL BERDASARKAN 

UNDANG-UNDANG NO 22 TAHUN 2004  

TENTANG KOMISI YUDISIAL 

 

A. Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 005/PUU-IV/2006 

Terhadap Kedudukan Dan Kewenangan Komisi Yudisial Berdasarkan 

Undang-Undang No 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial  

 

Amandemen UUD 1945 menghadirkan suatu perubahan fundamental dalam 

sistem ketatanegaraan di Indonesia. Perubahan tersebut menyangkut susunan 

lembaga-lembaga negara. Saat ini lembaga-lembaga negara tidak lagi dikategorikan 

menjadi lembaga tertinggi atau tinggi negara sebagaimana dahulu diterapkan. Sistem 

kekuasaan negara yang dahulu memiliki karakteristik pembagian kekuasaan (division 

of power), kini telah pula berganti menjadi sistem pemisahan kekuasaan (separation 

of power). Akibatnya, semua lembaga negara utama (main state organs) memiliki 

kedudukan yang sederajat dalam bingkai memperkuat mekanisme checks and 

balances antar cabang kekuasaan negara.
78

 

Seiring dengan ajaran Montesquieu yang lebih dikenal dengan Trias Politika, 

pemisahan ini dimaksudkan adalah untuk mencegah agar kekuasaan negara tidak 

berada pada satu tangan/lembaga saja sehingga dikuatirkan dapat menyebabkan 

penyalahgunaan kekuasaan. Montesquieu menghendaki hal tersebut karena 

menurutnya bahwa fungsi dan lembaga itu adalah sama/identik sehingga pengertian 
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dan penyebutan suatu fungsi adalah juga merupakan pengertian atau penyebutan 

lembaga yang bersangkutan. 

Paham negara hukum berakar pada keyakinan bahwa kekuasaan negara harus 

dijalankan atas dasar hukum yang baik dan adil. Paham negara hukum sebetulnya 

merupakan konsep yang sudah lama menjadi bahan diskusi para ahli. Plato 

mengemukakan konsep nomoi yang diangap sebagai cikal bakal pemikiran tentang 

negara hukum. Sedangkan Aristoteles mengemukakan ide negara hukum yang 

dikaitkan dengan arti negara yang dalam perumusannya masih terikat pada 

polis. Bagi Aristoteles yang memerintah negara bukanlah manusia, melainkan pikiran 

yang adil dan kesusilaan yang menentukan baik buruknya suatu hukum.
79

 

Pada intinya negara hukum adalah negara dimana tindakan pemerintah 

maupun rakyatnya didasarkan atas hukum untuk mencegah adanya tindakan 

sewenang-wenang dari pemerintah (penguasa) dan tindakan rakyat yang dilakukan 

menurut kehendak sendiri.
80

 

R. Soepomo memberikan pengertian terhadap negara hukum sebagai negara 

yang tunduk pada hukum, peraturan-peraturan hukum berlaku pula bagi segala badan 

dan alat-alat perlengkapan. 

Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa Indonesia adalah negara 

hukum. Prinsip ini semula dimuat didalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945, 
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yang berbunyi : “Negara Indonesia berdasar atas hukum (rechtstaat) tidak berdasar 

atas kekuasaan belaka (machtstaat).” Disamping itu, ada prinsip lain yang erat 

dengan prinsip negara hukum yang juga dimuat dalam penjelasan Undang-Undang 

Dasar 1945 “pemerintah berdasar atas sistem konstitusi (hukum dasar), tidak bersifat 

absolutuisme (kekuasaan yang tidak terbatas). Prinsip ini mengandung makna ada 

pembagian kekuasaan negara dan pembatasan kekuasaan (tidak Absolut dengan 

kekuasaan tidak terbatas). Selain itu, salah satu prinsip negara hukum adalah jaminan 

penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka, bebas dari pengaruh 

kekuasaan lainnya untuk menyeleggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan 

keadilan.
81

 

Sejak dikeluarkan Dekrit Presiden Soekarno 5 Juli 1959 yang isinya 

memerintahkan kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 sampai berakhirnya 

kekuasaan Presiden Soeharto (Orde Baru), praktis Undang-Undang Dasar 1945 

belum pernah diubah untuk disempurnakan. Undang-Undang Dasar 1945 yang 

disakralkan oleh rezim Orde Baru runtuh akibat derasnya arus reformasi. Stuktur 

ketatanegaraan Indonesia setelah perubahan pertama, kedua, ketiga, dan keempat 

Undang-Undang Dasar 1945 berubah secara signifikan, bahkan dalam batas tertentu 

sangat “radikal ”. Perubahan ini meliputi semua cabang kekuasaan legislatif 

(Legislativepower/pembuat undang-undang), kekuasaan eksekutif (Eksekutif 

power/pelaksana undang-undang), serta kekuasaan yudikatif (Judicial 

power/kekuasaan kehakiman).  
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Tujuan amandemen Undang-Undang Dasar 1945 itu adalah untuk 

menyempurnakan atau melengkapi aturan dasar sebelumnya (Undang-Undang Dasar 

1945 pra amandemen) yang dinilai masih jauh dari sempurna. 

Menurut penulis, dalam hal kekuasaan kehakiman, paling tidak terdapat empat 

perubahan penting dalam Undang-Undang Dasar 1945 setelah amandemen. Pertama, 

adanya jaminan kekuasaan kehakiman yang merdeka ditegaskan dalam batang ubuh 

Undang-Undang Dasar 1945, yang sebelumnya hanya disebutkan dalam penjelasan 

Undang-Undang Dasar 1945. Kedua, Mahkamah Agung dan badan kehakiman 

kainnya tidak lagi menjadi satu-satunya pelaku kekuasaan kehakiman yang ada, 

karena ada Mahkamah Konstitusi yang derajatnya setingkat dengan Mahkamah 

Agung dan berfungsi juga sebagai pelaku kekuasaan kehakiman. Ketiga, adanya 

lembaga baru yang bersifat mandiri dalam struktur kekuasaan kehakiman, yaitu 

Komisi Yudisial yang mempunyai wewenang untuk mengusulkan pengangkatan 

hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan 

kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Keempat, adanya kewenangan 

kehakiman dalam hal ini Mahkamah Konstitusi untuk melakukan “Judicial Review” 

undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945, memutus sengketa 

kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang 

Dasar 1945, serta memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan 

hasil pemilihan umum (PEMILU). 

Hal ini tidak saja ditunjukkan dengan membengkaknya jumlah pasal dalam 

Bab IX tentang Kekuasaan Kehakiman, namun  juga ditunjukkan oleh adanya dua 



 
 
 

lembaga baru didalam struktur cabang kekuasaan kehakiman, yaitu Mahkamah 

Konstitusi dan Komisi Yudisial. Kedua lembaga ini secara umum bertujuan untuk 

memperkuat kekuasaan kehakiman dalam sistem ketatanegaraan Indonesia sebagai 

salah satu perwujudan ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan 

bahwa Indonesia adalah negara hukum. Yang menjadi fokus utama penulisan ini 

adalah amanat dalam Pasal 24B perubahan ketiga Undang-Undang Dasar 1945 

tentang pembentukan lembaga baru bernama Komisi Yudisial (KY). 

Pembentukan Komisi Yudisial diharapkan dapat menjadi salah satu mitra 

kerja Mahkamah Agung untuk dapat terus melakukan upaya-upaya dalam rangka 

reformasi badan peradilan. Sebagai suatu lembaga yang kewenangannya diberikan 

oleh konstitusi, Komisi Yudisial memiliki legitimasi yang kuat dalam struktur 

ketatanegaraan. Sebagai pengontrol dan pengimbang kekuasaan dalam prinsip “check 

andbalance” antar lembaga negara, Komisi Yudisial diharapkan juga bisa menjamin 

terciptanya perekrutan hakim agung yang berpegang teguh pada nilai-nilai moralitas 

sebagai seorang hakim yang harus memiliki wibawa dan kepribadian tidak tercela, 

jujur serta menjunjung tinggi profesionalisme. 

Apabila dilihat dari wewenang Komisi Yudisial yang diatur dalam Pasal 24B 

ayat (1), yaitu mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang 

lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta 

perilaku hakim, maka dapat disimpulkan bahwa selama ini ada dua persoalan 

mendasar yang mengakibatkan kekuasaan kehakiman yang merdeka tidak terealisasi 

dengan baik, yaitu buruknya perekrutan hakim, dan kurang atau tidak efektifnya 



 
 
 

lembaga yang mempunyai tugas menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran 

martabat, serta perilaku hakim.
82

 

Putusan Mahkamah Konstitusi atas pengajuan pemohon pengujian materiil 

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial oleh 31 hakim 

agung melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 005/PUU-IV/2006 pada 

tanggal 16 Agustus 2006 yang mencabut kewenangan Komisi Yudisial dalam hal 

pengawasan terhadap hakim mengagetkan sebagian masyarakat bahkan sebagian 

menganggap putusan dari Mahkamah Konstitusi tersebut kontroversial. 

Undang-Undang No 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4415), bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 34 ayat (3), yang berbunyi, ”Dalam 

rangka menjaga kehormatan,keluhuran martabat serta perilaku hakim agung dan 

hakim, pengawasan dilakukan oleh Komisi Yudisial yang diatur dalam undang-

undang”.
83

 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 tentang 

Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 8, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4358), bertentangan dengan 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

 Pasal 24A Ayat (3) UUD 1945 menyatakan, calon hakim agung diusulkan KY 

kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan dan selanjutnya ditetapkan sebagai 
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hakim agung oleh presiden. Kemudian, Pasal 24B Ayat (1) UUD 1945 menyatakan, 

KY bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan 

mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, 

keluhuran martabat, serta perilaku hakim.
84

 

Menindaklanjuti hasil perubahan UUD 1945, pada tanggal 13 Agustus 2004 

Presiden mengesahkan Undang-Undang No 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial. 

Sesuai dengan Pasal 24B Ayat (1) UUD 1945, Pasal 13 Undang-Undang No 22 

Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial menyatakan Komisi Yudisial mempunyai 

wewenang:
85

 

a. Mengusulkan pengangkatan Hakim Agung kepada DPR; dan 

b. Menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta menjaga perilaku 

hakim.  

Elaborasi lebih jauh penggunaan kedua kewenangan KY dapat dibaca dalam 

Pasal 14-25 Undang-Undang No 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial. 

Komisi Yudisial memiliki tugas untuk melakukan pengawasan terhadap 

perilaku hakim. Pengawasan ini dimaksudkan juga dapat dikualifikasi sebagai bagian 

dari tindak pencegahan tindak pidana korupsi terhadap oknum hakim. Pelaksanaan 

dari aturan ini masih menemui kendala dan hambatan karena Undang-Undang Komisi 

Yudisial baru hasil revisi belum diundangkan sehingga pasal didalam perundangan 

belum cukup mengatur serta menetapkan secara tegas mekanisme pemeriksaan dan 
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penerapan sanksi bila terjadi pengingkaran atas pelaksanaan kewenangan komisi, 

baik oleh hakim maupun lembaga pengadilan. 

Namun dalam kondisi tersebut, usaha dan keinginan untuk melahirkan 

lembaga peradilan yang mandiri dan berwibawa masih tetap dapat dijaga. Salah satu 

cara untuk menjaganya agar semangat tersebut tidak hilang adalah dengan 

memperbaiki model pengawasan terhadap hakim dan hakim agung. Undang-Undang 

No 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman membagi pengawasan terhadap 

hakim  dalam dua jenis. Pertama adalah pengawasan internal yang dilakukan oleh 

Mahkamah Agung. Kedua, pengawasan eksternal yang dilakukan oleh Komisi 

Yudisial. 

Pengawasan yang paling tertinggi terhadap penyelenggaraan peradilan di 

semua badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung dalam 

menyelenggarakan kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh Mahkamah Agung. 

Mahkamah Agung juga melaksanakan pengawasan tertinggi terhadap pelaksanaan 

tugas administrasi dan keuangan. Begitu juga pengawasan terhadap tingkah laku 

hakim yang juga dilakukan oleh Mahkamah Agung. Pengawasan yang dilaksanakan 

oleh Mahkamah Agung kepada hakim tidak boleh mengurangi 

kebebasan Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara. 

Untuk pengawasan eksternal dilaksanakan oleh Komisi Yudisial dalam rangka 

menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. 

Dalam hal ini, Komisi Yudisial memiliki tugas melaksanakan pengawasan terhadap 

perilaku hakim berdasarkan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim. 



 
 
 

Dalam melaksanakan pengawasan internal dan eksternal, Mahkamah Agung 

maupun Komisi Yudisial wajib harus mematuhi norma dan peraturan perundang-

undangan, berpedoman pada Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, dan menjaga 

kerahasiaan keterangan atau informasi yang diperoleh sehubungan dengan 

pengawasan yang dilaksanakannya. Pengawasan yang dilakukan tidak boleh juga 

mengurangi kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara. 

Alat ukur yang dijadikan untuk melakukan pengawasan terhadap hakim salah 

satunya adalah kode etik hakim. Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim yang 

dimaksud ditetapkan oleh Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung. Sehingga, dalam 

melakukan pengawasan bila seorang hakim diduga telah melakukan pelanggaran 

terhadap Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim maka akan diperiksa oleh 

Mahkamah Agung dan/atau KomisiYudisial. 

Sepak terjang KY dalam melakukan pengawasan mendapat perlawanan 

terbuka dari kalangan hakim. Puncak dari itu semua, mayoritas Hakim Agung (31 

orang) mengajukan permohonan hak menguji materiil pasal-pasal tentang Hakim 

Agung (dan juga Hakim Konstitusi), serta pasal-pasal pelaksanaan pengawasan KY 

kepada hakim. Sumber pokok yang menjadi keberatan ke-31 orang Hakim Agung 

adalah menyangkut kata makna “Hakim” frasa “mempunyai wewenang lain dalam 

rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku 

hakim” yang terdapat dalam Pasal 24B Ayat (1) UUD 1945.
86
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Berikut ini adalah pasal-pasal yang didalilkan oleh 31 orang Hakim Agung 

bertentangan dengan UUD 1945 yaitu
87

 : 

1.  Pasal 1 angka 5 Undang-Undang No 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial 

Hakim adalah Hakim Agung dan hakim pada badan peradilan di semua 

lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung serta hakim 

Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

2.  Pasal 20 Undang-Undang No 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial 

Dalam melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 

huruf b, KY mempunyai tugasmelakukan pengawasan terhadap perilaku hakim 

dalam rangka menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta menjaga 

perilaku hakim. 

3.  Pasal 22 ayat (1) huruf e Undang-Undang No 22 Tahun 2004 Tentang Komisi 

Yudisial 

Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

20, Komisi Yudisial (5) membuat laporan hasil pemeriksaan yang berupa 

rekomendasi dan disampaikan kepada Mahkamah Agung dan/atau Mahkamah 

Konstitusi, serta tindasannya disampaikan kepada Presiden dan DPR. 

4.  Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang No 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial 

Dalam hal badan peradilan atau hakim tidak memenuhi kewajiban 

sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Mahkamah Agung dan/atau Mahkamah 
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Konstitusi wajib memberikan penetapan berupa paksaan kepada badan peradilan 

atau hakim untuk memberikan keterangan atau data yang diminta. 

5.  Pasal 23 Ayat (2) Undang-Undang No 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial 

Usul penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 

beserta alasan kesalahannya bersifat mengikat, disampaikan oleh Komisi 

Yudisial kepada pimpinan Mahkamah Agung dan/atau Mahkamah Konstitusi. 

6.  Pasal 23 Ayat (3) Undang-Undang No 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial 

Usul penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan 

huruf cdiserahkan oleh Komisi Yudisial kepada Mahkamah Agung dan/atau 

Mahkamah Konstitusi. 

7.  Pasal 23 Ayat (5) Undang-Undang No 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial 

Dalam hal pembelaan diri ditolak, usul pemberhentian hakim diajukan 

oleh Mahkamah Agung dan/atau Mahkamah Konstitusi kepada Presiden paling 

lambat 14 (empat belas) hari sejak pembelaan diri ditolak oleh Majelis 

Kehormatan Hakim. 

8.  Pasal 24 Ayat (1) Undang-Undang No 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial 

Komisi Yudisial dapat mengusulkan kepada Mahkamah Agung dan/atau 

Mahkamah Konstitusi untuk memberikan penghargaan kepada hakim atas prestasi 

dan jasanya dalam menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta menjaga 

perilaku hakim. 

9.  Pasal 25 Ayat (3) Undang-Undang No 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial 



 
 
 

Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sah apabila rapat 

dihadiri oleh sekurang-kurangnya 5 (lima) orang Anggota Komisi Yudisial, 

kecuali keputusan mengenai pengusulan calon Hakim Agung ke DPR dan 

pengusulan pemberhentian Hakim Agung dan/atau Hakim Mahkamah Konstitusi 

dengan dihadiri seluruh anggota Komisi Yudisial. 

10.  Pasal 25 Ayat (4) Undang-Undang No 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial 

Dalam hal terjadi penundaan 3 (tiga) kali berturut-turut atas keputusan 

mengenai pengusulan calon Hakim Agung ke DPR dan pengusulan 

pemberhentian hakim agung dan/atau hakim Mahkamah Konstitusi maka 

keputusan dianggap sah apabila dihadiri oleh 5 (lima) orang anggota. 

Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan para Pemohon untuk 

sebagian dengan menyatakan Pasal 1 angka 5, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22 ayat (1) 

huruf e, Pasal 22 ayat (5) Pasal 23 ayat (2), Pasal 23 ayat (3), Pasal 23 ayat (5) Pasal 

24 ayat (1), Pasal 25 ayat (3), Pasal 25 ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia 

Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial, Pasal 34 ayat (3) Undang-undang 

Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman 

bertentangan dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 

serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat  

 

Putusan Mahkamah Konstitusi itu bertentangan dengan keinginan untuk 

menciptakan peradilan yang bersih dan berwibawa. Mahkamah Konstitusi 

diposisikan sebagai peradilan yang hanya diawasi melalui mekanisme pengawasan 



 
 
 

internal seolah melupakan latar belakang dilakukannya reformasi peradilan dan 

diadopsinya model pengawasan ekternal karena pada kenyataannya pengawasan 

internal saja tidak cukup. Sedangkan kekuasaan kehakiman merupakan cabang 

kekuasaan yang paling lemah dan rentan akan intervensi dan penyelewengan. Oleh 

sebab itu dibutuhkan pengawasan ekternal untuk menghindari kesewenang-

wenangan. 

Putusan Mahkamah Konstitusi juga menyatakan bahwa hakim konsitusi 

bukanlah termasuk hakim karena masa jabatannya yang hanya sementara. Walaupun 

masa jabatannya terbatas pada waktu tertentu, namun sebenarnya hakim konstitusi 

tersebut tetap menjalankan fungsinya sebagai pelaku kekuasaan kehakiman. Baik dan 

buruk perilaku hakimnya selama menjabat tetap memberikan pengaruh kepada 

putusan dan kewibawaan peradilan. Dalam hal ini, Mahkamah Konstitusi tidak 

melihat hakim dengan pendekatan fungsional, melainkan dari sisi sifat jabatan hakim 

konstitusi yang sementara. 

Putusan Mahkamah Konstitusi yang membatalkan ketentuan-ketentuan terkait 

pengawasan Komisi Yudisial terhadap hakim konstitusi menyiratkan adanya 

kepentingan tersembunyi dari para hakim konstitusi, sehingga hal tersebut dianggap 

bertentangan dengan asas bahwa hakim tidak boleh memutuskan perkara yang di 

dalamnya ada kepentingan dirinya sendiri (nemo judex idoneus in propia causa). Hal 

ini pula yang menimbulkan pertentangan diberapa kalangan setelah putusan ini 



 
 
 

dibacakan. Putusan Mahkmah Konstitusi tersebut dinilai ultra petita atau melebihi 

dari apa yang dimohonkan.
88

 

Dari putusan Mahkamah Konstitusi No 005/PUU-IV/2006, dapat dilihat 

Mahkamah Konstitusi telah tidak menghiraukan Asas seorang tidak dapat menjadi 

hakim bagi dirinya sendiri (nemo judexidoneus in propria causa). Sebagai salah satu 

asas dalam hukum acara, MK tidak boleh menyimpanginya. Artinya, alasan bahwa 

berpekara di MK tidak sama dengan berperkara di pengadilan biasa, tidak dijadikan 

argumentasi untuk mengabaikan prinsip nemo judex idoneus in propria causa. 

Mahkamah Agung sebagai Pemohon berupaya menarik Mahkamah Konstitusi 

sebagai pihak yang dirugikan kepentingan konstitusionalnya dengan pemberlakuan 

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2004 dan MK sendiri pun terjebak membangun 

argumentasi untuk tidak masuk dalam ranah pengawasan Komisi Yudisial
89

. 

 Secara normatif, Pasal 29 ayat (5) dan (6) Undang-Undang No 4 Tahun 2004 

Tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan:
90

 

(1) Seorang hakim atau panitera wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila 

ia mempunyai kepentingan langsung atau tidak langsung dengan perkara yang 

sedang diperiksa, baik atas kehendaknya sendiri maupun atas permintaan pihak 

yang berperkara. 
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(2)  Dalam hal terjadi pelanggaran terhadap ketentuan pada ayat (5), putusan 

dinyatakan tidak sah dan terhadap hakim atau panitera yang bersangkutan 

dikenakan sanksi administratif atau dipidana berdasarkan peraturan perundang-

undangan. 

 

 Dalam Putusan No. 005/PUU-IV/2006 salah seorang hakim konstitusi 

menolak legal standing Pemohon terutama yang menyangkut sepanjang hakim 

konstitusi. Penolakan salah seorang Hakim Konstitusi dapat dibaca dalam Putusan 

MK yang menyatakan:“Mahkamah Konstitusi berpendapat para Pemohon memiliki 

kedudukan hukum (legal standing, legitima persona standi in judicio) untuk 

mengajukan permohonan a quo, dengan seorang Hakim Konstitusi berpendapat lain 

bahwa, sepanjang menyangkut ketentuan yang berkaitan dengan Hakim Konstitusi, 

para Pemohon tidak mempunyai legal standing karena tidak ada kerugian hak atau 

kewenangan konstitusional yang bersifat spesifik yang dialami oleh para Pemohon, 

selaku Hakim Agung, sebagai akibat dari berlakunya ketentuan yang mengatur 

tentang Mahkamah Konstitusi dan Hakim Konstitusi dalam Undang-Undang No 22 

Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial”.
91

 

 Pasal 24 Ayat (2) UUD 1945 menyebutkan, kekuasaan kehakiman 

dilaksanakan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di 

bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, 

lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah 

Mahkamah Konstitusi. 
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 Dalam risalah amandemen UUD 1945, tidak pernah dinyatakan bahwa hakim 

konstitusi tidak termasuk dalam pengertian hakim. Artinya, dengan tidak 

nyatakannya Hakim Konstitusi masuk dalam ranah pengawasan KY bukan berarti 

bahwa Hakim Konstitusi dapat ditafsirkan tidak masuk dalam wilayah pengawasan 

KY.  

 Dalam hal ini menarik menyimak pendapat Rifqi S. Assegaf berikut ini: 

“Dengan menggunakan penafsiran historis, dengan putusan MK bahwa tidak maksud 

dan tujuan dari penyusun UUD 1945 menjadikan Hakim Konstitusi sebagai obyek 

pengawasan KY. Namun penggunaan metode panfsiran historis an sich dalam 

Putusan MK No 005/PUU-IV/2006 dapat diperdebatkan karena tidak ada ancaman 

atau konstitusional yang terlanggar jika Hakim Konstitusi diawasi oleh KY. Bahkan 

mengingat pentingnya prinsip akuntabilitas dalam negara hukum yang demokratis 

sebagai penyeimbang prinsip independensi peradilan (yang diartikan sebagai 

diperlukannya lembaga pengawas, termasuk pengawas eksternal terhadap hakim), 

maka sewajarnya MK menggunakan penafsiran teleologis dalam memutus hal ini”.
92

 

 Pertimbangan hukum Putusan MK No 005/PUU-IV/2006 kembali 

“menghidupkan” pola hubungan antar lembaga negara yang hierarkis. Misalnya, 

dalam Putusan MK No 005/PUU-IV/2006 secara eksplisit dinyatakan:“...menurut 

Mahkamah Konstitusi, UUD 1945 dengan jelas membedakan cabang-cabang 
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kekuasaan negara dalam bidang legislatif, eksekutif, dan judikatif yang tercermin 

dalam fungsi-fungsi MPR, DPR dan DPD, Presiden dan Wakil Presiden, serta 

Mahkamah Agung, Badan Pemeriksa Keuangan, dan Mahkamah Konstitusi sebagai 

lembaga-lembaga negara yang utama (main state organs, principal state organs). 

Lembaga-lembaga negara yang dimaksud itulah yang secara instrumental 

mencerminkan pelembagaan fungsi-fungsi kekuasaan negara yang utama (main state

 functions, principal state functions), sehingga dengan demikian lembaga-

lembaga negara itu pula yang dapat disebut sebagai lembaga negara utama (main 

state organs, principal state organs, atau main state institutions) yang hubungannya 

satu dengan yang lain diikat oleh prinsip “checks and balances”. 

 Prinsip “checks and balances” itu terkait erat dengan prinsip pemisahan 

kekuasaan negara (separation of powers), dan tidak dapat dikaitkan dengan persoalan 

pola hubungan antar semua jenis lembaga negara, seperti misalnya dalam konteks 

hubungan antara Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial. 

 Prinsip Independensi kekuasaan kehakiman termasuk salah satu poin yang 

cukup luas dipaparkan dalam Putusan No 005/PUU-IV/2006. Pemaparan itu dapat 

dipahami karena kekuasaan kehakiman yang merdeka menghendaki agar hakim 

terbebas dari campur tangan, tekanan atau paksaan, baik langsung maupun tidak 

langsung dari kekuasaan lembaga lain, teman sejawat, atasan, serta pihak-pihak lain 

di luar peradilan. Sehingga Hakim dalam memutus perkara hanya demi keadilan 



 
 
 

berdasarkan hukum dan hati nurani.
93

 Dalam pandangan Hakim Agung Artidjo 

Alkostar, tidak ada bangsa yang beradab tanpa adanya pengadilan yang merdeka dan 

bermartabat. Fungsi pengadilan merupakan salah satu tiang tegaknya negara yang 

berdaulat. Salah satu elemen pengadilan adalah menyangkut faktor adanya 

pengadilan yang merdeka.
94

 

 Independensi peradilan dapat diuji melalui dua hal, yaitu ketidak berpihakan 

(impartiality) dan keterputusan relasi dengan para aktor politik (political insularity).
95

 

 Imparsialitas terlihat pada gagasan bahwa para hakim akan mendasarkan 

putusannya pada hukum dan fakta-fakta di persidangan, bukan atas dasar keterkaitan 

dengan salah satu pihak yang berperkara. Imparsialitas proses peradilan hanya bisa 

dilakukan jika hakim dapat membebaskan diri dari konflik kepentingan atau faktor 

semangat pertemanan (collegial) dengan pihak yang berperkara. Oleh karena iu, 

hakim harus mengundurkan diri dari proses persidangan apabila ia melihat ada 

potensi imparsialitas. Sedangkan hakim agung di dalam putusan Mahkamah 

Konstitusi dinyatakan termasuk dalam ranah pengawasan Komisi Yudisial. 

Menempatkan hakim agung masuk kedalam pengawasan juga sesuai dengan prinsip 

akuntabilitas. Pengawasan hakim agung dilakukan salah satunya berpedoman pada 

kode etik dan perilaku hakim. Keberadaan suatu pedoman etika dan perilaku hakim 

sangat dibutuhkan untuk menjaga dan menegakkan kehormatan dan keluhuran 
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martabat, serta perilaku hakim. Pedoman etika dan perilaku hakim merupakan inti 

yang melekat pada profesi hakim, karena ia adalah kode perilaku yang memuat nilai 

etika dan moral. Oleh sebab itu, hakim dituntut untuk berintegritas dan professional, 

serta menjunjung tinggi pedoman etika dan perilaku hakim. Profesionalisme tanpa 

etika menjadikannya “bebas sayap” (vluegelvrij) dalam arti tanpa kendali dan tanpa 

pengarahan. Sebaliknya, etika tanpa profesionalisme menjadikannya “lumpuh sayap” 

(vluegellam) dalam arti tidak maju bahkan tidak tegak. Pelanggaran atas pedoman 

etika dan perilaku hakim itu tidak hanya terbatas sebagai masalah internal badan 

peradilan, tetapi juga merupakan masalah masyarakat dan para pencari keadilan. 

 Ada tiga implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi No 005/PUU-IV/2006 

terhadap reformasi kekuasaan kekuasaan kehakiman yaitu 
96

: 

a.  Judicial corruption 

Salah satu kekawatiran banyak kalangan yang concern terhadap 

dunia peradilan adalah Putusan MK tersebut akan semakin menyuburkan 

praktik korupsi dalam proses peradilan (judicial corruption). Menurut 

Denny Indrayana, Putusan Nomor 005/PUU-IV/2006 akan menumbuh-

kembangkan praktik mafia peradilan.
97

 Bahkan, muncul juga penilaian 

bahwa hakim konstitusi tidak jauh berbeda dengan hakim lain (hakim 

konstitusi juga hakim). 
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Perkara yang sampai ke pengadilan, pola permainan uang bisa 

jauh lebih rumit. Kerumitan muncul karena pihak yang terkait dengan 

penanganan perkara di pengadilan lebih banyak dibandingkan dengan di 

tingkat penyidikan seperti pengacara, jaksa, panitera dan hakim. 

Peran pihak ketiga lebih praktis dan aman jika dilakukan oleh 

panitera. Inisiatif mempertemukan atau menyambungkan komunikasi 

antara hakim dan pengacara bisa berasal dari hakim sendiri, bisa pula dari 

pengacara terdakwa, namun tidak tertutup kemungkinkan berasal dari 

panitera sendiri. Tidak hanya itu, peran panitera dalam suatu perkara 

begitu luar biasanya sampai menyebabkan para pengacara tidak perlu 

bekerja susah-susah. Misalnya, dari informasi mereka yang biasa 

berpraktik di pengadilan atau para pemantau peradilan, panitera sering 

membuatkan jawaban-jawaban untuk proses persidangan bagi para 

pengacara. 

b.  Kekosongan hukum (ditingkat undang-undang) mengenai 

pelaksanaan fungsi pengawasan Komisi Yudisial 

Implikasi lain dari Putusan Nomor 005/PUU-IV/2006 timbulnya 

kekosongan hukum mengenai pelaksanaan pengawasan hakim oleh KY. 

Dengan adanya putusan  ini, pengawasan hakim kembali mengandalkan 

pengawasan internal. Padahal, selama ini, pengawasan internal dianggap 

tidak optimal dalam mengawasi praktik menyimpang hakim.  



 
 
 

Pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 005/PUU-IV/2006 

dinyatakan: “Untuk mengatasi akibat kekosongan hukum yang terlalu 

lama berkaitan dengan tugas KY, khususnya yang berkaitan dengan 

ketentuan mengenai pengawasan perilaku hakim, Undang-Undang No 22 

Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial segera harus disempurnakan 

melalui proses perubahan undang-undang sebagaimana mestinya.
98

 

 

 

 

c.  Menguatnya krisis kepercayaan kepada MK 

Dampak lainnya adalah, timbulnya krisis kepercayaan 

masyarakat kepada MK. Banyak kalangan menilai, dalam beberapa waktu 

terakhir, mulai kelihatan putusan semakin menjauhi gagasan pembaruan 

hukum.  

Salah satu putusan MK yang mendapat sorotan tajam adalah 

pernyataan tidak punya kekuatan mengikat sebagian penjelasan Pasal 2 

Ayat (1) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam 

bahasa yang agak sinis, Teten Masduki mengatakan bahwa mulai terlihat 

kecenderungan MK “membunuh anak-anak reformasi”. 

d.  Menguatnya wacana untuk meninjau ulang kewenangan MK 
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Wacana ini dikembangkan oleh sebagian anggota DPR. 

Berdasarkan hasil penelitian Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (2005), 

terdapat catatan atau ketidak sukaan yang nyata dari anggota DPR. Meski 

hampir tidak mungkin mengurangi kewenangan MK di tingkat undang-

undang, menguatnya wacana ini di kalangan legislator harus tetap 

dijadikan catatan tersendiri. 

 Putusan Mahkamah Konstitusi sangat mengejutkan karena diluar dugaan 

semua pihak, baik Mahkamah Agung, Komisi Yudisial maupun para pemerhati 

peradilan. Hal yang paling „keras‟ terhadap Komisi Yudisial dengan dinyatakannya 

fungsi pengawasan Komisi Yudisial telah bertentangan dengan konstitusi dan tidak 

mempunyai kekuatan hukum mengikat. Hal tersebut tentu saja mengganggu harapan 

dan keinginan masyarakat yang menghendaki Komisi Yudisial dapat berperan besar 

dalam menciptakan dunia peradilan yang bersih, bebas korupsi, kolusi dan nepotisme. 

Begitu juga permintaan hakim agung yang mengajukan agar mereka tidak 

disejajarkan dengan hakim pada pengadilan negeri dan tinggi tidak dikabulkan 

majelis, dengan alasan tidak ditemukan dasar-dasar konstitusional yang meyakinkan. 

Namun, terlepas bagaimanapun hasil dari putusan Mahkamah Konstitusi 

tersebut, ia harus tetap dipatuhi. Dalam hukum dikenal prinsip res judicata pro 

viritate, bahwa apa yang telah diputus oleh hakim harus dianggap benar. Dalam 

melaksanakan pengawasan, Komisi Yudisial memang masih dapat menerima laporan 

pengaduan masyarakat tentang perilaku hakim; meminta laporan secara 

berkala kepada badan peradilan berkaitan dengan perilaku hakim melakukan 



 
 
 

pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran perilaku hakim; memanggil dan meminta 

keterangan dari hakim yang diduga melanggar kode etik perilaku hakim; (Pasal 22 

ayat 1 huruf a, b, c dan d). Badan peradilan dan hakim wajib memberikan keterangan 

atau data yang diminta Komisi Yudisial dalam rangka pengawasan terhadap perilaku 

hakim dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak 

tanggal permintaan Komisi Yudisial diterima. 

Hanya saja pada pelaksanaan kewenangan ini, Mahkamah Agung tidak lagi 

berkewajiban memberikan penetapan berupa paksaan kepada badan peradilan atau 

hakim untuk memberikan keterangan atau data yang diminta. Disadari seelah putusan 

Mahkamah konstitusi, semua hasil pengawasan tidak lagi dapat berujung 

dijatuhkannya sanksi berupa teguran tertulis, pemberhentian sementara atau 

pemberhentian hakim yang bersangkutan. Komisi Yudisial dalam pengawasan hakim 

kekuaannya benar-benar telah lumpuh akibat putusan Mahkamah Kontitusi tersebut. 

Sehubungan dengan fungsi pengawasan KY, MK berpendapat bahwa 

kewenangan itu bukanlah untuk mengawasi lembaga peradilan, melainkan untuk 

menjaga dan menegakkan perilaku hakim sebagai individu. Selain itu, hubungan MA 

dan KY bukanlah untuk menerapkan prinsip checks and balances karena hubungan 

semacam ini hanya terkait erat dengan prinsip pemisahan kekuasaan negara 

(separation of power). MA dan KY adalah lembaga yang berada dalam satu 

kekuasaan yang sama, dalam hal ini kekuasaan kehakiman (yudikatif). Namun, KY 

tidaklah pelaksana dari kekuasaan kehakiman. KY berperan dalam pengusulan calon 



 
 
 

Hakim Agung, sedangkan fungsi pengawasan secara penuh tetap dipegang oleh MA. 

Namun, dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap perilaku hakim ini, KY dan 

MA harus melakukan kerja sama yang erat karena KY adalah organ pendukung. 

Selain itu, KY tidak dapat ikut mengawasi kewenangan yustisial MA atau putusan 

hakim itu sendiri. Pasal 24 UUD 1945 Amandemen menegaskan bahwa kekuasaaan 

kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan 

guna menegakkan hukum dan keadilan. Penilaian terhadap putusan hakim yang 

dimaksudkan sebagai pengawasan di luar mekanisme hukum acara yang tersedia 

adalah bertentangan dengan prinsip res judicata pro veritate habetur. Apa yang telah 

diputus oleh hakim harus dianggap sebagai benar (de inhoud van het vonnis geld als 

waard). Namun demikian, KY pada prinsipnya tidak saja memiliki wewenang 

pengawasan, melainkan juga pembinaan etika profesional hakim. 

Menurut MK, sejauh mengenai fungsi pengawasan Hakim dan Hakim Agung, 

rumusan pasal-pasal yang mengaturnya tampak berbeda dengan 24B ayat (1) UUD 

1945 Amandemen. Selain itu, tidak ada kejelasan pengaturan subyek, obyek dan 

prosesnya sehingga bisa menimbulkan implikasi ketidakpastian hukum 

(rechtsonzekerheid). Pasal 20 UU KY tidak semata-mata merupakan fungsi 

pengawasan perilaku karena Pasal 24B ayat (1) UUD 1945 Amandemen memberikan 

kewenangan lain bagi KY. Memang, selain berwenang melakukan tindakan-tindakan 

preventif dan korektif, KY juga berwenang dalam peningkatkan pemahaman, 

kesadaran, kualitas, dan komitmen profesional yang bermuara pada tingkat 



 
 
 

kehormatan, keluhuran martabat, dan perilaku hakim yang diharapkan. Namun, 

fungsi pengawasan yang dimiliki oleh KY tersebut tidak disertai dengan batasan 

penormaan tentang sejauh mana yang disebut “pengawasan” dan “perilaku hakim”. 

Sementara Pasal 25 ayat (3) dan (4) serta Pasal 34 ayat (3) UU KY bertentangan 

dengan Pasal UU 24, 24B, dan 24C UUD 1945 Amandemen karena rumusannya 

tidak sesuai adanya kewenangan YK yang dikurangi dan sama sekali tidak terkait 

dengan MK. Demikian juga dengan Pasal 24 ayat (1), tidak mengikat sepanjang 

berkaitan dengan MK. 

Sehubungan dengan pasal-pasal usul penjatuhan sanksi atas pelanggaran kode 

etik dan perilaku, harus dilakukan oleh organisasi profesi. KY bisa memberikan 

rekomendasi kepada organisasi profesi, dalam hal tersebut MA supaya dilakukan 

tindakan. 

Berkaitan dengan fungsi pengawasan hakim dan definisi hakim, pendapat 

publik cukup beragam. Ikahi (Ikatan Hakim Indonesia) sendiri melihat bahwa 

pengusulan seleksi Hakim Agung yang berasal dari hakim karier sebaiknya tertutup 

oleh MA saja, tidak  melalui KY. Seleksi kualitas, kepribadian, dan tes psikologi 

tidak perlu dilakukan karena hakim karier sudah teruji.  Berkenaan dengan batasan 

hakim, pendapat yang pro membedakan lingkup dari Hakim dan Hakim Agung. Prof. 



 
 
 

Philipus M. Hadjon menyatakan bahwa KY hanya dapat mengawasi hakim tingkat 

pertama dan banding
99

. 

Pendapat yang kontra dengan putusan MK, pertama, cenderung melihat 

bahwa putusan MK adalah langkah mundur dan pertimbangannya keliru. Akibatnya, 

menyebabkan terjadi kekosongan hukum. Di banyak negara, lembaga semacam KY 

tidak dibatasi fungsi pengawasannya, termasuk untuk mengawasi Hakim Agung. 

Pengecualian terhadap Hakim Agung adalah tindakan yang diskriminatif serta 

bertentangan dengan moralitas yang terkandung dalam Pasal 24B ayat (1) UUD 1945 

Selain pendapat yang pro dan kontra, ada juga pendapat yang tidak memihak, 

melainkan cenderung mengemukakan adanya keseimbangan dalam wewenang 

pengawasan kedua lembaga tersebut. Baik MA, MK dan KY harus sama-sama 

bertemu untuk merumuskan fungsi pengawasan hakim sesuai dengan UU yang 

mereka miliki dan kemudian hasilnya dituangkan dalam bentuk Nota Kesepahaman. 

Berkaian dengan fungsi pengawasan hakim dan pengertian hakim, 

pendapat  yang pro mengatakan bahwa UU KY tidak menambah ataupun mengurangi 

makna kata hakim. KY hanya memerinci pengertian hakim tersebut sehingga di 

dalamnya termasuk juga Hakim Agung dan Hakim Konstitusi. Alasan ini hanya 
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digunakan baik oleh Hakim Agung maupun MK untuk terlepas dari pengawasan KY. 

Menurut pendapat ini, hakim tidaklah manusia setengah dewa dan tetap harus diawasi 

serta dikoreksi. Padahal, fungsi pengawasan ini sangat diperlukan untuk percepatan 

reformasi di bidang peradilan. Mahfud MD sendiri melihat ada beberapa putusan MK 

yang kontroversial  dan kurang berpihak terhadap upaya demokratisasi dan 

penegakan hukum, terutama pemberantasan korupsi dan mafia peradilan
100

 

  Timbulnya perseteruan lembaga MA dan KY secara mendasar memberikan 

sebuah indikasi bahwa telah terjadi benturan kepentingan, dalam hal ini terutama 

mengenai pengawasan hakim, termasuk juga Hakim Agung dan Hakim Konstitusi. 

Konflik KY terhadap MK memang tidak mencuat ke permukaan, namun dapat 

tercermin dari putusan MK yang menganulir semua bagian yang terkait dengan MK. 

UUD 1945 Amandemen, baik MA, MK dan KY sama-sama berada dalam satu 

lingkup kekuasaan, dalam hal ini Kekuasaan Kehakiman. Pasal 24 UUD 1945 

Amandemen menyatakan bahwa Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang 

merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. 

Selanjutnya ditegaskan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh MA dan oleh 

MK. Disini, terlihat jelas bahwa yang dimaksudkan dengan hakim adalah semua 

hakim-hakim yang berada di bawah naungan MA dan MK. Pendapat bahwa Hakim 

Agung bukan merupakan hakim “biasa” adalah salah dan keliru. Apalagi, dalam 

Pedoman Perilaku Hakim yang dibentuk oleh MA sendiri, dengan tegas menyatakan 
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bahwa batasan Hakim mencakup seluruh hakim, termasuk Hakim ad-Hoc sekalipun 

di semua lingkungan peradilan dan semua tingkatan peradilan
101

, dalam hal ini 

termasuk juga Hakim Agung. 

Memang, pengadilan yang mandiri dan netral adalah salah satu unsur penting 

dalam sebuah negara yang berdasarkan atas hukum. Begitu juga dengan posisi dan 

peran hakim. Dalam Pedoman Etika Perilaku Hakim yang dibentuk oleh MA dan KY, 

sama-sama menyatakan bahwa posisi dan peran hakim menjadi sangat penting, 

terutama karena kewenangan yang dimilikinya. Disebutkan bahwa seorang hakim 

dapat mengalihkan hak kepemilikan, mencabut kebebasan warga negara atau bahkan 

memerintahkan penghilangan hak hidup seseorang. Di sinilah pentingnya peranan 

pengawasan yang dimiliki oleh KY. KY dalam hal ini juga berfungsi sebagai wakil 

masyarakat dalam mengawasi perilaku hakim. Kekuasaan kehakiman yang mandiri 

pada pokoknya bertujuan untuk memberikan pelayanan umum yang sebaik-baiknya 

bagi masyarakat dalam bidang peradilan. Dalam hal ini, adanya suatu bentuk 

pertanggungjawaban sosial kepada masyarakat yang merupakan pengimbang dari 

kebebasan dan kemandirian kekuasaan kehakiman tersebut
102

.  Nilai inilah menjadi 

jiwa dari lembaga KY seperti yang ditetapkan oleh UUD. Tanpa fungsi pengawasan, 
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maka KY sama sekali tidak berfungsi seperti yang diinginkan oleh UUD 1945. 

Dihapusnya kewenangan KY, otomatis jiwa dari UU KY itu sendiri menjadi hilang. 

Dalam menjalankan tugasnya, hakim terikat dengan etika. Sebuah etika 

profesi berperan sebagai alat pengatur yang cukup efisien karena etika profesi 

mengontrol perilaku anggotanya agar tetap bekerja menurut etika yang 

disepakatinya
103

. Salah satu pertimbangan MK dalam putusannya, menekankan 

bahwa pentingnya fungsi pengawasan serta pembinaan etika profesi hakim. Bebas 

dari pengaruh siapapun juga merupakan salah satu etika dari profesi hakim
104

. 

Kebebasan ini harus dijamin, bahkan oleh lembaga profesi itu sendiri. Oleh karena 

itu, seharusnya pengawasan kode etik yang dibentuk oleh lembaga profesi dilakukan 

oleh lembaga di luar profesi sendiri, dalam kasus ini hanya oleh KY. Sebuah 

pengawasan tidaklah dapat disebut sebagai sebuah campur tangan internal yang 

membatasi kebebasan hakim. Hal ini juga sesuai dengan Pasal 22 ayat (1) huruf e UU 

KY bahwa hasil pemeriksaan KY diberikan dalam bentuk rekomendasi kepada MA 

atau MK. Untuk selanjutnya, sanksi dapat diberikan oleh lembaga itu sendiri. Jadi, 

sangat tidak beralasan mengatakan bahwa KY dapat campur tangan terhadap masalah 

internal MA. 
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Dalam putusannya, MK menghapus semua kewenangan KY dalam hal 

pengawasan hakim, namun didasari dengan pertimbangan yang berbeda dari alasan 

yang diberikan oleh para pemohon (Hakim Agung). Dalam Pasal 56 ayat (2) UU No. 

24 Tahun 2003 tentang MK menyebutkan bahwa dalam hal Mahkamah Konstitusi 

berpendapat bahwa permohonan beralasan, amar putusan menyatakan permohonan 

dikabulkan. Dari pernyataan pasal, jelas dimengerti bahwa permohonan yang 

dikabulkan adalah jika didasari dengan alasan yang tepat. Sementara, MK sendiri 

memiliki alasan yang benar-benar berbeda dari alasan pemohon. Alasan MK adalah 

adanya ketidakjelasan rumusan karena pertukaran posisi kata “menegakkan” dan 

“menjaga”. Memang, salah satu petunjuk untuk menguji apakah sebuah muatan UU 

sudah sesuai dengan UUD adalah dengan melihat ketentuan yang dirumuskan dalam 

Batang Tubuh UUD 1945
105

. Di sini, perlu dilakukan perbandingan-perbandingan, 

terutama dalam hal gramatikal. Namun, bukan berarti MK dapat begitu saja 

menghapus kewenangan ini.  Dalam hal ini, ketentuan dalam UU KY sama 

sekali tidak bertentangan,  seperti yang disebutkan oleh MK, melainkan lebih 

tepatnya tidak harmonis dengan ketentuan pada UUD 1945 Amandemen. Hal ini 

terlihat dari pendapat MK yang menyatakan kewenangan KY dianggap kurang rinci 

sehingga menimbulkan lebih banyak ketidakpastian hukum. Selain itu, bila disimak 

kembali, pendapat MK bahwa kewenangan KY kurang rinci adalah bertentangan 
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dengan alasan MK yang semula. Kewenangan yang tidak rinci, bukanlah dengan 

kewenangan yang bertentangan. Dalam kasus ini, dasar yang dijadikan MK pun tidak 

saling mendukung. 

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006 berimplikasi 

terhadap fungsi Komisi Yudisial di dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia, 

terutama fungsi pengawasan represif. Kalaupun masih ada kewenangan Komisi 

Yudisial, maka pengawasan itu menjadi tidak optimal, karena hanya pengawasan 

perilaku hakim melalui laporan masyarakat dan Jejaring Komisi Yudisial, serta 

memanggil dan memeriksa hakim yang diduga melakukan pelanggaran perilaku 

hakim. Dengan berkurangnya fungsi pengawasan represif Komisi Yudisial, maka 

pelaksanaan dan penegakan mekanisme checks and balances pada kekuasaan 

kehakiman (yudikatif) secara otomatis menjadi tidak berjalan, sementara pengawasan 

dan hasil temuan pengawasan eksternal oleh Komisi Yudisial tidak mempunyai 

kekuatan mengikat bagi hakim. Oleh karena itu perlu dilakukan upaya sinkronisasi 

terhadap tugas dan wewenang lembaga di dalam kekuaaan kehakiman melalui revisi 

undang-undangnya dan memberikan tugas serta wewenang yang tegas bagi Komisi 

Yudisial, diantaranya dengan memberikan kewenangan untuk melakukan 

pengawasan perilaku seluruh hakim, termasuk Hakim Konstitusi, Hakim Agung dan 

hakim pada lingkungan peradilan yang berada di bawahnya. 



 
 
 

Pada dasarnya, MK menyadari akan kekosongan hukum pelaksanaan fungsi 

pengawasan yang ada pada KY kedepan. Maka dari itu MK dalam putusannya juga 

sedari awal sudah merekomendasikan kepada DPR dan pemerintah untuk melakukan 

penyempurnaan dari UU KY melalui revisi undang-undang.
106

  Lebih jauh MK juga 

menyarankan agar dilakukan perbaikan-perbaikan yang bersifat integral dengan juga 

mengadakan perubahan dalam rangka harmonisasi dan sinkronisasi atas UU 

Kekuasaan Kehakiman, UU Mahkamah Agung, UU Mahkamah Konstitusi, dan 

undang-undang lain yang terkait dengan sistem peradilan terpadu.
107

 Hal ini tentunya 

dapat dibaca sebagai politik hukum untuk memperkuat fungsi-fungsi KY dimasa 

depan, lebih jauh lagi sebagai upaya mewujudkan peradilan yang bersih dan 

bermartabat. Tentunya hal ini sepenuhnya disadari karena tanpa kehadiran institusi 

peradilan sebagaimana dimaksud, ideologi negara hukum hanya akan menjadi cita-

cita belaka.
108

 

Pasca beberapa kewenangannya “dilucuti” oleh putusan MK, secara 

konstitusional fungsi KY setelah dikeluarkannya putusan Mahkamah Konstitusi 

Nomor 005/PUU-IV/2006 adalah hanya sebagai pengusul pengangkatan Hakim 

Agung kepada DPR. Atau dengan kata lain Komisi Yudisial hanya menjalankan 

fungsi pengawasan yang bersifat preventif saja, sedangkan pengawasan yang bersifat 
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represif elah dibatalkan dengan putusan tersebut yang menyangkut juga perihal 

pengusulan sanksi kepada pimpinan MA atau MK setelah memberikan keterangan di 

depan Majelis Kehormatan. Secara yuridis, saat itu tidak ada lagi ketentuan peraturan 

perundang-undangan di bawah konstitusi yang mengharuskan adanya pengawasan 

eksternal hakim, atau dengan kata lain terjadi kekosongan hukum (rechtsvacuum) di 

bidang pengawasan eksternal hakim.
109

 Namun, pada praktiknya KY tetap melakukan 

tugas-tugas pengawasannya.  

 

 Memang dalam kurun waktu pasca Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, 

khususnya sebelum dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang 

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah 

Agung, kegiatan pengawasan hakim yang dilaksanakan Komisi Yudisial pada 

umumnya kurang efektif, paling tidak jika dikaitkan dengan tindak lanjut 

rekomendasi sanksi yang diberikan Komisi Yudisial kepada Mahkamah Agung yang 

tidak satupun dilaksanakan oleh Mahkmah Agung. Baru kemudian, setelah Ketua 

MA dijabat oleh Dr. Arifin A. Tumpa rekomendasi yang diberikan oleh Komisi 

Yudisial baru memperoleh respon dari Mahkamah Agung. 
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Pasca putusan Mahkamah Konstitusi, secara yuridis KY hanya memiliki 

kewenangan untuk menyeleksi hakim agung. Sementera fungsi KY dalam hal sebagai 

lembaga yang berfungsi menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, 

serta perilaku hakim atau dengan kata lain pengawasan eksternal terhadap hakim baru 

mendapatkan pijakan yuridisnya pasca revisi undang-undang paket peradilan. 

Beberapa kewenangan KY yang dikembalikan setelah sempat “terenggut” 

oleh Putusan MK antara lain sehubungan dengan pemeriksaan hakim-hakim yang 

diduga melakukan tindakan dan perbuatan tercela, usulan pemberhentian hakim dan 

hakim agung, dan yang menarik adalah adanya keterlibatan unsur KY dalam majelis 

kehormatan hakim (MKH). Kemudian ada ketentuan baru yang belum ada dalam UU 

KY sebelumnya, yakni keterlibatan KY dalam melakukan seleksi dan pengangkatan 

hakim tingkat pertama, pemeriksaan bersama KY dan MA apabila ditemukan 

perbedaan hasil pemeriksaan internal oleh MA dan eksternal oleh KY, dan 

menganalisis putusan untuk dijadikan dasar dalam melakukan mutasi hakim.  

Sejak dikembalikannya beberapa kewenangan KY oleh undang-undang paket 

peradilan, walaupun belum sepenuhnya bangkit, KY mulai mendapat tenaga baru 

dalam melaksanakan tugas-tugas konstitusionalnya. Pada tanggal 8 April 2009, 

Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung melakukan peremuan guna mengesahkan 

Pedoman Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim yang tertuang dalam Keputusan 

Bersama nomor 047/KMA/SKB/IV/2009 dan 02/ SKB/P.KY/IV/2009. Pedoman 



 
 
 

tersebut mengatur 10 butir aturan perilaku sebagai berikut : (1) Berperilaku Adil, (2) 

Berperilaku Jujur, (3) Berperilaku Arif dan Bijaksana, (4) Bersikap Mandiri, (5) 

Berintegritas Tinggi, (6) Bertanggung Jawab, (7) Menjunjung Tinggi Harga Diri, (8) 

Berdisplin Tinggi, (9) Berperilaku Rendah Hati, (10) Bersikap Profesional. 

Sebagaimana tujuan daripada revisi UU KY yakni untuk mengatasi 

kekosongan hukum (rechtsvacuum ) dalam hal pengawasan eksternal peradilan yang 

dilakukan oleh KY akibat putusan MK. Beberapa materi sebenarnya memang telah 

dilengkapi oleh undang-undang paket peradilan, namun tetap saja KY mesti memiliki 

undang-undang payung sebagai basis yuridis dalam melaksanakan tugas-tugas 

konstitusionalnya.  

Setidaknya ada 7 (tujuh) pasal yang dinyatakan bertentangan dengan 

konstitusi menurut MK dalam undang-undang KY terdahulu terkait dengan 

kewenangan pengawasannya, yaitu: 

2. Pasal 20 yang pada pokoknya menyebutkan: “….Komisi Yudisial mempunyai 

tugas melakukan pengawasan terhadap perilaku hakim dalam rangka 

menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta menjaga perilaku hakim”.  

3. Pasal 21 yang pada pokoknya menyebutkan: “….Komisi Yudisial bertugas 

mengajukan usul penjatuhan sanksi terhadap hakim kepada pimpinan Mahkamah 

Agung dan/atau Mahkamah Konstitusi ”. 

4. Pasal 22 Ayat (1) Huruf e yang pada pokoknya menyebutkan : “…..Komisi 

Yudisial: e. membuat laporan hasil pemeriksaan yang berupa rekomendasi dan 



 
 
 

disampaikan kepada Mahkamah Agung dan/atau Mahkamah Konstitusi, serta 

tindasannya disampaikan kepada Presiden dan DPR ”. 

4. Pasal 22 Ayat (5) yang menyebutkan: Dalam hal badan peradilan atau hakim 

tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Mahkamah 

Agung dan/atau Mahkamah Konstitusi wajib memberikan penetapan berupa 

paksaan kepada badan peradilan atau hakim untuk memberikan keterangan atau 

data yang diminta”.  

5. Pasal 23 Ayat (2) yang menyebutkan “ Usul penjatuhan sanksi sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf a beserta alasan kesalahannya bersifat mengikat, 

disampaikan oleh Komisi Yudisial kepada pimpinan Mahkamah Agung dan/atau 

Mahkamah Konstitusi”.  

6. Pasal 23 Ayat (3) yang menyebutkan “ Usul penjatuhan sanksi sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c diserahkan oleh Komisi Yudisial 

kepada Mahkamah Agung dan/atau Mahkamah Konstitusi”.  

7. Pasal 23 Ayat (5) yang menyebutkan: ” Dalam hal pembelaan diri ditolak, usul 

pemberhentian hakim diajukan oleh Mahkamah Agung dan/atau Mahkamah 

Konstitusi kepada Presiden paling lambat 14 (empat belas) hari sejak pembelaan 

diri ditolak oleh Majelis Kehormatan Hakim”.  

Kewenangan pengawasan yang dimiliki KY dan diterjemahkan dalam bentuk 

pemeriksaan terhadap hakim sampai mengusulkan sanksi kepada institusi masing-

masing inilah yang kemudian dianulir oleh MK. Ketentuan sebagaimana dimaksud 

dianggap memunculkan ketidakpastian hukum karena tidak mengatur secara jelas 



 
 
 

tentang prosedur pengawasan, siapa subjek yang diawasi, apa objek yang diawasi, 

instrumen apa yang digunakan, serta bagaimana proses pengawasan itu dilaksanakan. 

Berdasarkan putusan MK, ada dua pokok persoalan yang semestinya 

dituntaskan oleh para legislator dalam agenda pembahasan. Pertama, menerjemahkan 

kewenangan utama KY, yakni mengusulkan calon hakim agung dan kewenangan lain 

dalam hal menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran, serta perilaku hakim 

agar sejalan dan sesuai dengan yang dimaksud dalam UUD 1945. Kedua, melakukan 

singkroniasi dengan UU Paket peradilan yang telah mengakomodir beberapa 

kewenangan KY didalamnyaSebagai sebuah lembaga pengawas eksternal, hal 

mendasar yang harus dijawab adalah bagaimana mendefinisikan fungsi pengawasan 

tersebut. Hal ini penting dilakukan sebelum melangkah lebih jauh merumuskan tugas 

dan keewenangan dan pola-pola kerja yang akan dilakukan lembaga pengawas itu 

sendiri, tak terkecuali KY. Secara umum, untuk adanya tindakan pengawasan 

diperlukan unsur-unsur sebagai  

Ketiga, tindakan pengawasan berakhir dengan disusunnya evaluasi akhir terhadap 

kegiatan yang dilaksanakan serta pencocokan hasil yang dicapai dengan rencana 

sebagai tolak ukurnya. Keempat, untuk selanjutnya tindakan pengawasan akan 

diteruskan dengan tindak lanjut baik secara administratif maupun secara yuridis
110
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Dengan demikian, kita dapat mencermati beberapa kelemahan KY dalam undang-

undang terdahulu untuk kemudian melakukan analisis kritis terhadap ketentuan yang 

baru. 

  Walaupun kewenangan pengawasan hakim oleh Komisi Yudisial telah 

„diamputasi‟ melalui putusan Mahkamah Konstitusi, namun dalam praktiknya 

harapan dan keinginan masyarakat terhadap Komisi Yudisial untuk dapat melakukan 

pengawasan terhadap hakim semakin tinggi.  

B. Kewenangan Komisi Yudisial Dalam Rangka Menjaga Dan Menegakkan 

Kehormatan, Keluhuran Martabat Serta Perilaku Hakim Setelah Putusan 

Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006 terhadap Hakim Konstitusi 

dan Hakim Agung beserta hakim dibawah Lingkungan Mahkamah Agung 

 

1. Terhadap Hakim Mahkamah Konstitusi 

Proses pengawasan terhadap hakim pasca amandemen UUD 1945 tidak 

sepenuhnya berjalan mulus dalam tataran praktik. Hubungan antara Mahkamah 

Agung dan Komisi Yudisial berjalan tidak harmonis. Mahkamah Agung berpendapat 

bahwa Komisi Yudisial sanga luas mengartikan tugasnya sebagai pengawas terhadap 

hakim karena menjadikan putusan sebagai pintu masuk 

pengawasan. Ketidakharmonisan tersebut berujung permohonan judicial   

dilakukannya permohonan judicial review  oleh para hakim agung ke Mahkamah 

Konstitusi dan meminta Mahmakah Konstitusi unuk membatalkan pasal-pasal yang 

mengatur tentang kewenangan Komisi Yudisial untuk melakukan pengawasan 

terhadap hakim (dan hakim agung). 



 
 
 

Komisi Yudisial dalam melakukan fungsi pengawasan terhadap hakim 

ternyata berdampak terhadap hubungan antara Mahkamah Agung dan Komisi 

Yudisial. Lebih dari itu sering terjadi „perang pernyataan‟ kedua lembaga negara 

tersebut. Mahkamah Agung sebagai lembaga pemegang kekuasaan kehakiman yang 

mandiri dan dijamin dalam konstitusi, terkesan merespon dengan „risih‟ terhadap 

pengawasan dan setiap aktivitas Komisi Yudisial, karena dianggap dapat mengancam 

kebebasan hakim.
111

 Maka atas beberapa faktor itu hakim Mahkamah Agung 

melakukan uji materil (Judicial Review) terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 

2004 tentang Komisi Yudisial, yang dalam pelaksanaan tugasnya-pun ternyata 

langkah-langkah Komisi Yudisial dianggap sangat kontroversial. Bahkan 

kewenangan lembaga ini dipangkas melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 

005/PUU-IV/2006 yang dibuat berdasar permohonan pengujian atas Undang-Undang 

Nomor 22 Tahun  2004 tentang Komisi Yudisial oleh 31 orang Hakim Agung. 

Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa pengawasan yang dilakukan Komisi 

Yudisial terhadap hakim adalah pengawasan terhadap individu-individu hakim dan 

bukan pengawasan terhadap institusi Mahkamah Agung sebagai pemegang kekuasaan 

kehakiman, sebab dengan kedudukannya sebagai lembaga negara “yang bebas dan 

merdeka” Mahkamah Agung tidak dapat diawasi oleh lembaga negara lain, dan di 

dalam  putusan tersebut, Mahkamah Konstitusi juga menyatakan bahwa hakim 
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konstitusi juga bukan obyek pengawasan Komisi Yudisial dengan alasan hakim 

konstitusi bukanlah hakim profesi seperti hakim biasa. Bila hakim biasa tak terikat 

dengan jangka waktu, tidak demikian dengan hakim konstitusi yang diangkat hanya 

untuk jangka waktu lima tahun
112

. Dengan berlakunya putusan Mahkamah Konstitusi 

Nomor 005/PPU-IV/2006 maka kewenangan pengawasan eksternal terhadap hakim 

Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung oleh Komisi Yudisial dinyatakan tidak 

berlaku lagi 

Secara hukum, fungsi Komisi Yudisial pasca dikeluarkannya putusan 

Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006 adalah hanya sebagai pengusul 

pengangkatan Hakim Agung kepada DPR. Dengan kata lain Komisi Yudisial hanya 

menjalankan fungsi pengawasan yang bersifat preventif saja, sedangkan pengawasan 

secara eksternal yang dilakukan oleh Komisi Yudisial sudah dinyatakan tidak ada 

lagi. Hal ini berarti pengawasan yang bersifat represif sudah dibatalkan dengan 

putusan tersebut yang menyangkut juga perihal pengusulan sanksi kepada pimpinan 

Mahkamah Agug atau Mahkamah Konstitusi setelah memberikan keterangan di 

depan Majelis Kehormatan. 

Kasus Ketua Mahkamah Konstitusi M. Akil Mochtar ditahan oleh KPK 

terkait dugaan suap dua sengketa Pemilukada Gunung Mas dan Lebak, membuat 

Mahkamah Konstitusi dan publik benar-benar shock. Soalnya, tak tanggung-tanggung 
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aktor yang terlibat didalamnya adalah orang nomor satu di lembaga pengawal 

konstitusi. Belum pernah ada di dunia ketua Mahkamah Konstitusi ditahan karena 

menerima suap kecuali di Indonesia. Tidak heran, citra Mahkamah Konstitusi yang 

selama ini dikenal berwibawa dan bersih, langsung jatuh ke titik nadir. Sejak saat itu, 

muncul desakan publik agar hakim konstitusi diawasi sebuah lembaga permanen 

yang berfungsi menjaga keluhuran martabat dan perilakunya. Sejak Mahkamah 

Konstitusi berdiri, belum ada organ/lembaga yang mengawasi hakim konstitusi. 

Awalnya, Komisi Yudisial dianggap berwenang mengawasi hakim konstitusi. 

Namun, Mahkamah Konstitusi membatalkan fungsi pengawasan Komisi Yudisial 

terhadap hakim konstitusi lewat uji materi Undang – Undang No. 22 Tahun 2004 

tentang Komisi Yudisial yang dimohonkan 31 hakim agung. Lewat Putusan 

Mahkamah Konstitusi No. 005/PUU-IV/2006 dinyatakan hakim konstitusi tidak 

termasuk objek pengawasan
113

 Komisi Yudisial.  

Desakan ini ditanggapi oleh Mahkamah Konstitusi dengan membentuk 

Dewan Etik Hakim Konstitusi lewat Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 2 Tahun 

2013 yang bertugas mengawasi perilaku hakim konstitusi. Dewan Etik Hakim 

Konstitusi dalam melaksanakan tugasnya dapat menerima laporan masyarakat atau 

temuan, mengumpulkan informasi, dan menganalisis laporan dugaan pelanggaran 

perilaku hakim konstitusi sehubungan dengan putusan Mahkamah Konstitusi. 

 Bersamaan dengan itu, presiden-pun mengeluarkan Perppu No. 1 Tahun 2013 

tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang No. 24 Tahun 2003 tentang 
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Mahkamah Konstitusi. Awalnya terjadi polemik, tetapi pada akhirnya DPR 

mengesahkan Perppu Mahkamah Konstitusi itu menjadi undang-undang yang 

memberi wewenang kepada Komisi Yudisial untuk membentuk MKHK bersama 

Mahkamah Konstitusi yang bersifat tetap dan sekretariatnya berkedudukan di Komisi 

Yudisial. MKHK ini beranggotakan lima orang dari unsur mantan hakim konstitusi, 

praktisi hukum, dua orang akademisi, dan tokoh masyarakat. Seperti termuat dalam 

Pasal 27A Undang – Undang Mahkamah Konstitusi perubahan kedua. 

Dalam putusan No. 005/PUU-IV/2006, ada tiga hal pokok yang diputus oleh 

Mahkamah Konstitusi. Pertama, menyatakan bahwa pencakupan hakim agung dalam 

arti hakim di dalam Undang-Undang tentang Komisi Yudisial sudah benar dan tidak 

bertentangan dengan UUD 1945. Kedua, pencakupan hakim konstitusi dalam arti 

hakim yang dapat diawasi oleh Komisi Yudisial adalah tidak benar dan bertentangan 

dengan UUD 1945. Ketiga, beberapa pasal yang terkait dengan materi dan cara 

pengawasan hampir seluruhnya dinyatakan batal oleh Mahkamah Konstitusi sehingga 

secara legal formil Komisi Yudisial tidak bisa melakukan kegiatan pengawasan 

terhadap hakim. 

 Selain kontroversi mengenai putusan tersebut, beberapa bulan setelah 

keluarnya putusan 005/PUU-IV/06/2012, Mahkamah Konstitusi membentuk suatu 

majelis bernama Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi melalui Peraturan 

Mahkamah Konstitusi nomor 10/PMK/2006. Majelis ini dibentuk bertujuan untuk 



 
 
 

mewujudkan hakim konstitusi yang profesional dan bermartabat berdasarkan Kode 

Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi Republik Indonesia. Pengaturan mengenai 

majelis kehormatan hakim konstitusi ini kemudian dinormakan dalam UU Nomor 8 

Tahun 2011 tentang perubahan atas UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah 

Konstitusi. 

Sedangkan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi merupakan alat yang 

dibentuk oleh Mahkamah Konstitusi untuk memantau, memeriksa dan 

merekomendasikan tindakan terhadap Hakim Konstitusi, yang diduga melanggar 

Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Konstitusi. Secara historis lembaga ini 

pertama kali dibentuk pada 1 Desember 2006, tiga bulan setelah keluarnya putusan 

nomor 005/PUU-IV/2006 yang menghapuskan kewenangan komisi yudisial dalam 

mengawasi hakim konstitusi. Dasar hukum pembentukan Majelis Kehormatan 

Mahkamah Konstitusi pertama kali yakni berdasarkan Peraturan Mahkamah 

Konstitusi nomor 10/PMK/2006. 

Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi tersebut, Majelis Kehormatan 

Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga yang bersifat ad hoc yang dibentuk oleh 

mahkamah konstitusi untuk menegakkan kode etik dan perilaku hakim konstitusi
114

. 

Majelis kehormatan beranggotakan lima orang, yang terdiri atas dua orang berasal 

dari hakim panel etik yang terdiri dari hakim konstitusi, ditambah tiga orang yang 
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masing-masing seorang guru besar senior dalam ilmu hukum, seorang mantan hakim 

agung atau mantan hakim konstitusi sera seorang mantan pimpinan lembaga tinggi 

negara. 

Perkembangan pengaturan mengenai Majelis kehormatan Mahkamah 

Konstitusi di normakan di dalam Undang-undang nomor 8 tahun 2011 tentang 

Perubahan Atas Undang-Undang nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah 

Konstitusi. Pada bab IVA diatur mengenai kode etik dan pedoman perilaku hakim 

konstitusi serta Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Dalam pasal 27 A ayat 

(2) berisi: 

Untuk menegakkan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Konstitusi 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk Majelis Kehormatan Mahkamah 

Konstitusi yang keanggotannya terdiri atas: 

1. 1 (satu) orang hakim konstitusi; 

2. 1 (satu) orang anggota Komisi Yudisial; 

3. 1 (satu) orang dari unsur DPR; 

4. 1 (satu) orang dari unsur pemerintah yang menyelenggarakan urusan 

pemerintahan di bidang hukum; dan 

5. 1 (satu) orang hakim agung. 

Secara garis besar, persamaan kewenangan yang dimiliki oleh Komisi 

Yudisial dan Mahkamah Konstitusi adalah memilki objek pengawasan yang sama, 

Komisi Yudisial sebelum keluarnya putusan MK nomor 005/PUU-IV/2006 

berwenang melakukan pengawasan terhadap Mahkamah Agung dan Mahkamah 



 
 
 

Konstitusi sedangkan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi mengawasi hakim 

konstitusi setelah keluarnya putusan MK nomor 005/PUU-IV/2006 tersebut. 

Perubahan ini di latarbelakangi karena terdapat beberapa ketentuan yang tidak 

sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan hukum masyarakat dan kehidupan 

ketatanegaraan. Beberapa pokok materi penting dalam perubahan Undang-Undang 

Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, antara lain susunan Majelis 

Kehormatan Mahkamah Konstitusi; pengawasan hakim konstitusi; masa jabatan 

Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi, syarat pendidikan untuk dapat 

diangkat sebagai hakim konstitusi, serta Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku 

Hakim Mahkamah Konstitusi
115

 

Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi bertugas melakukan pengumpulan 

informasi dan bukti-bukti terkait adanya dugaan pelanggaran kode etik dan perilaku 

hakim; pemanggilan terhadap hakim terlapor;   pemeriksaan terhadap hakim terlapor; 

dan penyampaian laporan kepada Mahkamah tentang hasil pemeriksaan terhadap 

hakim terlapor. Keputusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi adalah dalam 

bentuk rekomendasi penjatuhan sanksi. 

Mahkamah Konstitusi juga telah mengeluarkan peraturan Mahkamah 

Konstitusi Nomor 2/PMK/2013 tentang Dewan Etik Hakim Konstitusi yang memuat 

tugas dan wewenang, masa tugas, panitia seleksi, dan mekanisme kerja dewan etik 
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yang memiliki fungsi utama mengawasi perilaku hakim konstitusi. Dewan etik ini 

bertugas menerima laporan masyarakat atau temuan, mengumpulkan informasi, dan 

menganalisis laporan dugaan pelanggaran perilaku hakim konstitusi terkait putusan 

MK. Komisi Yudisial dilibatkan pada pembentukan Majelis Kehormatan Hakim 

Konstitusi ini sebagai anggota, dan kesekretariatanya berada di Komisi Yudisial. 

Bahwa kemudian peristiwa terjaringnya Akil Mochtar sebagai Ketua MK 

dalam operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan oleh KPK pada tanggal  2 

Okober 2013 telah membuat kepercayaan public terhadap MK merosot dan jatuh 

pada titik nadir. Tertangkapnya Akil Mochtar memunculkan kegaduhan politik yang 

luar biasa bagi kalangan masyarakat yang selama ini memiliki harapan besar kepada 

MK untuk mengawal reformasi dan bangunan negara hukum yang demokratis. 

Pencitraan bahwa MK merupakan salah satu lembaga negara  selain KPK 

yang dianggap steril dari praktik korupsi pun memudar.
116

 Citra yang buruk MK saat 

ini berdampak kepada penghapusan fakta bahwa MK pernah berprestasi dalam 

memutus perkara pengujian undang-undang, sengketa antar lembaga negara, sengketa 

Pemilu, sengketa pemilihan presiden dan wakil presiden, dan beberapa putusan 

tentang sengketa Pemilukada. 

Berangkat dari peristiwa tersebut, untuk menyelamatkan demokrasi dan 

negara hukum Indonesia serta untuk mengembalikan kewibawaan dan kepercayaan 

                                                             
116 Kompas, Senin, 14 Oktober 2013, Hlm. 5 

 



 
 
 

masyarakat terhadap Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga negara yang 

menjalankan fungsi menegakkan Undang-undang Dasar, maka pemerintah perlu 

melakukan perubahan terhadap Undang-undang Nomor 22 Tahun 2004 sebagaimana 

telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 20011, terutama terhadap 

ketentuan mengenai syarat dan tata cara seleksi, pemilihan, dan pengajuan calon 

hakim konstitusi serta pembentukan majelis kehormatan hakim konstitusi.
117

 

Poin-poin penting Perppu MK No. 1 Tahun 2013 antara lain, pemerintah ingin 

merevisi dan menambah persyaratan untuk menjadi hakim konstitusi, memperjelas 

mekanisme seleksi dan pengajuan hakim konstitusi, serta perbaikan sistem 

pengawasan hakim konstitusi. Pertama, untuk mendapatkan hakim konstitusi yang 

makin baik, syarat hakim konstitusi, sesuai Pasal 15 ayat (2) huruf i, ditambah “tidak 

menjadi anggota partai politik dalam jangka waktu paling singkat 7 (tujuh) tahun 

sebelum diajukan sebagai calon hakim konstitusi”. Kedua, mekanisme proses seleksi 

dan pengajuan hakim konstitusi disempurnakan sehingga memperkuat prinsip 

transparansi, partisipasi dan akuntabilitas sesuai dengan harapan dan opini publik, 

yang tercantum pula dalam Pasal 18A UU MK. Untuk itu, sebelum ditetapkan oleh 

Presiden, pengajuan calon hakim konstitusi oleh MA, DPR dan/atau Presiden, 

terlebih dahulu dilakukan proses uji kelayakan dan kepatutan yang dilaksanakan oleh 

Panel Ahli yang dibentuk oleh Komisi Yudisial. Panel Ahli beranggotakan tujuh 

orang yang terdiri dari: a. Satu orang diusulkan oleh MA; b. Satu orang diusulkan 
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oleh DPR; c. Satu orang diusulkan olehPresiden; dan d. Empat orang dipilih oleh 

Komisi Yudisial berdasarkan usulan masyarakat, yang terdiri atas mantan hakim 

konstitusi, tokoh masyarakat, akademisi di bidang hukum, dan praktisi hukum. 

Ketiga, perbaikan sistem pengawasan hakim konstitusi yang lebih efektif dilakukan 

dengan membentuk Majelis Kehormatan Hakim Konstitusi (MKHK) yang sifatnya 

permanen, dengan tetap menghormati independensi hakim konstitusi. Oleh karena itu, 

MKHK dibentuk bersama oleh Komisi Yudisial dan MK dengan susunan 

keanggotaan lima orang terdiri dari: a. Satu orang mantan hakim konstitusi; b. Satu 

orang praktisi hukum; c. Dua orang akademisi yang salah satu atau keduanya berlatar 

belakang di bidang hukum; dan d. Satu orang tokoh masyarakat
118

. 

 

Dalam Pasal 1 angka (4) Perppu Nomor 1 tahun 2013 disebutkan Majelis 

Hakim Kehormaan Konstitusi merupakan perangkat yang dibentuk oleh Komisi 

Yudisial untuk menjaga kehormatan dan kehormatan dan perilaku hakim konsitusi. 

Sementara itu guna menguji kelayakan dan kepautan calon hakim agung, KY 

membentuk panel ahli. 

Pasal 27A Undang-undang Nomor 8 Tahun 2011 juga mengalami perubahan 

oleh Perppu Nomor 1 ahun 2013 ini yakni :  

(1). Mahkamah Konstitusi bersama-sama dengan Komisi Yudisial menyusun dan 

menetapkan kode etik dan pedoman perilaku Hakim Konstitusi yang berisi 

norma yang harus dipatuhi oleh setiap hakim konstitusi dalam menjalankan 

tugasnya untuk menjaga kehormatan dan perilaku hakim monstitusi  
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(2) Dalam menyusun kode etik dan pedoman perilaku hakim konstitusi sebagaimana 

dimaksud ayat (1), Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial dapat 

mengikutsertakan pihak lain yang berkompeten 

 

(3) Kode etik sebagaimana dimaksud ayat (1) bersifat mengikat serta wajib dipatuhi 

oleh hakim konstitusi 

 

(4) Untuk menegakkan kode etik dan pedoman perilaku hakim konstitusi 

sebagaimana dimaksud ayat (1), Mahkamah Konstitusi bersama-sama dengan 

Komisi Yudisial membentuyk Majelis Kehormatan Hakim yang bersifat tetap 

 

(5) Keanggotan Majelis kehormatan Hakim Konstitusi sebagaimana dimaksud ayat 

(4) berjumlah 5 orang yang terdiri dari unsure :  

a. 1 satu) orang mantan hakim konstitusi 

b. 1 satu orang praktisi hukum 

c. 2 (dua) orang akademisi yang salah satu atau keduanya berlatar belakang 

dibidang hukum dan 

d. 1 (satu) orang tokoh masyarakat 

 

Majelis Kehormatan Hakim Konstitusi mempunyai weweanng untuk : 

memanggil hakim konstitusi yang diduga melanggar kode etik untuk memberikan 

penjelasan dan pembelaan; memanggil pelapor, saksi dan/atau pihak lain yang terkait 

untuk dimintai keterangan, termasuk untuk dimintai dokumen, atau bukti lain dan 

memberikan sanksi kepada hakim konstitusi yang terbukti melanggar kode etik. 

Putusan Majelis Kehormatan Hakim Konstitusi berupa sanksi atau rehabilitasi 

diambil dalam rapat pleno Majelis Kehormatan Hakim Konstitusi yang mana putusan 

Majelis Kehormatan Hakim Konstitusi ini bersifat final dan mengikat. 

2. Terhadap Hakim Agung dan Hakim di Lingkungan Mahkamah Agung 

Implikasi lain dari Putusan Nomor 005/PUU-IV/2006 adalah munculnya 

kekosongan hukum tentang pelaksanaan pengawasan hakim oleh KY. Dengan 



 
 
 

kejadian ini, pengawasan hakim kembali kepada pengawasan internal. Padahal, 

selama ini, pengawasan internal dianggap tidak optimal dalam mengawasi praktik 

penyimpangan yang dilakukan oleh hakim. Pada halaman 201 Putusan MK No 

005/PUU-IV/2006 dinyatakan: Untuk mengatasi akibat kekosongan hukum yang 

terlalu lama berkaitan dengan tugas KY, khususnya yang berkaitan dengan ketentuan 

mengenai pengawasan perilaku hakim, Undang-undang KY harus segera 

disempurnakan melalui proses perubahan undang-undang sebagaimana mestinya.  

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006 telah membawa 

perubahan terhadap Komisi Yudisial, Mahkamah Agung, dan terhadap system hukum 

Indonesia. Perubahan paling besar tentu saja yang dialami oleh Komisi Yudisial, 

yaitu menyangkut pembatalan fungsi pengawasan Komisi Yudisial. Dengan adanya 

pembatalan tersebut, mengakibatkan terjadinya kekosongan hukum  (Recht Vakum) 

bagi Komisi Yudisial untuk melaksanakan fungsi pengawasan terhadap perilaku 

hakim. 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua 

atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Salah satu 

poin penting yang terdapat dalam Undang-Undang ini adalah menyangkut hubungan 

kelembagaan antara Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial yaitu mengenai 

pemulihan kewenangan Komisi Yudisial dalam mengawasi Hakim Agung. 

Sebelumnya melalui pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang 

Komisi Yudisial Mahkamah Konstitusi telah memangkas kewenangan Komisi 



 
 
 

Yudisial sepanjang menyangkut pengawasan terhadap Hakim Agung. Undang-

Undang ini mengatur 3 (tiga) macam bentuk pengawasan yaitu: (1) pengawasan 

menyangkut penyelenggaraan peradilan yang dilaksanakan oleh Mahkamah Agung; 

(2) pengawasan terhadap pelaksanaan tugas administrasi dan keuangan dilaksanakan 

oleh Mahkamah Agung; (3) Pengawasan terhadap perilaku Hakim Agung dan hakim 

dilingkungan Mahkamah Agung dilaksanakan oleh Mahkamah Agung sebagai 

pengawas internal dan Komisi Yudisial sebagai pengawas eksternal. 

Pengawasan terhadap perilaku hakim yang dilaksanakan oleh Mahkamah  

Agung dan Komisi Yudisial harus berpedoman pada Kode Etik dan Pedoman 

Perilaku Hakim yang ditetapkan secara bersama-sama oleh Mahkamah Agung dan 

Komisi Yudisial. Disamping pembagian proporsi yang jelas antara Mahkamah Agung 

dan Komisi Yudisial dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap Hakim Agung 

dan hakim dilingkungan Mahkamah Agung, dalam pembentukan Majelis 

Kehormatan Mahkamah Agung Komisi Yudisial juga dilibatkan, bahkan 

mendapatkan proporsi yang lebih besar dibandingkan Mahkamah Agung. 

Keanggotaan Majelis Kehormatan Mahkamah Agung terdiri dari 4 (empat) orang 

anggota Komisi Yudisial dan 3 (orang) Hakim Agung.  

 Dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009, Komisi Yudisial dan/atau 

Mahkamah Agung berwenang mengusulkan pemberhentian Hakim Agung apabila 

terbukti melakukan perbuatan tercela, dan Komisi Yudisial juga berwenang 

mengusulkan pemberhentian Hakim Agung apabila terbukti melanggar kode etik 

dan/atau pedoman perilaku hakim. 



 
 
 

 Sebelum Komisi Yudisial dan/atau Mahkamah Agung mengajukan usul 

pemberhentian Hakim Agung, Hakim Agung diberi hak untuk membela diri di 

hadapan Majelis Kehormatan Hakim. Majelis Kehormatan Hakim dibentuk oleh 

Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial paling lama 14 (empat belas) hari kerja 

terhitung sejak tanggal diterimanya usul pemberhentian. Keanggotaan Majelis 

Kehormatan Hakim terdiri atas 3 (tiga) orang hakim agung, 4 (empat) orang anggota 

Komisi Yudisial. 

 Majelis Hakim yang dibentuk melakukan pemeriksaan usulan pemberhentian 

paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal pembentukan Majelis 

Kehormatan Hakim. Dalam hal pembelaan diri hakim Agung di tolak, Majelis 

Kehormatan Hakim menyampaikan keputusan usul pemberhentian kepada Ketua 

Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal 

pemeriksaan selesai. Kemudian Ketua Mahkamah Agung menyampaikan usul 

pemberhentian kepada Presiden paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak 

tanggal diterimanya keputusan usul pemberhentian dari Majelis Kehormatan Hakim, 

dan Keputusan Presiden mengenai pemberhentian tersebut ditetapkan paling lama 30 

hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya usul pemberhentian dari Keua 

Mahkamah Agung. Ketentuan mengenai tata cara pembentukan, tata kerja dan tata 

cara pengambilan keputusan Majelis Kehormatan Hakim diatur bersama-sama oleh 

Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial. 

 Mahkamah Agung merupakan pengadilan negara tertinggi dari semua 

lingkungan peradilan yang berada dibawahnya. Oleh sebab itu, Mahkamah Agung 



 
 
 

melakukan pengawasan tertinggi terhadap badan peradilan dalam lingkungan 

peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, dan 

lingkungan peradilan tata usaha negara. Namun demikian, Mahkamah Agung 

bukanlah satu-satunya lembaga negara yang melakukan pengawasan karena ada 

pengawas eksternal yang dilakukan oleh Komisi Yudisial. Berdasarkan Pasal 24B 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Komisi Yudisial 

berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai kewenangan 

lainnya dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, 

serta perilaku hakim. Oleh karena itu, perlu kejelasan mengenai pengawasan yang 

menjadi kewenangan Mahkamah Agung dan pengawasan yang menjadi kewenangan 

Komisi Yudisial. Pengawasan yang dilakukan oleh Mahkamah Agung meliputi 

pelaksanaan tugas yudisial, administrasi dan keuangan, sedangkan pengawasan yang 

menjadi kewenangan Komisi Yudisial adalah pengawasan atas perilaku hakim, 

termasuk hakim agung. Dalam rangka pengawasan ini diperlukan adanya kerja sama 

dan sinergisitas yang harmonis antara Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial.        

Dalam ketentuan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang 

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah 

Agung (“UU 3/2009”) juga menyebutkan fungsi pengawasan oleh Mahkamah Agung 

dengan rumusan berikut: 

https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/28864/nprt/1060/uu-no-3-tahun-2009-perubahan-kedua-atas-undang-undang-nomor-14-tahun-1985-tentang-mahkamah-agung
https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/28864/nprt/1060/uu-no-3-tahun-2009-perubahan-kedua-atas-undang-undang-nomor-14-tahun-1985-tentang-mahkamah-agung
https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/28864/nprt/1060/uu-no-3-tahun-2009-perubahan-kedua-atas-undang-undang-nomor-14-tahun-1985-tentang-mahkamah-agung


 
 
 

1.  Mahkamah Agung melakukan pengawasan tertinggi terhadap penyelenggaraan 

peradilan pada semua badan peradilan yang berada di bawahnya dalam 

menjalankan kekuasaan kehakiman; 

2.   Selain pengawasan tadi, Mahkamah Agung melakukan pengawasan tertinggi 

terhadap pelaksanaan tugas administrasi dan keuangan; 

3.  Mahkamah Agung berwenang meminta keterangan tentang hal-hal yang 

bersangkutan dengan teknis peradilan dari semua badan peradilan yang ada di 

bawahnya; 

4.  Mahkamah Agung berwenang memberi petunjuk, teguran, atau peringatan kepada 

pengadilan di semua badan peradilan yang berada di bawahnya; 

5.   Pengawasan itu tak boleh mengurangi kebebasan hakim dalam memeriksa dan 

memutus perkara. 

Kebijakan pengawasan Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 32 UU 3/2009 tersebut dimaksudkan untuk mewujudkan era peradilan yang 

bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme
119

 

Selanjutnya Pasal 40 UU Kekuasaan Kehakiman menyebutkan apa yang 

harus dilakukan Komisi Yudisial dalam rangka pengawasan hakim: 

(1)  Dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran 

martabat, serta perilaku hakim dilakukan pengawasan eksternal oleh 

Komisi Yudisial.  

(2) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

Komisi Yudisial mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap 

perilaku hakim berdasarkan  Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.  

 

Istilah „menjaga dan „menegakkan‟ kehormatan, keluhuran martabat, serta 

perilaku hakim dalam wewenang Komisi Yudisial sebagaimana disebut Pasal 24B 

                                                             
119 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial sebagaimana yang telah diubah 

oleh Undang-Undang Nomor 18 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 

Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial; 

 

https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/19747/nprt/537/uu-no-22-tahun-2004-komisi-yudisial
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ayat (1) UUD 1945 mengandung makna preventif dan refresif. „Menjaga‟ berarti 

Komisi Yudisial melakukan serangkaian kegiatan yang dapat menjaga hakim agar 

tidak melakukan tindakan yang melanggar kode etik dan pedoman perilaku hakim. 

„Menegakkan‟ bermakna Komisi Yudisial melakukan tindakan represif terhadap 

hakim yang telah melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (“KEPPH”). 

Tindakan itu dapat berbentuk pemberian sanksi.
120

 

Selain itu juga, Oleh karena Kewenangan Komisi Yudisial sebagimana 

dimaksud dalam Undang-undang Nomor 22 tahun 2004 Tentang Komisial telah 

dilumpuhkan oleh Mahkamah Konstitusi, maka dalam rangka memperkuat 

kewenangan, tugas dan fungsi Komisi Yudisial, pemerintah kemudian melakukan 

perubahan melalui Undang-undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang atas  Undang-

undang Nomor 22 tahun 2004 Tentang Komisial. 

Undang-undang Nomor 18 Tahun 2011 ini merupakan perubahan atas 

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial. Perubahan 

dilakukan dalam upaya menjabarkan “Kewenangan Lain” sebagaimana dimaksud 

dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan hal yang 

terkait dengan upaya penguatan tugas dan fungsi Komisi Yudisial. Selain itu, 

perubahan tersebut dilakukan dengan pertimbangan karena terdapat beberapa pasal 

dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial yang 

dianggap sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan hukum masyarakat 
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dan kehidupan ketatanegaraan menurut Undang-undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945
121

. 

Beberapa pokok materi penting dalam perubahan Undang-undang Nomor 22 

Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial antara lain
122

: 

- Penentuan secara tegas mengenai jumlah keanggotaan Komisi Yudisial 

- Pencantuman Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim sebagai pedoman KY 

dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta 

perilaku hakim 

 

- Permintaan bantuan oleh Komisi Yudisial kepada aparat penegak hukum untuk 

melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan dalam hal adanya dugaan 

pelanggaran kode etik oleh hakim 

 

- Pemanggilan paksa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 

terhadap saksi yang tidak memenuhi panggilan 3 (tiga) kali berturut-turut dan 

 

- Penjatuhan sanksi ringan, sedang maupun berat, kecuali pemberhentian tetap tidak 

dengan hormat dilakukan oleh Mahkamah Agung atas usul Komisi Yudisial 

 

Adapun pemberian sanksi berat berupa pemberhentian tidak dengan hormat 

diusulkan Komisi Yudisial kepada Majelis Kehormatan Hakim. Majelis Kehormatan 

Hakim merupakan perangkat yang dibentuk oleh Mahkamah Agung dan Komisi 

Yudisial yang bertugas memeriksa dan memutus mengenai adanya dugaan 

pelanggaran Kode Etik dan/atau pedoman perilaku hakim. 
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Dalam undang-undang ini, Komisi Yudisial mempunyai 7 (tujuh) orang 

anggota yang terdiri atas 2 (dua) orang mantan hakim, 2 (dua) orang praktisi hukum, 

2 (dua) akademisi hukum dan 1 (sattu) orang anggota masyarakat 

Berdasarkan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang 

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial, 

Komisi Yudisial mempunyai kewewenangan sebagai berikut: (1) mengusulkan 

pengangkatan Hakim Agung dan Hakim ad hoc di Mahkamah Agung kepada DPR 

untuk mendapatkan persetujuan; (2) menjaga dan menegakkan kehormatan, 

keluhuran martabat, serta perilaku hakim; (3) menetapkan Kode Etik dan/atau 

Pedoman Perilaku Hakim bersama-sama dengan Mahkamah Agung; dan (4) menjaga 

dan menegakkan pelaksanaan Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim.
123

 

Dalam Undang-Undang Nomor 18 tahun 2011 tentang Perubahan Atas 

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial (“UU 18/2011”) 

disebutkan bahwa Komisi Yudisial mempunyai tugas dalam rangka menjaga dan 

menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim, yakni: 

a.    Melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap perilaku hakim; 

b.    Menerima laporan dari masyarakat berkaitan dengan pelanggaran KEPPH; 

c.   Melakukan verifikasi, klarifikasi, dan investigasi terhadap laporan dugaan 

pelanggaran KEPPH; 

d.    Memutuskan benar tidaknya laporan dugaan pelanggaran KEPPH; dan 

e.   Mengambil langkah hukum dan/atau langkah lain terhadap orang perorangan, 

kelompok orang, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan dan 

keluhuran martabat hakim. 
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Pasal 19A Undang-undang Nomor 18 Tahun 2011 menyatakan dalam hal 

untuk menjaga dan menegakkan keluhuran martabat, serta perilaku hakim, Komisi 

Yudisial berpedoman pada Kode Etik dan/atau Pedoman Perilau Hakim yang telah 

ditetapkan bersam-sama dengan Mahkamah Agung. 

Adapun tugas Komisi Yudisial dalam konteks melakukan pemantauan dan 

pengawasan terhadap perilaku hakim adalah Komisi Yudisial menerima laporan 

masyarakat dan/atau informasi tentang dugaan pelanggaran KEPPH. Komisi Yudisial 

dapat meminta keterangan atau data kepada Badan Peradilan dan/atau Hakim. 

Apabila dugaan pelanggaran kode etik dan/atau pedoman perilaku hakim 

dinyatakan terbukti, Komisi Yudisial mengusulkan penjatuhan sanksi terhadap hakim 

yang diduga melakukan pelanggaran tersebut kepada Mahkamah Agung. Sanksi 

tersebut terdiri dari: sanksi ringan yaitu teguran lisan, teguran tertulis atau pernyataan 

tidak puas secara tertulis, sanksi sedang terdiri atas penundaan kenaikan gaji berkala 

paling lama 1 (satu) tahun, penurunan gaji sebesar 1 (satu) kali kenaikan gaji berkala 

paling lama 1 (satu) tahun, penundaan kenaikan pangkat paling lama 1 (satu) tahun, 

hakim non palu paling lama 6 (enam) bulan, sangksi berat terdiri   atas pembebasan 

dari jabatan structural, hakim non palu lebih dari 6 (enam) bulan sampai dengan 2 

(dua) tahun, pemberhentian sementara, pemberhentian tetap dengan hak pensiun atau 

pemberhentian tetap tidak dengan hormat. 

Mahkamah Agung menjatuhkan sanksi kepada hakim yang melakukan 

pelanggaran kode etik dan/atau pedoman perilaku hakim yang diusulkan Komisi 



 
 
 

Yudisial paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung semenjak tanggal usulan 

diterima. Jika tidak terjadi perbedaan pendapat antara Komisi Yudisial dengan 

Mahkamah Agung tentang penjatuhan sanksi dan Mahkamah Agung belum 

menjauhkan sanksi dalam jangka waktu  60 (enam puluh) hari tersebut, maka usulan 

Komisi Yudisial berlaku otomatis dan wajib dilaksanakan oleh Mahkamah Agung. 

Dalam hal terjadi perbedaan antara Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung mengenai 

usulan Komisi Yudisial tentang penjatuhan sanksi ringan, sanksi sedang dan sanksi 

berat selain pemberhentian tetap dengan hak pensiun dan pemberhentian tetap dengan 

tidak hormat, dilakukan pemeriksaan bersama-sama oleh Komisi Yudisial dan 

Mahkamah Agung terhadap hakim yang bersangkutan yang apabila dalam jangka 

waku 60 (enam puluh ) hari tidak ada kata sepakat, maka usulan Komisi Yudisial 

sepanjang pemeriksaan tersebut meliputi pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran 

kode etik dan/atau pedoman perilaku hakim berlaku otomatis dan wajib dilaksanakan 

oleh Mahkamah Agung. 

Sanksi berat berupa pemberhentian tetap diusulkan Komisi Yudisial kepada 

Majelis Kehormatan Hakim yang terdiri dari 4 (empat) orang anggota Komisi 

Yudisial dan 3 (tiga) orang hakim agung. Majelis Kehormatan Hakim memeriksa dan 

memutus adanya dugaan pelanggaran kode etik dan/atau pedoman perilaku hakim 

yang diusulkan oleh Komisi Yudisial atau Mahkamah Agung dalam waktu 60 (enam 

puluh) hari terhitung sejak tanggal usulan diterima dan Mahkamah Agung wajib 

melaksanakan keputusan Majelis Kehormatan Hakim dalam waktu paling lama 30 



 
 
 

(tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diucapkan keputusan Majelis Kehormatan 

Hakim. 

Apabila dugaan pelanggaran dinyatakan tidak terbukti, Majelis Kehormatan 

Hakim menyatakan bahwa dugaan pelanggaran tidak terbukti dan memulihkan nama 

baik yang diadukan. Majelis Kehormatan Hakim  dibentuk berdasarkan kebutuhan  

yang mengenai tata cara pembentukannya diatur bersama oleh Komisi Yudisial dan 

Mahkamah Agung. 

Dengan demikian Mahkamah Agung adalah melaksanakan fungsi 

pengawasan internal, sedangkan Komisi Yudisial melaksanakan fungsi pengawasan 

eksternal. Oleh karena yang diawasi adalah sama-sama hakim di badan peradilan, 

maka pasti ada irisan kewenangan atau tumpang tindih kewenangan. Kedua lembaga 

sama-sama berwenang mengawasi hakim. Bedanya adalah Komisi Yudisial hanya 

berwenang mengenai dugaan pelanggaran KEPPH dan hanya berwenang terhadap 

hakim. Sebaliknya, Mahkamah Agung bukan hanya berwenang memeriksa dugaan 

pelanggaran KEPPH tetapi juga teknis yudisial, administrasi dan keuangan, dan 

Mahkamah Agung berwenang mengawasi aparat pengadilan selain hakim.  

  

Komisi Yudisial juga berwenang untuk mengawasi putusan hakim. Hal ini 

bisa dilihat dalam Pasal Pasal 42 UU Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan: 

“Dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta 

perilaku hakim, Komisi Yudisial dapat menganalisis putusan pengadilan yang telah 



 
 
 

memperoleh kekuatan hukum tetap sebagai dasar rekomendasi untuk melakukan 

mutasi hakim”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

BAB IV 

PENUTUP 

A.  Kesimpulan 

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan diatas, dapat ditarik 

kesimpulan Sebagai berikut : 

1. Implikasi dari Putusan MK Nomor 005/PUU-IV/2006 adalah timbulnya 

kekosongan hukum mengenai pelaksanaan pengawasan hakim oleh KY. Dengan 

putusan ini, pengawasan hakim kembali kepada pengawasan internal. Padahal, 

selama ini, pengawasan internal dianggap tidak optimal dalam mengawasi 

terjadinya praktik menyimpangan perilaku hakim.  

Selain itu, putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006 menyebabkan 

terjadinya pergeseran kewenangan konstitusional Komisi Yudisial, yaitu tidak 

dapat melaksanakan kewenangan lainnya dalam hal menegakkan kehormatan dan 

keluhuran martabat serta menjaga perilaku (fungsi pengawasan) terhadap Hakim 

Konstitusi. Pengawasan terhadap Hakim Konstitusi dilakukan sepenuhnya melalui 

pengawasan internal oleh Dewan Kehormatan Mahkamah Konstitusi. 

2. Sebagai akibat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006, Hakim 

Konstitusi tidak lagi menjadi objek pengawasan oleh Komisi Yudisial, maka 

Mahkamah Konstitusi membentuk Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi 

untuk memantau, memeriksa dan merekomendasikan tindakan terhadap Hakim 



 
 
 

Konstitusi, yang diduga melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim 

Konstitusi.. Dasar hukum pembentukan Majelis Kehormatan Mahkamah 

Konstitusi pertama kali yakni berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 

10/PMK/2006. Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi di bentuk guna 

menegakkan kode etik dan perilaku hakim konstitusi. Majelis Kehormatan 

Mahkamah Konstitusi di normakan di dalam Undang-undang nomor 8 tahun 2011 

tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah 

Konstitusi.  

Setelah tertangkapnya Ketua MK Akil Mochtar, maka guna menyelamatkan 

demokrasi dan negara hukum Indonesia serta untuk mengembalikan kewibawaan 

dan kepercayaan masyarakat terhadap MK, maka pemerintah kemudian 

mengeluarkan Perppu Nomor 1 tahun 2013 yang diundangkan dengan undang-

undang Nomor 4 tahun 2014 untuk merevisi dan menambah persyaratan menjadi 

hakim konstitusi, memperjelas mekanisme seleksi dan pengajuan hakim konstitusi 

serta perbaikan system pengawasan hakim konstitusi.Majelis Kehormatan 

Mahkamah Konstitusi bertugas melaksanakan pengumpulan informasi dan bukti-

bukti terkait dengan adanya dugaan pelanggaran kode etik dan perilaku hakim; 

pemanggilan terhadap hakim terlapor;   pemeriksaan terhadap hakim terlapor; dan 

penyampaian laporan kepada Mahkamah tentang hasil pemeriksaan terhadap 

hakim terlapor. Keputusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi berupa 

rekomendasi penjatuhan sanksiMahkamah Konstitusi juga telah mengeluarkan 



 
 
 

peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PMK/2013 tentang Dewan Etik Hakim 

Konstitusi yang memuat tugas dan wewenang, masa tugas, panitia seleksi, dan 

mekanisme kerja dewan etik yang memiliki fungsi utama mengawasi perilaku 

hakim konstitusi. Dewan etik ini bertugas menerima laporan masyarakat atau 

temuan, mengumpulkan informasi, dan menganalisis laporan dugaan pelanggaran 

perilaku hakim konstitusi terkait putusan MK. Komisi Yudisial dilibatkan dalam 

pembentukan Majelis Kehormatan Hakim Konstitusi ini sebagai anggota, dan 

kesekretariatanya berada di Komisi Yudisial 

Selain itu, setelah putusan Mahkamah Konstitui Nomor 005/PUU-IV/2006 

Mahkamah Agung, maka juga terjadi kekosongan hukum mengenai pengawasan 

hakim agung dan hakim dilingkungan Mahkamah Agung oleh KY. Pemerintah 

kemudian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan 

Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, 

menegaskan Yudisial adalah sebagai pengawas Eksternal terhadap perilaku Hakim 

Agung dan hakim dilingkungan Mahkamah Agung dilaksanakan oleh Mahkamah 

Agung sebagai pengawas internal dan Komisi Yudisial sebagai pengawas 

eksternal dan Mahkamah Agung sebagai pengawas internal. Salah satu poin 

penting yang terdapat dalam perubahan itu adalah menyangkut hubungan 

kelembagaan antara MA dan KY mengenai pemulihan kewenangan KY dalam 

mengawasi Hakim Agung. KY dan MA bersama membentuk Majelis Kehormatan 

Hakim. 



 
 
 

Oleh karena Kewenangan Komisi Yudisial sebagimana dimaksud dalam Undang-

undang Nomor 22 tahun 2004 Tentang Komisial telah dilumpuhkan oleh 

Mahkamah Konstitusi, maka dalam rangka memperkuat kewenangan, tugas dan 

fungsi Komisi Yudisial, pemerintah kemudian melakukan perubahan melalui 

Undang-undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang atas  Undang-undang Nomor 22 

tahun 2004 Tentang Komisial. Perubahan dilakukan dalam upaya  

menjabarkan kewenangan lain yang terkait dengan penguatan fungsi dan tugas KY 

dalam mekalukan pengawasan terhadap hakim guna menegakkan kehormatan, 

keluhuran martabat serta perilaku hakim 

Dengan demikian Mahkamah Agung adalah melaksanakan fungsi pengawasan 

internal, sedangkan Komisi Yudisial melaksanakan fungsi pengawasan eksternal. 

Oleh karena yang diawasi adalah sama-sama hakim di badan peradilan, maka pasti 

ada irisan kewenangan atau tumpang tindih kewenangan. Kedua lembaga sama-

sama berwenang mengawasi hakim. Bedanya adalah Komisi Yudisial hanya 

berwenang mengenai dugaan pelanggaran KEPPH dan hanya berwenang terhadap 

hakim. Sebaliknya, Mahkamah Agung bukan hanya berwenang memeriksa dugaan 

pelanggaran KEPPH tetapi juga teknis yudisial, administrasi dan keuangan, dan 

Mahkamah Agung berwenang mengawasi aparat pengadilan selain hakim.  

 B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka saran yang dapat penulis berikan agar 

Komisi Yudisial menjadi institusi pelaksana system pengawasan kekuasaan 

kehakiman adalah sebagai berikut : 



 
 
 

1. Kepada MPR untuk melakukan Amandemen kelima terhadap UUD 1945, yakni 

Pasal 24B ayat (1) UUD agar ditegaskan pengertian  hakim adalah semua hakim, 

baik  yang berada di bawah naungan MA maupun MK, sehingga dengan demikian 

Komisi Yudisial tidak saja berwenang mengawasi hakim yang berada dibawah 

naungan Mahkamah Agung tetapi juga berwenang mengawasi hakim MK dan juga 

untuk menghindari penafsiran yang kontradiktif 

2. Untuk memaksimalkan fungsi pengawasan Komisi Yudisial dalam rangka 

menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta menjaga perilaku hakim, 

maka DPR RI harus melakukan singkronisasi antara UUD 1945, undang-undang 

Komisi Yudisial, Undang-undang Mahkamah Konstitusi, Undang-undang 

Kekuasaan Kehakiman dan Undang-undang Mahkamah Agung dalam mengatur 

mekanisme dan tata cara pengawasan perilaku hakim oleh Komisi Yudisial 

sebagai pengawas eksternal.  
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